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PERIHAL 
- Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara [Pasal 4 ayat (2) dan ayat 
(3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, 
Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 
serta Pasal 82] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 

- Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

- Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

- Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 

- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

- Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Pembentukan Provinsi Papua Selatan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 
tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan terhadap 
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Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas 
Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
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Tahun 1945 
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Pengucapan Putusan dan Ketetapan  
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*Tanda baca dalam risalah: 
 
[Sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 
…      :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 
(…)    : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 
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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Baik, bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan 
terbuka untuk umum.  

 
 
 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita 

semua.  
Pagi hari ini ada pembacaan Ketetapan dan Putusan sejumlah 13 

perkara. Untuk itu, kita langsung dengan pengucapan Ketetapan.  
Bismillahirrahmaanirrahiim. 
 

KETETAPAN 
NOMOR 90/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
 Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: 
Menimbang :   

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima 
permohonan, bertanggal 25 Agustus 2022, dari Cahaya 
dan M. Syarief Usemahu, yang diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi pada 26 Agustus 2022 
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 
Nomor 81/PUU/PAN.MK/AP3/08/2022 dan telah dicatat 
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-
BRPK) dengan Nomor 90/PUU-XX/2022 pada 13 
September 2022, perihal permohonan pengujian Pasal 
18 dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. dianggap dibacakan. 
c.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34, Pasal 39 UU 

MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara 
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah 
telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap 
permohonan a quo melalui Sidang Panel pada 27 

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.18 WIB 

KETUK PALU 3X 
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September 2022, Panel Hakim memeriksa kejelasan 
permohonan dan memberi nasihat kepada kuasa hukum 
para Pemohon untuk memperbaiki permohonan atau 
menarik permohonan  a quo untuk diperbaiki dan 
dilengkapi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 90/PUU-
XX/2022, tanggal 27 September 2022]; 

d. bahwa berdasarkan Pemeriksaan pendahuluan 
sebagaimana dimaksud, Mahkamah telah memperoleh 
fakta persidangan sebagai berikut: 
1. Kuasa hukum para Pemohon juga bertindak sebagai 

Pemohon; 
2. Surat kuasa yang dikirimkan dan diterima 

Mahkamah belum ditandatangani pemberi kuasa 
maupun penerima kuasa; 

3. Para Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih lanjut 
tujuan pengajuan permohonan dan pokok-pokok 
permohonannya. 

e. bahwa atas nasihat Panel Hakim, kuasa hukum para 
Pemohon menyatakan akan menarik permohonan 
perkara Nomor 90/PUU-XX/2022. Selanjutnya para 
Pemohon diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) hari 
yaitu pada hari Jumat, 30 September 2022, pukul 12.00 
WIB untuk menyampaikan permohonan penarikan 
perkara Nomor 90/PUU-XX/2022 a quo, jika sampai 
dengan jangka waktu yang ditentukan para Pemohon 
tidak menyampaikan surat permohonan penarikan, 
maka pernyataan kuasa hukum para Pemohon di dalam 
persidangan akan digunakan Mahkamah sebagai dasar 
permohonan a quo ditarik kembali [vide Risalah Sidang 
Perkara Nomor 90/PUU-XX/2022, tanggal 27 September 
2022]; 

f.  bahwa sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan 
para Pemohon tidak juga menyampaikan surat 
penarikan permohonan terhadap perkara Nomor 
90/PUU-XX/2022, dan seterusnya.  

g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para 
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK 
menyatakan, dianggap dibacakan.  

i. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf e, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 25 
Oktober 2022 telah berkesimpulan pencabutan atau 
penarikan kembali permohonan Nomor 90/PUU-XX/2022 
adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon 
tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. 
Oleh karena itu, Rapat Permusyawaratan Hakim 
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memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi 
untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali 
permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan 
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada 
para Pemohon; 

 
Mengingat :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; dan seterusnya,  

 
MENETAPKAN: 

 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 90/PUU-XX/2022 mengenai 

pengujian Pasal 18 dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonan a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat 
perihal penarikan kembali permohonan Nomor 90/PUU-
XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan 
kepada para Pemohon. 

 
 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap 
Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. 
Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 
dua puluh lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 
untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan 
Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 
10.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Ria 
Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili 
tanpa dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya. 

KETUK PALU 1X 



4 

KETETAPAN 
NOMOR 92/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Formil 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi 
Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, sebagai berikut:   
Menimbang :  

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima 
permohonan bertanggal 7 September 2022, yang 
diajukan oleh E. Ramos Petege yang berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Agustus 2022 
memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo 
Simanjuntak, S.H. dan Rustina Haryati, S.H., yang 
diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 7 
September 2022 berdasarkan  Akta  Pengajuan 
Permohonan Pemohon Nomor 88 dan seterusnya 
dianggap dibacakan.  

b. Dianggap dibacakan.  
c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah              

telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan 
terhadap permohonan a quo pada 28 September 
2022, namun baik Pemohon prinsipal maupun 
kuasanya tidak hadir dalam persidangan tersebut 
dengan alasan Pemohon mencabut permohonan yang 
telah diajukan, yakni melalui surat bertanggal 28 
September 2022 perihal Pencabutan Perkara 92 dan 
seterusnya, yang diterima Mahkamah melalui surat 
elektronik (e-mail) pada 28 September 2022, pukul 
12.36 WIB; 

d. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan 
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK 
menyatakan, dianggap dibacakan. 

e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim 
pada 11 Oktober 2022 telah menetapkan bahwa 
pencabutan atau penarikan kembali permohonan 
Perkara Nomor 92 dan seterusnya adalah beralasan 
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menurut hukum dan Pemohon tidak dapat 
mengajukan kembali permohonan a quo;  

f. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf 
e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim 
memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk 
mencatat perihal penarikan kembali permohonan 
Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan 
berkas permohonan kepada Pemohon; 

Mengingat :  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan seterusnya. 
 

MENETAPKAN: 
 

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 92/PUU-XX/2022 mengenai 

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 
tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi 
Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 
tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan  Pemohon  tidak  dapat  mengajukan  kembali  
permohonan  a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat 
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 92/PUU-
XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan 
kepada Pemohon. 

 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang 
dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku 
Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Daniel 
Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, Enny 
Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai 
Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun 
dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno 
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 
tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, 
selesai diucapkan pukul 10.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi 
tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera 
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Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon 
dan/atau kuasanya. 

Berikut.  
 

KETETAPAN 
NOMOR 94/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif 
Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas 
Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota 
Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:   
Menimbang :  

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima 
permohonan bertanggal 6 September 2022, yang 
diajukan oleh Ahmad Agus Rianto, yang berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2022 
memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., dan 
kawan-kawan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi pada 6 September 2022 berdasarkan  Akta  
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85 dan 
seterusnya; 

b. dianggap dibacakan; 
c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah 

melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap 
permohonan a quo melalui Sidang Panel pada 28 
September 2022 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK 
serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah 
memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki 
permohonannya [vide Risalah Sidang dan seterusnya]; 

d. bahwa Pemohon telah mengajukan surat Nomor 
002/Ektr/Pencabutan/X/2022 tentang Permohonan 
Pencabutan Perkara Nomor 94 dan seterusnya; 

e. bahwa terhadap Permohonan Pencabutan sebagaimana 
dijelaskan pada huruf d di atas, Mahkamah melakukan 
konfirmasi kepada Pemohon dalam sidang Pemeriksaan 
Perbaikan Permohonan yang diselenggarakan pada 17 
Oktober 2022 dan Pemohon membenarkan surat 
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pencabutan permohonan tersebut [vide Risalah Sidang 
dan seterusnya]; 

f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan 
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK 
menyatakan … dianggap dibacakan; 

g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim 
pada 18 Oktober 2022 telah menetapkan pencabutan 
atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 94 
dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan 
Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan 
a quo;  

h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g 
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan 
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 
penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan 
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada 
Pemohon; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan seterusnya; 

 
MENETAPKAN: 

 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 94/PUU-XX/2022 mengenai 

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 
tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan 
a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat 
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 94/PUU-XX/2022 
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan 
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. 

 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang 
dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua 
merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel 
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Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, 
dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 
tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh 
dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 
untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan 
Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 
10.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan 
dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, 
serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat 
atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Selanjutnya. 
 

KETETAPAN 
NOMOR 99/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, sebagai berikut: 
Menimbang :  

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima 
permohonan bertanggal 20 September 2022, yang 
diajukan oleh Roberth Numberi yang berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2022 
memberi kuasa kepada Arsi Divinubun, S.H., M.H. dan 
kawan-kawan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi pada 22 September 2022 berdasarkan  Akta  
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
94/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022, bertanggal 26 
September 2022 dan telah dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 
26 September 2022 dengan Nomor 99/PUU-XX/2022 
mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. dianggap dibacakan.  
c. bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan 

surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 
99/PUU-XX/2022 bertanggal 6 Oktober 2022 yang 
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diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 6 
Oktober 2022 dan seterusnya. 

d. bahwa terhadap Permohonan Pencabutan 
sebagaimana dijelaskan pada huruf c di atas, 
Mahkamah melakukan konfirmasi kepada Pemohon 
dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang 
diselenggarakan pada 19 Oktober 2022 dan Pemohon 
membenarkan surat pencabutan permohonan tersebut 
[vide Risalah Sidang Perkara Nomor 99/PUU-XX/2022, 
tanggal 19 Oktober 2022]; 

e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan 
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK 
menyatakan, dianggap dibacakan. 

f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim 
pada 20 Oktober 2022 telah menetapkan pencabutan 
atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 
99/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum 
dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonan a quo;  

g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f 
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim 
memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk 
mencatat perihal penarikan kembali permohonan 
Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan 
berkas permohonan kepada Pemohon; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan seterusnya. 

  
MENETAPKAN: 

 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 99/PUU-XX/2022 mengenai 

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
ditarik kembali; 

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonan a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat 
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 99/PUU-XX/2022 
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan 
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. 
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang 
dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua 
merangkap Anggota, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic 
P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 
dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 
umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, 
tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.44 WIB, 
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua 
merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, 
Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, 
dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan 
dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 
oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Berikut. 
 

PUTUSAN 
NOMOR 27/PUU-XIX/2021 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
[1.1]  Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang diajukan oleh. 

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk 
Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) sebagai------------
------------------------ Pemohon I; 

2, 3, 4, 5, 6, dianggap dibacakan.  
7. Leon Alvinda Putra, sebagai-------------------------------

----------------Pemohon VII; 
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7  Mei 2021 
memberi kuasa kepada Muhammad Busyrol Fuad, S.H., M.H., 
dan kawan-kawan.  

 Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII 
disebut sebagai ----------------------------------- para Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 
Mendengar keterangan para Pemohon; 
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Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan 
Rakyat; 
Mendengar dan membaca keterangan Presiden; 
Memeriksa bukti-bukti Presiden; 
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; 
Mendengar keterangan saksi para Pemohon; 
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; 
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 

 
2. DUDUK PERKARA 

 
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 

  
2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Kewenangan Mahkamah 
Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. 
[3.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

 
Kedudukan Hukum Para Pemohon 
Legal standing pemohon dianggap dibacakan. Pemohon mempunyai 
legal standing. 
[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang 

mengadili  permohonan a quo dan para Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon 
dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan para 
Pemohon. 

Dalam Provisi 
[3.7]  Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya 

mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah 
untuk mengeluarkan putusan provisi (sela) yang menyatakan 
implementasi UU 23/2019 khususnya yang terkait dengan 
rekrutmen komponen cadangan ditunda pelaksanaannya 
sepanjang undang-undang a quo masih dalam proses pengujian 
di Mahkamah. 
 Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon 
tersebut, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensinya untuk 
menunda pelaksanaan UU 23/2019 terutama yang terkait 
dengan perekrutan komponen cadangan, karena para Pemohon 
tidak mengajukan bukti yang kuat berkaitan dengan perekrutan 
komponen cadangan serta dampak negatif yang ditimbulkan 
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oleh perekrutan dimaksud. Selain itu, jika pelaksanaan undang-
undang a quo ditunda justru dapat terjadi kekosongan hukum 
dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk mewujudkan 
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, terutama 
dalam mempersiapkan pengadaan komponen cadangan yang 
terlatih, apabila suatu waktu dibutuhkan ketika negara dalam 
keadaan terancam. Oleh karenanya dibutuhkan komponen 
cadangan yang telah siap sedia, baik dari segi kemampuan 
dasar militernya maupun kemampuan kesiagaan ketika terjadi 
ancaman. Terlebih lagi, keterlibatan warga negara sebagai 
komponen cadangan bersifat sukarela. Dengan demikian, tidak 
terdapat urgensi untuk menunda pelaksanaan UU 23/2019. 
Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan provisi para 
Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum.  

Dalam Pokok Permohonan 
[3.8]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 

pasal-pasal yang diuji, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil 
permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut 
(selengkapnya dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara). 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap 
telah dibacakan.  

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas 
para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah:  
a. Dalam provisi: 

Memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda 
sementara pelaksanaan UU 23/2019 sepanjang masih 
dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi. 

b. Dalam Pokok Permohonan: 
1) Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dan Pasal 29 UU 

23/2019 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 
28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dibaca “ancaman militer dalam keadaan darurat 
perang”;  

2) Menyatakan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2),  
Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU 23/2019 
bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat 
(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dibaca “Warga Negara dan/atau komponen cadangan 
sumber daya manusia”; 

3) Menyatakan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1),  Pasal 77, 
Pasal 78 dan Pasal 79 UU 23/2019 bertentangan 
dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 
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4) Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 23/2019 
bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat; 

5) Menyatakan Pasal 46 ayat … saya ulangi, menyatakan 
Pasal 46 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 27 
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat; 

[3.9]  Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil 
permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 
surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti 
P-26 yang telah disahkan dalam persidangan, dan ahli atas 
nama Bhatara Ibnu Reza S.H., M.Si., LL.M., Ph.D., Dr. Al Araf, 
SH., M.D.M., Dr. Aan Eko Widiarto., SH., M.Hum., Dr. Eva 
Achjani Zulfa.,S.H., M.H., Muhammad Najib Azca, M.A., Ph.D., 
dan Dr. Heribertus Jaka Triyana, SH., LLM., MA., serta saksi 
atas nama Widodo Sunu Nugroho dan Manoe Viegas 
Carrascalao yang didengarkan keterangannya dalam 
persidangan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk 
Perkara). Selain itu para Pemohon juga menyerahkan 
kesimpulan yang diterima di Mahkamah pada 17 Februari 2022. 

[3.10]  Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah 
menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam 
persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya 
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);  

[3.11]  Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan 
lisan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan 
tertulisnya, serta mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-
1 sampai dengan bukti PK-45, serta ahli yang didengar 
keterangannya di depan persidangan atas nama Prof. Dr. I Gde 
Pantja Astawa, S.H., M.H., Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc., Dr. 
Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., dan Prof. 
Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. (selengkapnya dimuat 
dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu Presiden juga 
menyerahkan kesimpulan pada 16 Februari 2022; 

[3.12]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, 
keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, 
keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang 
diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis 
para Pemohon dan kesimpulan Presiden sebagaimana 
selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah 
selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para 
Pemohon. 
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[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan 
lebih lanjut  pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah 
terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 
[3.13.1] Bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk 

membela negara dan ikut serta dalam pertahanan 
dan keamanan negara merupakan amanat UUD 
1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat 
(3) dan Pasal 30 UUD 1945, yang menyatakan: 
Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30, dianggap telah 
dibacakan. 

Untuk menjabarkan keikutsertaan warga 
negara dalam upaya pembelaan negara 
sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi 
selanjutnya ditentukan dalam beberapa undang-
undang, antara lain dalam Pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 
(UU 3/2002) yang menyatakan sebagai berikut: 
pasal tersebut dan ayat tersebut dianggap telah 
dibacakan.    

Selain itu, dalam Pasal 68 Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(UU 39/1999) juga ditentukan mengenai bela 
negara, yang menyatakan, “Setiap Warga Negara 
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”.   

Bahwa pembentukan UU 23/2019 pada 
pokoknya merupakan amanat dari UU 3/2002 yang 
menghendaki adanya pengaturan keikutsertaan 
warga negara dalam usaha bela negara, komponen 
cadangan dan komponen pendukung yang diatur 
dengan undang-undang [vide Pasal 8 dan Pasal 9 UU 
3/2002 jo. Konsiderans Menimbang huruf c UU 
23/2019]. Sebelum diberlakukan UU 23/2019 telah 
diatur mengenai mobilisasi dan demobilisasi dalam 
rangka penyelenggaraan perlawanan rakyat semesta 
dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat 
semesta yang memiliki sifat-sifat kerakyatan, 
kesemestaan, dan kewilayahan dengan 
mendayagunakan sumber daya nasional, sarana dan 
prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu dan 
terarah, adil dan merata yang dipersiapkan secara 
dini oleh Pemerintah [vide Undang-Undang Nomor 
27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi 
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(UU 27/1997) dan Penjelasan Umumnya]. Selain itu, 
telah diatur pula keikutsertaan warga negara dalam 
usaha pembelaan negara yang dilaksanakan melalui 
keanggotaan rakyat terlatih, sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 
tentang Rakyat Terlatih (UU 56/1999). Sejalan 
dengan perkembangan dan perubahan UUD 1945, 
kedua undang-undang tersebut dipandang tidak 
memadai dan komprehensif dalam 
mengejawantahkan hakikat pertahanan negara yang 
bersifat semesta, sehingga kedua undang-undang 
tersebut dicabut dan diganti dengan UU 23/2019 
[vide Pasal 85 UU 23/2019].  

Bahwa sebagai sebuah negara yang berdaulat, 
negara memerlukan adanya sistem pertahanan 
negara yang kokoh. Pertahanan negara yang 
dimaksud adalah segala usaha untuk 
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan 
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 
Lahirnya sistem   pertahanan negara yang bersifat 
semesta merupakan proses perjalanan panjang 
perjuangan rakyat Indonesia sejak masa kolonial 
hingga mencapai kemerdekaannya dan dalam 
proses mengisi kemerdekaan. Untuk 
mengejawantahkan sistem kesemestaan dimaksud 
diperlukan kejelasan pengaturan keterlibatan 
seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya 
nasional lainnya, serta proses persiapan secara dini 
dan penyelenggaraannya yang dilakukan secara 
total, terpadu, terarah, dan berlanjut agar tetap 
dapat ditegakkan dan dijaga kedaulatan negara, 
keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa 
dari segala bentuk ancaman [vide Pasal 1 angka 1 
dan angka 2 UU 3/2002]. 

Dalam kaitan dengan pembentukan UU 
23/2019 telah dijelaskan lebih lanjut bahwa 
pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut 
diselenggarakan dengan mendasarkan pada 
kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara 
serta keyakinan pada kekuatan sendiri, yang disusun 
berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, 
kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan 
hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan 
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internasional, serta prinsip hidup berdampingan 
secara damai dengan memperhatikan kondisi 
geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan 
negara maritim [vide Penjelasan Umum UU 
23/2019]. 

[3.13.2]  Bahwa dengan mendasarkan pada amanat UUD 1945 
dan penjabaran dalam undang-undang sebagaimana 
tersebut di atas, telah jelas setiap warga negara 
memiliki hak dan kewajiban dalam membela negara 
serta ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan 
negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan 
keutuhan NKRI. Di samping itu, bela negara 
sesungguhnya merupakan wujud dari semangat   
patriotik warga negara dalam rangka melawan 
berbagai bentuk ancaman dan bukan semata-mata 
ditujukan untuk memobilisasi warga negara dengan 
melibatkan rakyat ke dalam suatu peperangan. Bela 
negara lebih diorientasikan untuk memupuk rasa 
nasionalisme dan patriotisme yang bersifat sukarela 
di tengah potensi ancaman yang bersifat 
multidimensional saat ini, yang antara lain dapat 
berupa bagian dari kejahatan terorisme internasional 
dan nasional, aksi kekerasan berbau SARA, 
pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, 
udara, dan luar angkasa, gerakan separatisme, 
kejahatan dan gangguan lintas negara, dan 
perusakan lingkungan. Oleh karena itu, melalui bela 
negara, diharapkan dalam diri setiap warga negara 
akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang 
teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang 
dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran 
berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan 
Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi 
berbagai bentuk ancaman baik yang berasal dari luar 
maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan 
mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang 
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 
dan keamanan negara. Penyelenggaraan pertahanan 
dan keamanan negara pada prinsipnya menerapkan 
kesemestaan sehingga menjadi kewajiban dan 
tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dalam 
upaya bela negara. Oleh karena itu, dalam 
pelaksanaannya harus melibatkan seluruh sumber 
daya nasional yang dimiliki meliputi sumber daya 
manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana 
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dan prasarana sesuai dengan mekansime yang telah 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

 
3. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 

 
[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal 

sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13], selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon 
sebagai berikut: 
[3.14.1]  Bahwa setelah mencermati secara saksama dalil para 

Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah terlebih 
dahulu akan mempertimbangkan permohonan para 
Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 
75 dan Pasal 79 UU 23/2019. Para Pemohon dalam 
permohonannya mendalilkan Pasal 75 UU 23/2019 
bertentangan dengan prinsip pembagian urusan 
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 
sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 
1945, serta telah menciptakan situasi ketidakpastian 
hukum sehingga bertentangan juga dengan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945. 

Terhadap dalil para Pemohon a quo, sebelum 
mempertimbangkan lebih lanjut, Mahkamah terlebih 
dahulu mengutip Pasal 74 huruf b Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Udang (PMK 2/2021) yang pada pokoknya 
menyatakan, Mahkamah dapat menyatakan 
permohonan tidak jelas atau kabur antara lain 
karena: b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi 
ada dalam petitum atau sebaliknya. Dengan 
mendasarkan pada ketentuan a quo, menurut 
Mahkamah, dalil para Pemohon a quo terdapat 
dalam posita atau pokok permohonan para 
Pemohon, namun tidak terdapat dalam petitum 
permohononan para Pemohon. Dengan demikian, 
dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian 
norma Pasal 75 UU 23/2019 harus dinyatakan tidak 
jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan 
lebih lanjut.  

Dalam permohonannya, para Pemohon juga 
mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 79 UU 
23/2019, namun dalam  petitumnya terdapat  
ketidaksesuaian petitum, yakni antara petitum angka 
5 dan angka 6 dengan petitum angka 7 dan angka 8, 
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di mana dalam Petitum angka 5 dan angka 6, para 
Pemohon meminta antara lain Pasal 79 UU 23/2019 
bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G 
ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dibaca “Warga Negara dan/atau komponen 
cadangan sumber daya manusia”. Namun, dalam 
petitum angka 7 dan petitum angka 8 para Pemohon 
juga meminta, antara lain Pasal 79 bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat. Setelah mencermati secara 
saksama, pada satu sisi para Pemohon memohon 
kepada Mahkamah untuk memberikan pemaknaan 
baru terhadap norma Pasal 79 UU 23/2019 dan di 
sisi lain memohon kepada Mahkamah untuk 
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 
Menurut Mahkamah, petitum yang demikian adalah 
petitum yang saling bertentangan yang hanya dapat 
dibenarkan kalau di antara keduanya dibuat secara 
pilihan (alternatif) bukan bersifat kumulatif. Oleh 
karenanya, petitum demikian menjadi tidak jelas 
atau kabur, sehingga tidak dipertimbangkan lebih 
lanjut.   

[3.14.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan 
mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas 
norma UU 23/2019 yang dipersoalkan oleh para 
Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Apakah benar norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat 

(3) serta Pasal 29 UU 23/2019 bertentangan 
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan 
Pasal 30 UUD 1945. 

2. Apakah benar norma Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 
ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 81 dan Pasal 
82 UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 30 
ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat 
(4) UUD 1945.  

3. Apakah benar norma Pasal 18 dan Pasal 66 ayat 
(1), serta Pasal 77 dan Pasal 78 UU 23/2019 
bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 
28E ayat (2) UUD 1945. 

4. Apakah benar norma Pasal 20 ayat (1) huruf a 
UU 23/2019 bertentangan dengan Pasal 30 ayat 
(2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 
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5. Apakah benar norma Pasal 46 UU 23/2019 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945.  

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang 
pada pokoknya menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta 
Pasal 29 UU 23/2019 telah menciptakan ketidakpastian hukum 
sehingga bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 
ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30  karena 
perumusannya ambigu dan tidak mengakomodasi prinsip 
prediktabilitas, terutama terkait dengan identifikasi bentuk-
bentuk ancaman yang terdiri dari militer, nonmiliter, dan hibrida 
sehingga berpotensi multitafsir dalam implementasinya. Para 
Pemohon juga mendalikan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta 
Pasal 29 UU 23/2019 tidak sejalan atau disharmonis dengan 
ketentuan Pasal 7 UU 3/2002. 

Bahwa terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah 
perlu mengutip kembali Pasal 4 UU 23/2019 secara utuh dan 
juga Pasal 29 UU 23/2019  yang menyatakan: Pasal 4 UU 
23/2019, dianggap dibacakan, Pasal 29, dianggap dibacakan. 

Selain kutipan di atas, Mahkamah perlu juga mengutip 
ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 23/2019 yang telah menentukan 
definisi ancaman sebagai berikut, selanjutnya dianggap 
dibacakan. 

Setelah mengutip beberapa ketentuan di atas, selanjutnya 
berkenaan dengan dalil para Pemohon, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.15.1]  Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 

ayat (2) UU 23/2019 bertentangan dengan prinsip 
kepastian hukum karena perumusannya ambigu dan 
tidak mengakomodasi prinsip prediktabilitas. Selain 
itu, juga menurut para Pemohon  ancaman dalam 
Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2019 tidak 
sejalan atau disharmonis dengan pengaturan 
ancaman dalam ketentuan Pasal 7 UU 3/2002. Dalam 
hal ini, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2002 pada 
pokoknya menentukan bahwa ancaman militer dalam 
sistem pertahanan negara menempatkan Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama 
dengan didukung oleh komponen cadangan dan 
komponen pendukung, serta ancaman nonmiliter 
dalam sistem pertahanan negara menempatkan 
lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan 
sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan 
sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh 
unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sementara 
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itu, dalam ketentuan Pasal 4 UU 23/2019 ditentukan 
pada pokoknya 3 (tiga) jenis ancaman, yakni: (1) 
ancaman militer dan seterusnya dianggap dibacakan.  
(2) ancaman nonmiliter dan seterusnya dianggap 
dibacakan. (3) ancaman hibrida sebagaimana 
dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c 
UU 23/2019 adalah ancaman yang bersifat campuran 
dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer 
dan ancaman nonmiliter. 

Ketiga jenis ancaman yang ditentukan dalam 
UU 23/2019 sesungguhnya merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari ketentuan Pasal 4 UU 3/2002 yang 
menyatakan, “Pertahanan negara bertujuan untuk 
menjaga dan melindungi kedaulatan negara, 
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari 
segala bentuk ancaman”, yang kemudian dijelaskan 
dalam Penjelasan Umum UU 3/2002 Paragraf 4 
bahwa: 

Era globalisasi dan seterusnya dianggap 
dibacakan. 

Dalam kaitan ini, sebagaimana juga didalilkan 
para Pemohon, Pasal 4 ayat (2) UU 23/2019 
menyatakan pada pokoknya ancaman terdiri atas: 
(a) ancaman militer, (b) ancaman nonmiliter, 
dan/atau (c) ancaman hibrida. Lebih lanjut, dalam 
ketentuan ayat (3) dinyatakan pada pokoknya 
ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, 
separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana 
alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah 
perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya 
alam, wabah penyakit, peredaran dan 
penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan 
nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud 
ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, 
keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap 
bangsa. Sedangkan, dalam Penjelasan mengenai 
ancaman hibrida dijelaskan adalah ancaman yang 
bersifat campuran dan merupakan keterpaduan 
antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. 
Dalam kaitan inilah, tidak ada ketentuan lainnya atau 
penjelasan lainnya mengenai wujud ancaman militer, 
nonmiliter dan hibrida. Kecuali, dalam Penjelasan 
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Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002 dijelaskan ancaman 
militer dapat berbentuk, antara lain:  
a. Agresi dan seterusnya dianggap dibacakan.  
b. Sampai g dianggap dibacakan. 

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 
34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 
(UU 34/2004) dirumuskan secara sederhana bahwa 
ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan 
oleh militer suatu negara kepada negara lain (Pasal 1 
angka 23). Terlebih lagi, tidak ada penjelasan lebih 
lanjut mengenai ancaman nonmilter dalam UU 
3/2002, UU 34/2004, dan UU 23/2019. Dalam kaitan 
ini, menurut Mahkamah, perlu ada harmonisasi antar 
peraturan perundang-undangan hingga ke level yang 
memberikan kejelasan secara komprehensif 
pembedaan bentuk-bentuk ancaman dalam ancaman 
militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibriba 
yang menjadi dasar ditetapkannya keadaan darurat 
militer dan darurat perang. Bagaimanapun dengan 
kejelasan demikian akan dapat semakin memberikan 
kesadaran dan penguatan tanggung jawab kepada 
warga negara dalam upaya bela negara untuk 
menghadapi kondisi yang semakin kompleks dan 
dinamisnya jenis ancaman terhadap kedaulatan dan 
keutuhan sebagai sebuah negara bangsa. 
Pengharmonisasian dimaksud dapat menjadi salah 
satu substansi penting dalam perubahan UU 23/2019 
yang saat ini telah dimasukkan dalam Program 
Legislasi Nasional Prioritas 2022 angka 22 [vide 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya 
dianggap dibacakan]. Dan program legislasi nasional 
rancangan Undang-Undang perubahan ketiga tahun 
2020-2024.  

Lebih lanjut, setelah Mahkamah mencermati 
secara saksama substansi Pasal 4 ayat (2) UU 
23/2019, pada prinsipnya telah mengakomodasi 
prinsip prediktabilitas terhadap perkembangan 
berbagai bentuk ancaman yang sangat dinamis yang 
tentunya memiliki perbedaan situasi dan kondisi 
dibandingkan dengan pengaturan jenis ancaman 
pada saat UU 3/2002 diundangkan. Penambahan 
jenis ancaman hibrida dalam ketentuan Pasal a quo 
adalah untuk melengkapi lingkup ancaman yang 
diatur dalam UU 3/2002 yang belum mengatur 
perihal ancaman yang bersifat campuran dan 
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merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan 
ancaman nonmiliter. Selain itu, penambahan jenis 
ancaman dimaksud juga untuk mengantisipasi 
perkembangan ancaman yang bersifat 
multidimensional dan strategis sesuai dengan 
perkembangan global.  

Bertolak dari pendefinisian ancaman dan jenis-
jenis ancaman terhadap negara sebagaimana telah 
diuraikan di atas, menurut Mahkamah dengan 
adanya jenis-jenis ancaman terhadap kedaulatan dan 
keamanan negara yang tidak hanya berupa ancaman 
militer dan ancaman nonmiliter, termasuk juga 
ancaman hibrida, hal tersebut merupakan identifikasi 
terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis yang 
berbeda situasi dan kondisinya. Ancaman hibrida 
merupakan jenis ancaman yang juga harus 
diwaspadai dalam konteks perkembangan kekinian 
yang sebelumnya tidak diatur dalam UU 3/2002.   

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di 
atas, menurut Mahkamah jika pembentuk undang-
undang hanya mengkomodasi pengaturan 
pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan 
negara pada jenis ancaman militer dan ancaman 
nonmiliter sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 
7 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2002, maka jika terjadi 
ancaman yang tidak terdapat dalam kedua jenis 
ancaman tersebut, hal demikian akan dapat 
menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam 
menanggulangi ancaman yang bersifat 
multidimensional dan campuran antara ancaman 
militer dan nonmiliter.  

 
4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH 

 
[3.15.2] Bahwa selanjutnya, para Pemohon juga mendalilkan 

mobilisasi komponen cadangan dan komponen 
pendukung yang diatur pada Pasal 29 UU 23/2019 
hanya dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman 
militer dengan adanya pernyataan keadaan bahaya. 
Dalam kaitan dengan dalil para Pemohon tersebut, 
penting untuk dicermati secara saksama keterkaitan 
antara pasal-pasal dalam UU 23/2019. Dalam hal ini, 
Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 UU 23/2019 
menyatakan: Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65, 
dianggap telah dibacakan. 
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Berdasarkan seluruh … Berdasarkan ketentuan 
di atas menunjukkan bahwa pernyataan mobilisasi 
yaitu pengerahan dan penggunaan secara serentak 
sumber daya nasional serta sarana dan prasarana 
nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai 
komponen kekuatan pertahanan negara, tidaklah 
serta merta tetapi harus melewati prosedur yang 
ketat. Mobilisasi dilakukan dalam hal seluruh atau 
sebagian wilayah NKRI dalam keadaan darurat 
militer atau keadaan perang. Dalam menyatakan 
mobilisasi, Presiden harus terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR). Selain itu, Mobilisasi dikenakan terhadap 
komponen cadangan, dan bagi komponen 
Pendukung yang dikenai mobilisasi tidaklah serta 
merta, tetapi statusnya harus ditingkatkan terlebih 
dahulu menjadi komponen cadangan. Prosedur 
dalam UU 23/2019 yang menghendaki adanya 
persetujuan DPR dalam menghadapi ancaman militer 
telah sejalan pula dengan keberlakuan Pasal 14 UU 
3/2002 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002. 
Karena ancaman militer yang dimaksudkan dalam 
Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002 adalah ancaman yang 
menggunakan kekuatan bersenjata yang 
terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan 
yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 
Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para 
Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan 
ayat (3) serta Pasal 29 UU 23/2019 telah 
menciptakan ketidakpastian hukum karena 
perumusannya ambigu dan tidak mengakomodasi 
prinsip prediktabilitas dalam penyusunannya 
sehingga berpotensi multitafsir dalam 
implementasinya serta dianggap tidak sejalan atau 
disharmonis dengan pengaturan ancaman dalam 
ketentuan Pasal 7 UU 3/2002 adalah dalil yang tidak 
beralasan menurut hukum.  

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan penyebutan 
sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan 
prasarana nasional sebagai unsur komponen pendukung dan 
komponen cadangan dalam Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat 
(2), Pasal 81, dan Pasal 82 UU 23/2019 telah menyebabkan 
kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. 
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Lebih lanjut, menurut para Pemohon pengaturan mengenai 
sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana 
lain sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung 
tidak diatur secara rigid dan rinci sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip conscientious 
objection bagi pemilik atau pengelola sumber daya alam, 
sumber daya buatan dengan alasan pertahanan negara. Oleh 
karena itu, menurut para Pemohon ketentuan pasal-pasal a quo 
bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan 
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut 
Mahkamah dengan memperhatikan norma Pasal 1 angka 2 UU 
3/2002 yang pada pokoknya menyatakan sistem pertahanan 
negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang 
melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya 
nasional lainnya, maka dengan sifat kesemestaannya tersebut 
pemerintah harus mempersiapkan secara dini seluruh sumber 
daya nasional dan diselenggarakan secara total, terpadu, 
terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, 
keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari 
segala macam ancaman. Sumber daya nasional dimaksud 
adalah bagian dari komponen cadangan yang terdiri dari warga 
negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana 
serta prasarana nasional yang telah ditentukan dalam Pasal 28 
UU 23/2019 bahwa: 1 dan seterusnya dianggap telah dibacakan 
sampai ayat (3) nya.  

Pembentukan komponen cadangan sumber daya alam, 
sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional 
merupakan wujud dari pemanfaatan dalam usaha pertahanan 
negara setelah ditetapkan menjadi komponen cadangan melalui 
tahapan verifikasi dan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 51 UU 23/2019 yang menyatakan: 

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana 
dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan menjadi 
Komponen Cadangan setelah melalui tahapan:  
a. verifikasi; dan  
b. klasifikasi.  

Verifikasi yang dimaksud adalah kegiatan pendataan 
terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana 
dan prasarana nasional yang telah memenuhi syarat sebagai 
komponen cadangan. Selanjutnya, UU 23/2019 juga telah 
mengatur mengenai komponen cadangan sebagaimana 
ditentukan dalam  Pasal 23 dan Pasal 51 sampai dengan Pasal 
55 UU 23/2019 yang masing-masing menyatakan sebagai 
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berikut: Pasal 23 dan Pasal 51, Pasal 52, pasal 53, Pasal 54, 
dan Pasal 55, dianggap telah dibacakan. 

Bahwa tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas 
peraturan pelaksana UU 23/2019, pelaksanaan pembentukan 
komponen cadangan tersebut juga telah diatur lebih lanjut 
dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya 
Nasional untuk Pertahanan Negara (PP 3/2021). Merujuk 
ketentuan-ketentuan tersebut di atas, menjadi jelas bahwa 
sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan 
seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional 
lainnya, selain harus dipersiapkan secara dini oleh pemerintah 
juga harus diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan 
berlanjut tidak lain adalah dalam rangka menegakkan 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan 
segenap bangsa dari segala macam bentuk ancaman. Selain 
itu, penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan 
sarana prasarana nasional telah dilakukan melalui serangkaian 
tahapan atau prosedur, antara lain proses verifikasi dan 
klasifikasi, sehingga penggunaan sumber daya tersebut terukur 
agar tidak melanggar hak asasi manusia dan hak kepemilikan 
pribadi atas sumber daya tersebut. Dengan cara tersebut 
negara tidak boleh mengambil alih kepemilikan properti warga 
negara secara sewenang-wenang. Dengan kata lain, penetapan 
Komponen Cadangan berupa sumber daya alam dan sumber 
daya buatan serta sarana dan prasarana nasional tidak 
mengabaikan prinsip kesukarelaan karena  sumber daya alam 
dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional 
yang dikelola dengan baik oleh warga negara telah melewati 
serangkaian tahapan yang dilakukan oleh Kementerian 
Pertahanan dengan kesukarelaan dari pemilik, dan tetap 
memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak 
properti yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. 
Dengan demikian, tidak akan membuka ruang potensi konflik 
sumber daya alam dan konflik pertanahan antara negara dan 
masyarakat. Oleh karena itu, penetapan sumber daya alam dan 
sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional 
sebagai komponen cadangan tidak menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan melanggar prinsip conscientious objection bagi 
pemilik atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan 
dan sarana dan prasarana lain.  

Dengan demikian, pembentukan komponen cadangan 
yang merupakan salah satu wadah keikutsertaan warga negara 
serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan 
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negara yang dilaksanakan oleh pemerintah (Kementerian) 
harus tetap menerapkan sistem tata kelola pertahanan negara 
yang demokratis, berkeadilan dan menghormati hak asasi 
manusia serta mentaati peraturan perundang-undangan. Lebih 
dari itu, untuk melakukan mobilisasi sumber daya nasional 
hanya dapat ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena keadaan 
darurat militer atau keadaan perang [vide Pasal 63 UU 
23/2019]. Dalam hal telah dinyatakan oleh Presiden mengenai 
mobilisasi maka mobilisasi dikenakan kepada komponen 
cadangan. Pengunaan komponen cadangan ini adalah dalam 
rangka untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama 
[vide Pasal 61 UU 23/2019]. Penting bagi Mahkamah 
menegaskan kembali bahwa keberadaan warga negara sebagai 
komponen cadangan dimaksud merupakan  pengabdian dalam 
usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela [vide Pasal 28 
ayat 2 UU 23/2019].  

Adanya pernyataan Presiden untuk mobilisasi karena 
seluruh atau sebagian wilayah NKRI dalam keadaan darurat 
militer atau keadaan perang dan pernyataan tersebut harus 
mendapatkan persetujuan DPR [vide Pasal 63 UU 23/2019]. 
Keadaan darurat militer atau darurat perang tersebut dapat 
terjadi karena negara menghadapi ancaman militer atau 
ancaman hibrida [vide Pasal 29 UU 23/2019]. Dalam kaitan 
dengan ancaman, khususnya ancaman hibrida untuk 
menyatakan mobilisasi, menurut Mahkamah pembentuk 
undang-undang perlu segera mengatur secara lebih rinci dan 
komprehensif dalam undang-undang dengan cara 
mengharmoniskan dan mensinkronkan dengan undang-undang 
lainnya, antara lain UU 3/2002 dan UU 34/2004. Perubahan 
yang komprehensif tersebut perlu segera dilakukan mengingat 
ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU 
23/2019 tidak terdapat kejelasan pembedaan antara ancaman 
militer, nonmiliter, dan hibrida. Terlebih lagi, dalam Penjelasan 
Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 23/2019 dijelaskan bahwa ancaman 
hibrida adalah sebagai ancaman yang bersifat campuran dan 
merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan nonmiliter. 
Perubahan demikian menjadi penting karena telah ditetapkan 
sebagai salah satu RUU dalam Program Legislasi Nasional 
Prioritas Tahun 2022 [vide Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang 
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 
Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan 
Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024].  
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Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, 
menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan 
konstitusionalitas norma Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 81 
dan Pasal 82 UU 23/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. 
  

5. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
[3.17] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan 

menjadikan warga negara secara langsung untuk menghadapi 
ancaman militer dan ancaman hibrida sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1), serta Pasal 77 
dan Pasal 78 UU 23/2019 melanggar ketentuan Pasal 28E ayat 
(2) dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan juga bertentangan 
dengan prinsip conscientious objection (hak menolak warga 
atas dasar keyakinannya), yang merupakan prinsip kardinal 
dalam pelibatan warga sipil dalam upaya-upaya pertahanan, 
yang telah diakui oleh berbagai negara dan masyarakat 
internasional, serta menjadi bagian dari hukum internasional 
hak asasi manusia.  

Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah 
sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.13] 
mengenai upaya bela negara dan keikutsertaan warga negara 
dalam pertahanan dan keamanan negara, telah diamanatkan 
dalam UUD 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) 
dan Pasal 30 UUD 1945. Dalam kaitan dengan ketentuan 
dimaksud dan mengingat perjalanan sejarah bangsa Indonesia, 
maka sebagaimana negara-negara lainnya juga memiliki cara 
sendiri untuk membangun sistem pertahanan negaranya, yaitu 
sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan 
seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional 
lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan 
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan 
berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman 
[vide Penjelasan Umum UU 23/2019]. Dalam kaitan ini, lebih 
lanjut Pasal 9 UU 3/2002 menyatakan bahwa: ayat (1), ayat 
(2), ayat (3) dianggap dibacakan.  

Ketentuan dimaksud menguatkan bahwa upaya bela 
negara yang dilakukan oleh warga negara pada dasarnya 
adalah dalam rangka membentuk sikap dan tindak warga 
negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara.  Dalam 
hal ini, seluruh warga negara secara sadar sudah seharusnya 
cinta kepada negara yang diwujudkan dalam kesediaan untuk 
melindungi, mempertahankan, dan memajukan kehidupan 
bersama. Kesadaran bela negara tersebut pada hakikatnya 
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adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban untuk 
membela negara yang dapat diwujudkan dalam berbagai hal 
yang terbaik untuk negara. Persoalannnya adalah apakah bela 
negara yang dilakukan oleh warga negara yang bergabung 
sebagai komponen cadangan untuk pertahanan negara tidak 
memberikan perlindungan bagi warga negara jika ada warga 
negara yang menolak dengan alasan keyakinan dan hati nurani 
(conscientious objection) sehingga berpotensi menyebabkan 
kriminalisasi dan pelanggaran hak-hak asasi warga negara.  

Berkenaan dengan persoalan pokok di atas, penting 
dipahami secara saksama ketentuan dalam UU 3/2002, di mana 
dalam ketentuan Pasal 8 UU a quo menyatakan: ayat (1), ayat 
(2), ayat (3) dianggap dibacakan.  

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, 
dibentuklah UU 23/2019 yang mengatur lebih lanjut mengenai 
keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan negara 
sebagaimana amanat Pasal 30 UUD 1945. Warga negara pada 
pokoknya dapat ikut serta dalam usaha penyelenggaraan 
pertahanan negara sebagai komponen pendukung atau 
komponen cadangan [vide Pasal 17 dan Pasal 18 UU 23/2019]. 
Keikutsertaan demikian ditentukan oleh pembentuk UU a quo 
bersifat sukarela. Dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU 
23/2019 dijelaskan bahwa yang dimaksud sukarela adalah sikap 
dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya 
kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  
Dengan demikian, partisipasi warga negara dalam membela 
negara tidak melanggar prinsip conscientious objection (hak 
untuk menolak untuk bergabung dalam dinas militer), karena 
negara tidak mewajibkan warga negaranya untuk menjadi 
komponen cadangan dan/atau komponen pendukung 
melainkan secara sukarela dalam usaha penyelenggaraan 
pertahanan negara sebagaimana ditentukan juga dalam Pasal 
28 ayat (2) UU 23/2019 yang menyatakan, dianggap 
dibacakan.  

Pasal 33 UU 23/2019 yang menyatakan: ayat (1), ayat 
(2), dianggap dibacakan.  

Selain itu, ketentuan tentang perekrutan komponen 
cadangan juga diatur dalam PP 3/2021 yang merupakan 
pelaksana UU 23/2019. Dengan telah ditentukannya tata cara 
perekrutan komponen cadangan sebagaimana termuat dalam 
PP 3/2021 tersebut maka telah jelas bahwa dalam hal 
perekrutan warga negara untuk bergabung dalam komponen 
cadangan tidak terdapat paksaan sama sekali kepada kepada 
warga negara. Dalam kaitan ini, proses perekrutan harus 
melalui beberapa tahapan, antara lain mendaftarkan diri dan 
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mengikuti seleksi administrasi dan kompetensi. Oleh karena itu, 
dengan adanya ketentuan yang tidak mewajibkan bagi warga 
negara untuk ikut mendaftar dan bergabung dalam komponen 
cadangan dapat dikatakan bahwa UU a quo telah sejalan 
dengan prinsip conscientious objection (hak menolak warga 
atas dasar keyakinannya).  

Dengan demikian, kriteria atau persyaratan dalam 
perekrutan komponen cadangan yang telah ditentukan dalam 
UU 23/2019 tersebut ditujukan kepada setiap warga negara 
secara sukarela. Artinya, siapapun Warga Negara Indonesia 
dapat bergabung menjadi anggota komponen cadangan secara 
sukarela sepanjang memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan [vide Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 UU 
23/2019]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah sekalipun ada 
ketentuan yang mengatur proses rekrutmen calon komponen 
cadangan yang telah dinyatakan lulus administrasi dan 
kompetensi yang wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran 
adalah perwujudan bentuk kesiap-siagaan negara apabila 
komponen cadangan dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan bagi 
kepentingan pertahanan dan keamanan negara Indonesia. 
Kewajiban mengikuti pelatihan dasar kemiliteran tersebut 
ditentukan dengan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak 
warga negara yang berasal dari unsur aparatur sipil negara, 
pekerja/buruh, dan mahasiswa. Apabila calon komponen 
cadangan tersebut dinyatakan lulus dalam pendidikan dasar 
kemiliteran diangkat dan ditetapkan menjadi komponen 
cadangan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan 
kemampuan TNI sebagai komponen utama setelah adanya 
penyataan Presiden mengenai mobilisasi [vide Pasal 38, Pasal 
66 dan Penjelasan Umum UU 23/2019].  

Sementara itu, terkait dengan kekhawatiran para 
Pemohon dengan adanya ketentuan Pasal 18 UU 23/2019 yang 
pada pokoknya menyatakan “Komponen pendukung dapat 
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk 
menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida” 
bertentangan dengan prinsip conscientious objection dan 
dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 
dan Pasal 78 UU 23/2019. Menurut Mahkamah, kekhawatiran 
para Pemohon a quo dapat dipahami, namun hal demikian 
telah diantisipasi dengan adanya pengaturan sedemikian rupa 
mengenai keikutsertaan warga negara untuk dapat dimobilisasi 
sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana telah 
dipertimbangkan di atas. Termasuk juga UU a quo telah sejalan 
dengan prinsip conscientious objection. Terlebih lagi, 
penggunaan sumber daya nasional baik berupa sumber daya 
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manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dalam 
kedudukannya sebagai komponen pendukung untuk digunakan 
bagi kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan 
pertahanan negara dalam konteks sistem pertahanan dan 
keamanan rakyat semesta, tidaklah serta merta, karena 
komponen pendukung yang dikenai mobilisasi harus 
ditingkatkan statusnya terlebih dahulu menjadi komponen 
cadangan [vide Pasal 64 ayat (2) UU 23/2019]. Dalam konteks 
sistem kesemestaan semua sumber daya nasional dapat 
didayagunakan untuk upaya pertahanan negara, baik sebagai 
komponen pendukung maupun sebagai komponen cadangan. 
Dalam hal ini, untuk komponen pendukung yang tidak 
ditingkatkan statusnya menjadi komponen cadangan wajib 
memberikan dukungan pada saat mobilisasi yang 
mekanismenya dikoordinasikan oleh kementerian/ lembaga 
terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya [vide Pasal 65 ayat 
(1) UU 23/2019]. Tujuan pengaturan demikian adalah untuk 
memberikan batasan-batasan yang jelas dan terukur dalam 
penggunaan komponen pendukung dan komponen cadangan 
pada saat mobilisasi. Sementara itu, pengaturan ketentuan 
pidana yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkaitan 
dengan setiap komponen cadangan yang dengan sengaja 
membuat dirinya tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau 
melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar 
dari mobilisasi [Pasal 77 UU 23/2019]. Selanjutnya, Pasal 78 UU 
23/2019 berkaitan dengan ketentuan pidana yang ditujukan 
bagi pemberi kerja/pengusaha atau lembaga pendidikan yang 
menghambat mobilisasi. Pengaturan sanksi pidana dalam 
keadaan mobilisasi yang telah dilakukan sesuai dengan 
tahapan-tahapan tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 
sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.16].   

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum 
tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang 
mempersoalkan keterlibatan warga negara secara langsung 
untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 66 
ayat (1) serta Pasal 77 dan Pasal 78 UU 23/2019 bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 28E dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 
dan dengan prinsip conscientious objection adalah tidak 
beralasan menurut hukum. 

[3.18]  Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan 
pada pokoknya Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 23/2019 yang 
menempatkan anggota Kepolisian Negara RI (Polri) sebagai 
Komponen Pendukung yang setara dengan warga terlatih, salah 
satunya adalah anggota organisasi kemasyarakatan, 
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merupakan perumusan norma yang keliru dan telah 
menciptakan situasi ketidakpastian hukum, karena 
mencampuradukkan kekuatan utama dan kekuatan pendukung 
dalam sistem pertahanan dan keamanan negara.  

Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi 
Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa seiring dengan 
perubahan pengaturan Pertahanan dan Keamanan Negara 
dalam UUD 1945, yang juga telah ditentukan dalam Ketetapan 
MPR RI Nomor VI/MPR/2000, dan Ketetapan MPR RI Nomor 
VII/MPR/2000 terjadi perubahan rumusan tugas, fungsi, dan 
peran Polri serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi 
masing-masing. Fungsi dan peran TNI dan Polri dalam Pasal 30 
ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 adalah:  
(3)  Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, 

Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara 
bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara 
keutuhan dan kedaulatan negara. 

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara 
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, 
serta menegakkan hukum. 
Peran dan fungsi TNI dan Polri tersebut selanjutnya 

dijabarkan dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (UU 2/2002), yang menyatakan, “Fungsi 
kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat” [vide Pasal 2 UU 2/2002],  dan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia (UU 34/2004) yang menyatakan, “TNI berperan 
sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam 
menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan 
politik negara” [vide Pasal 5 UU 34/2004]. Adanya ketentuan 
yang membedakan tugas dan fungsi TNI dan Polri mulai dari 
UUD 1945 hingga undang-undang merupakan wujud paradigma 
baru TNI dan Polri, di mana Polri tidak lagi menjadi bagian dari 
TNI, tetapi telah menjadi bagian dari masyarakat sipil (civil 
society). Adanya pengaturan yang dengan tegas membedakan 
fungsi TNI dan Polri berimplikasi pada berbagai peraturan 
terkait lainnya, salah satunya adalah UU 23/2019.  

Perubahan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 
30 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, dianggap dibacakan. 
Bertolak pada ketentuan konstitusi tersebut, ditegaskan pula 
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bahwa TNI dan Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan 
rakyat semesta adalah kekuatan utama sesuai dengan 
fungsinya masing-masing. Fungsi tersebut harus didasarkan 
pada paradigma baru Polri yang menempatkannya sebagai 
bagian dari masyarakat sipil, bukan lagi merupakan bagian 
yang terintegrasi dengan TNI. Hal ini sejalan dengan 
ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2002 
yang menyatakan:  
(2)  Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan 
kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundangan-undangan.  

(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara 
aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah 
bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Berdasarkan berbagai ketentuan yang telah diuraikan di 

atas, Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 
dalam negeri. Oleh karena itu, dalam komponen pertahanan 
negara TNI sebagai kekuatan utama adalah Komponen Utama 
yang berfungsi menangkal terhadap berbagai ancaman militer 
atau bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan 
dan keutuhan wilayah NKRI. Sedangkan, Polri sekalipun disebut 
juga dalam UUD 1945 sebagai kekuatan utama keamanan dan 
ketertiban masyarakat, namun dalam sistem pertahanan negara 
bukan merupakan Komponen Utama tetapi Komponen 
Pendukung. Hal ini telah sejalan dengan paradigma baru Polri 
yang merupakan bagian dari masyarakat sipil. Oleh karena itu, 
dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU 23/2019 dan 
Penjelasannya menyatakan bahwa anggota Polri merupakan 
bagian dari Komponen Pendukung yang dimaksudkan untuk 
memperkuat dan memperbesar Komponen Utama sehingga 
kedudukannya dalam sistem pertahanan negara sama dengan 
warga negara terlatih yang contohnya antara lain adalah: a. 
purnawirawan TNI dan Polri; b. anggota resimen mahasiswa; c. 
anggota satuan polisi pamong praja; d. anggota polisi khusus; 
e. anggota satuan pengamanan; f. anggota pelindungan 
masyarakat; dan g. anggota organisasi kemasyarakatan lain 
yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih [vide 
Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf b UU 23/2019]. Dengan 
demikian, menempatkan Polri dalam komponen pertahanan 
negara sebagai Komponen Pendukung yang disetarakan 
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dengan warga terlatih tidak bertentangan dengan amanat Pasal 
30 UUD 1945.  

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut 
Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan Pasal 20 
ayat (1) huruf a UU 23/2019 bertentangan dengan UUD 1945 
adalah tidak beralasan menurut hukum. 

 
6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 46 

UU 23/2019 bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di 
muka hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena 
terhadap komponen cadangan semestinya tetap diterapkan 
status subjek hukum sipil, yang sepenuhnya tunduk pada 
sistem dan mekanisme peradilan sipil (peradilan umum), 
mengingat kualifikasinya yang berbeda dengan komponen 
utama yaitu anggota TNI.  

Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih 
dahulu mengutip kembali Pasal 46 UU 23/2019 yang 
menyatakan, “Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan 
hukum militer”. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal a quo 
dinyatakan, “Yang dimaksud dengan "diberlakukan hukum 
militer" adalah Komponen Cadangan selama masa aktif tunduk 
pada ketentuan yang berlaku bagi militer”. Dengan 
mendasarkan pada Pasal 44 ayat (1) UU 23/2019 yang dirujuk 
oleh Pasal 46 UU a quo, terdapat 2 (dua) kriteria Komponen 
Cadangan yang tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi 
militer, yaitu: (1) Komponen Cadangan pada saat mengikuti 
pelatihan penyegaran; (2) Komponen Cadangan pada saat 
mobilisasi.  

Dalam kaitan dengan mengikuti pelatihan penyegaran 
yang dimaksud ditentukan oleh UU a quo sebagai salah satu 
bentuk kewajiban Komponen Cadangan [vide Pasal 41 UU 
23/2019]. Dengan demikian, warga negara yang telah 
memenuhi seluruh persyaratan Komponen Cadangan tersebut 
dipersamakan dengan prajurit yang mengabdi secara 
sukarela dalam usaha pertahanan negara. Dalam hal 
Komponen Cadangan mengikuti pelatihan penyegaran, hal 
tersebut ditentukan sebagai masa aktif Komponen Cadangan 
sehingga terhadap mereka diberlakukan hukum militer. 
Demikian juga halnya jika Komponen Cadangan dimobilisasi 
karena seluruh atau sebagian wilayah Indonesia dalam 
keadaan darurat militer atau keadaan perang sesuai dengan 
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tahapan yang telah ditentukan dalam Pasal 63 UU 23/2019 
maka terhadap Komponen Cadangan tersebut juga berlaku 
hukum militer.  

Dengan mendasarkan lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 
46 UU 23/2019 antara lain dijelaskan bahwa hukum militer 
adalah semua perundang-undangan nasional yang subjek 
hukumnya anggota militer atau orang yang dipersamakan 
sebagai militer berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah mengutip norma 
Pasal 1 angka 15 UU 34/2004 yang menentukan bahwa 
“Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan 
sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan”. Jika norma 
a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 angka 1 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU 
31/1997) telah ditentukan bahwa “Pengadilan dalam lingkungan 
peradilan militer berwenang: 
1. Mengadili dan seterusnya. Huruf a, b, c, d, dan 

seterusnya dianggap dibacakan. 
Dalam konteks inilah, norma Pasal 46 UU 23/2019 

merupakan unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf c UU 31/1997.  Artinya, pengadilan militer tidak hanya 
ditujukan kepada Komponen Utama, yaitu TNI yang 
melakukan tindak pidana, melainkan juga bagi Komponen 
Cadangan baik pada saat mengikuti pelatihan penyegaran 
dan/atau pada saat dimobilisasi.  

Jika dicermati secara saksama, dalam ketentuan UU 
23/2019 telah ternyata terdapat 2 (dua) istilah pelatihan 
kemiliteran yang diwajibkan bagi Komponen Cadangan, yakni: 
(1) pelatihan dasar kemiliteran yang merupakan bagian dari 
tahapan pembentukan Komponen Cadangan yang diwajibkan 
bagi calon Komponen Cadangan yang telah lulus seleksi 
administratif dan kompetensi. Di mana pelatihan dasar 
tersebut dilaksanakan selama 3 bulan [vide Pasal 32 huruf c 
dan Pasal 35 ayat (1) UU 23/2019]. Jika calon Komponen 
Cadangan lolos dalam mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, 
dapat diangkat dan ditetapkan menjadi Komponen Cadangan 
[vide Pasal 38 ayat (1) UU 23/2019]. Artinya, tenggang 
waktu selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran tersebut 
didesain sebagai bagian dari proses seleksi calon Komponen 
Cadangan. Oleh karena itu, bagi mereka tidak diberlakukan 
hukum militer.  

Sementara itu, mengikuti pelatihan penyegaran 
merupakan kewajiban yang dibebankan kepada Komponen 
Cadangan yang telah diangkat, ditetapkan dan diambil 
sumpah/janjinya dan kepada mereka diberikan hak antara 
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lain berupa uang saku selama menjalani pelatihan, rawatan 
kesehatan dan pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan 
jaminan kematian [vide Pasal 42 UU 23/2019]. Tanpa 
Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 3/2021, Komponen 
Cadangan yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah/janji 
diberikan pangkat yang mengacu pada penggolongan pangkat 
TNI. Pangkat Komponen Cadangan dimaksud hanya digunakan 
pada masa aktif Komponen Cadangan [vide Pasal 58 PP 
3/2021]. Lebih lanjut, UU 23/2019 menentukan status 
Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan 
penyegaran tersebut ditentukan sebagai masa aktif 
pengabdian yang siap digunakan untuk kepentingan 
pertahanan negara. Pelatihan penyegaran dimaksud 
merupakan latihan untuk memelihara dan meningkatkan serta 
menjaga kemampuan dalam bidang pengetahuan dan 
keterampilan untuk kepentingan pertahanan negara. Adapun 
masa mengikuti pelatihan penyegaran paling singkat 12 (dua 
belas) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari serta 
dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Terdapat 
kemungkinan 3 (tiga) lokasi pelaksanaan pelatihan, yaitu di 
lembaga pendidikan di lingkungan TNI, di daerah latihan militer 
dan/atau di kesatuan TNI setingkat batalyon [vide Pasal 64 dan 
Pasal 65 ayat (2) PP 3/2021]. 

Dalam status masa aktif inilah diberlakukan bagi 
Komponen Cadangan hukum militer, yakni semua perundang-
undangan nasional yang subjek hukumnya adalah anggota 
militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Di samping 
itu, segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang 
dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam 
melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai 
hukum militer [vide Penjelasan Pasal 64 UU 34/2004]. Hukum 
militer tersebut dibina dan dikembangkan oleh pemerintah 
untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.  
Hingga saat ini, hukum militer yang masih diberlakukan 
adalah UU 31/1997. Berkenaan dengan UU a quo, menurut 
Mahkamah perlu dilakukan perubahan yang komprehensif 
sehingga dapat mengakomodasi berbagai bentuk perubahan 
dan kebutuhan hukum sesuai dengan semangat reformasi 
nasional dan reformasi TNI, tanpa mengabaikan kepentingan 
penyelenggaraan pertahanan negara. Pentingnya segera 
dilakukan perubahan inipun sejalan dengan amanat Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang 
Peran Tentara Nasional Indonesia dan seterusnya, yang 
menghendaki adanya UU peradilan militer yang sesuai dengan 
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semangat reformasi keamanan. Terlebih lagi, usulan perubahan 
UU 31/1997 pernah dimasukkan dalam Program Legislasi 
Nasional Tahun 2010–2014. Oleh karena itu, Mahkamah 
mengingatkan pembentuk undang-undang untuk segera 
merealisasikan reformasi undang-undang peradilan militer.  

Dengan demikian, sambil menunggu perubahan UU 
31/1997 yang disusun secara komprehensif dan sesuai dengan 
semangat reformasi, menurut Mahkamah pemberlakuan UU 
31/1997 bagi Komponen Cadangan dalam masa aktif baik pada 
saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau mobilisasi, 
masih dapat dibenarkan karena status Komponen Cadangan 
dimaksud adalah subjek yang dipersamakan sebagai militer 
berdasarkan ketentuan UU 23/2019. 

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut 
Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan 
konstitusionalitas norma Pasal 46 UU 23/2019 bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
adalah tidak beralasan menurut hukum. 

[3.20]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan 
dengan pengujian norma Pasal 75 dan Pasal 79 UU 23/2019 
adalah kabur. Sementara itu, berkaitan dengan norma Pasal 4 
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) 
huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat 
(2), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 81, serta Pasal 82 UU 23/2019 
telah ternyata tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian 
hukum, ketidaksamaan kedudukan di muka hukum dan dengan 
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dijamin 
oleh UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon 
adalah tidak beralasan menurut hukum.  

[3.21]  Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak 
dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada 
relevansinya. 

 
7. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; 
[4.4]       Pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan 

norma Pasal 75 dan norma Pasal 79 UU 23/2019 adalah kabur;  



37 

[4.5]      Pokok permohonan para Pemohon selain dan selebihnya  
adalah  tidak beralasan menurut hukum. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya.  

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; 
 

Dalam Pokok Permohonan: 
1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 

75 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) 
tidak dapat diterima; 

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 
 

 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi 
Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 
delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 
untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan 
Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 
11.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang dibantu oleh Saiful 
Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para 
Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan 
Presiden atau yang mewakili. 

Selanjutnya,  
 

  
PUTUSAN 

NOMOR 28/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 

KETUK PALU 1X  
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana terhadap … 

Ya, baik saya ulangi. Mohon maaf, ada kendala teknis.  
Saya ulangi dari awal. 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Umar Husni 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08 dan 
seterusnya memberi kuasa kepada Rusdianto Matulatuwa, 
S.H.,M.H., dan kawan-kawan Selanjutnya disebut sebagai -------
------------------------------------------------- Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan 
Rakyat; 
Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kejaksaan 
Agung; 
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Mahkamah 
Agung; 
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; 
Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon; 
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait 
Kejaksaan Agung; 
Membaca dan mendengar keterangan saksi Pihak Terkait 
Kejaksaan Agung; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Kejaksaan 
Agung. 
 

2. DUDUK PERKARA 
 

Dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 
8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 

Kewenangan Mahkamah 
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[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang untuk 
memeriksa atau mengadili permohonan a quo; 

 
Kedudukan Hukum Para Pihak 

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.  
[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang 

mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan 
permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan. 

 
Pokok Permohonan 
[3.7]  Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 143 ayat (3) 

KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya 
sebagai berikut (pokok permohonan selengkapnya dimuat pada 
bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan. 
8. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, Pemohon 

memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan 
Pemohon dengan menyatakan frasa  “batal demi hukum” 
dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 
1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “harus dikembalikannya berkas perkara 
kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali 
setelah melalui proses penyidikan baru”. 

[3.8]  Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, 
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi 
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 yang telah disahkan 
dalam persidangan, dan mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang 
bernama Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum, Dr. Rocky Marbun, 
S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H, serta 
1 (satu) orang saksi bernama Ali Rofi yang telah didengar 
keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca 
keterangan tertulisnya. Selain itu, Pemohon juga telah 
menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima oleh 
Mahkamah pada 5 September 2022 [selengkapnya dimuat 
dalam bagian Duduk Perkara]. 

[3.9]  Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan 
keterangan tertulis bertanggal 30 Mei 2022 yang diterima oleh 
Mahkamah pada 30 Mei 2022 dan kemudian disampaikan dalam 
persidangan tanggal 30 Mei 2022 [selengkapnya dimuat dalam 
bagian Duduk Perkara]. 
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[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan 
tertulis bertanggal 6 Juni 2022 yang diterima oleh Mahkamah 
pada 7 Juni 2022 dan kemudian disampaikan dalam 
persidangan tanggal 9 Juni 2022 [selengkapnya dimuat dalam 
bagian Duduk Perkara].  

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kejaksaan Agung telah 
menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 14 Juni 2022 yang 
diterima oleh Mahkamah pada 14 Juni 2022 dan kemudian 
disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Juni 2022 serta 
keterangan tertulis tambahan bertanggal 5 Juli 2022 yang 
diterima oleh Mahkamah pada 5 Juli 2022, serta mengajukan 1 
(satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. 
dan 3 (tiga) orang saksi bernama Ade Iva Kurniawan, Endeono 
Wahyudi, S.H., dan Syarifah Nurdjuliana yang telah didengar 
keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca 
keterangan tertulisnya. Selain itu, Pihak Terkait Kejaksaan 
Agung juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang 
diterima oleh Mahkamah pada 6 September 2022 
[selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. 

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung telah 
menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 16 Juni 2022 yang 
diterima oleh Mahkamah pada 1 Juli 2022 dan kemudian 
disampaikan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2022, serta 
keterangan tertulis tambahan bertanggal 20 Juli 2022 yang 
diterima oleh Mahkamah pada 21 Juli 2022 [selengkapnya 
dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. 

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara 
saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang 
diajukan oleh Pemohon, keterangan ahli dan saksi yang 
diajukan oleh Pemohon, serta kesimpulan Pemohon, 
keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak 
Terkait Kejaksaan Agung, keterangan ahli dan saksi yang 
diajukan oleh Pihak Terkait Jaksa Agung, serta kesimpulan 
Pihak Terkait Jaksa Agung dan keterangan Pihak Terkait 
Mahkamah Agung, maka sebelum menjawab isu 
konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon, 
penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
[3.13.1] Bahwa secara doktriner surat dakwaan adalah suatu 

akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang 
berisi susunan/konstruksi yuridis atas fakta-fakta 
perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil 
penyidikan dengan cara merangkai yang menjadi 
perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut 
dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 
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ketentuan pidana dalam undang-undang yang 
bersangkutan. Oleh karena surat dakwaan 
merupakan sebuah akta yang dibuat oleh jaksa 
penuntut umum yang berisikan perumusan atau alur 
kejadian suatu tindak pidana yang didakwakan 
kepada seseorang atau beberapa orang terdakwa 
berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, maka 
surat dakwaan tersebut adalah merupakan instrumen 
yang hanya secara eksklusif memberikan hak dan 
kewenangan kepada jaksa penuntut umum 
berdasarkan atas asas oportunitas, sebagai wakil dari 
negara untuk melakukan suatu penuntutan kepada 
seseorang yang diduga telah melakukan tindak 
pidana. 

Jaksa penuntut umum berwenang melakukan 
suatu penuntutan terhadap siapapun yang didakwa 
melakukan suatu tindak pidana dalam daerah 
hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke 
pengadilan. Sementara itu, dasar hukum pembuatan 
suatu surat dakwaan adalah Pasal 14 huruf d 
KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada jaksa 
penuntut umum untuk membuat surat dakwaan jika 
dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan 
[vide Pasal 140 ayat (1) KUHAP]. Selanjutnya, surat 
dakwaan dimaksud dilimpahkan kepada pengadilan 
negeri pada wilayah hukum yang berwenang untuk 
mengadili atas perkara yang bersangkutan [vide 
Pasal 137 KUHAP]. Lebih lanjut, apabila ditinjau dari 
sudut kepentingan yang berkaitan dengan 
pemeriksaan suatu perkara tindak pidana, maka 
fungsi suatu surat dakwaan dapat di bagi menjadi 3 
(tiga) kategori kepentingan, yakni: 
1) Bagi jaksa penuntut umum: Surat dakwaan 

berfungsi sebagai dasar pembuktian yuridis 
dari suatu tuntutan pidana dan penggunaan 
upaya hukum. 

2) Bagi terdakwa/penasihat hukum:Surat 
dakwaan berfungsi sebagai dasar dalam 
mempersiapkan suatu pembelaan atas suatu 
dakwaan terhadap suatu tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. 

3) Bagi hakim: Surat dakwaan berfungsi sebagai 
dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di 
persidangan, serta sebagai dasar 
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pertimbangan hukum dalam menjatuhkan 
putusan pidana. 

[3.13.2] Bahwa berkaitan dengan syarat-syarat surat 
dakwaan, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP, surat dakwaan harus memenuhi syarat-
syarat dalam pembuatan surat dakwaan, baik secara 
formil maupun materiil. Adapun syarat formil surat 
dakwaan yang dimaksudkan adalah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 143  ayat (2) huruf a KUHAP, 
meliputi:  

1) Surat dakwaan harus diberi tanggal dan tanda 
tangan penuntut umum. 

2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap 
identitas terdakwa yang meliputi nama 
lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 
agama, dan pekerjaan terdakwa. 

Sedangkan syarat materiil surat dakwaan 
adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) 
huruf b KUHAP, meliputi: 

1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan; 

2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. 

Adapun berkenaan dengan surat dakwaan batal 
demi hukum (van rechtswege nietig/null end void) 
yang artinya dakwaan tersebut tidak memenuhi 
syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 
143 ayat (2) huruf b KUHAP. Terhadap surat 
dakwaan batal demi hukum tersebut, bukan berarti 
bahwa perkara tersebut sejak semula dianggap tidak 
pernah ada (never existed) sebagaimana pengertian 
“batal demi hukum” pada umumnya. 

Lebih lanjut, berkenaan dengan jenis-jenis 
surat dakwaan, secara normatif surat dakwaan dapat 
dibagi menjadi: 
1. Dakwaan Tunggal. 

Arti surat dakwaan tunggal adalah surat 
dakwaan yang hanya memuat satu tindak pidana 
saja yang didakwakan. Surat dakwaan tunggal 
diterapkan  karena tidak terdapat kemungkinan 
untuk mengajukan secara alternatif atau 
dakwaan pengganti lainnya. 

2. Dakwaan Alternatif. 
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Arti surat dakwaan alternatif adalah surat 
dakwaan yang memuat satu jenis tindak pidana 
yang didakwakan, namun antara dakwaan yang 
satu dengan yang lainnya tidak terdapat 
kualifikasi tindak pidana yang berbeda. Terhadap 
dakwaan jenis ini meskipun diajukan secara 
berlapis, tetapi hanya satu dakwaan saja yang 
akan dibuktikan. Bahkan, tata cara pembuktian 
dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurutan 
sesuai lapisan dakwaannya, tetapi langsung 
dapat pada dakwaan yang dipandang terbukti. 
Sebab, apabila salah satu dakwaan telah 
terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya 
tidak perlu dibuktikan lagi. 

3. Dakwaan Subsidair/Subsidiaritas 
Arti surat dakwaan subsidair/subsidiaritas adalah 
surat dakwaan yang pembuktiannya dilakukan 
secara berurutan, dimulai dari lapisan dakwaan 
teratas sampai dengan lapisan yang dipandang 
terbukti. Dalam tuntutan pidana jaksa penuntut 
umum, terhadap bagian dakwaan yang tidak 
terbukti harus dinyatakan secara tegas dan 
terdakwa agar dibebaskan dari lapisan dakwaan 
yang bersangkutan, oleh karenanya terhadap 
terdakwa hanya dapat dikenakan dakwaan yang 
terbukti di antara lapisan dakwaan yang 
didakwakan. 

4. Dakwaan Kumulatif  
Arti surat dakwaan kumulatif adalah surat 
dakwaan yang berisi beberapa jenis tindak 
pidana sekaligus, di mana kesemua jenis tindak 
pidana yang didakwakan tersebut harus 
dibuktikan satu per satu. Dalam tuntutan pidana 
jaksa penuntut umum, terhadap bagian dakwaan 
yang tidak terbukti harus dinyatakan secara 
tegas dan terdakwa agar dibebaskan dari lapisan 
dakwaan yang bersangkutan. Dakwaan jenis ini 
diterapkan dalam hal terdakwa melakukan 
beberapa tindak pidana yang masing-masing 
merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri 
dan mempunyai jenis kualifikasi yang berbeda. 

5. Dakwaan Kombinasi  
Arti surat dakwaan kombinasi adalah surat 
dakwaan yang disusun dalam bentuk 
kombinasi/gabungan antara dakwaan alternatif 
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dengan dakwaan kumulatif dan/atau subsidair. 
Terhadap dakwaan jenis ini dibutuhkan seiring 
dengan perkembangan/ kompleksitas varian 
tindak pidana, baik dalam bentuk/jenisnya 
maupun dalam modus operandi yang 
dipergunakan. 

 
9. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO  
 

[3.14]  Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal berkaitan 
dengan surat dakwaan, baik pengertian, jenis, dan syarat 
penyusunan surat dakwaan serta akibat hukum yang 
ditimbulkan terhadap dakwaan yang dapat berakibat batal demi 
hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.13.1] dan 
Sub-paragraf [3.13.2], selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 143 ayat 
(3) KUHAP yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. 

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut apabila dicermati 
secara saksama salah satu syarat utama dalam penyusunan 
surat dakwaan adalah adanya uraian secara cermat yang 
mengandung arti adanya sifat imperatif berupa ketelitian jaksa 
penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang 
akan diterapkan bagi terdakwa. Sebab, surat dakwaan 
merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan bagi seorang 
terdakwa dalam persidangan yang kebenarannya akan 
dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan untuk 
selanjutnya hasil pembuktian dalam persidangan tersebut 
dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan bagi hakim apakah 
akan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Oleh karena 
itu, surat dakwaan menjadi syarat yang fundamental untuk 
dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan karena telah 
melakukan tindak pidana dan selanjutnya dijatuhi pidana yang 
salah satunya berupa perampasan kemerdekaan seseorang. 

Dengan menempatkan kata "cermat" pada awal rumusan 
norma Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, secara filosofis dapat 
dipahami bahwa pembuat undang-undang menghendaki agar 
jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus 
dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Bahkan lebih dari itu, oleh 
karena surat dakwaan merupakan syarat yang fundamental 
yang dapat berakibat hukum atas perampasan kemerdekaan 
seseorang apabila kesalahannya dapat dibuktikan, sedangkan 
kemerdekaan seseorang merupakan salah satu hak 
konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Maka, dalam 
perspektif perlindungan hukum, undang-undang, dalam hal ini 
KUHAP, telah memberikan batasan terhadap surat dakwaan 
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yang tidak memenuhi persyaratan, baik formil maupun materiil, 
berakibat dapat dibatalkan bahkan batal demi hukum [vide 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP].  

Bahwa berkaitan putusan yang menyatakan surat 
dakwaan batal atau batal demi hukum sama sekali belum 
mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga terhadap 
putusan tersebut belum melekat unsur nebis in idem [vide 
Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)]. Oleh 
karena itu, selain jaksa penuntut umum dapat mengajukan 
upaya hukum perlawanan kepada pengadilan tinggi atas 
putusan pengadilan negeri yang menyatakan batal atau batal 
demi hukum surat dakwaan, jaksa penuntut umum masih 
berwenang juga untuk mengajukan lagi atas perkara yang 
bersangkutan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dengan 
jalan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan 
surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan 
sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat surat 
dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. 
Selanjutnya, atas surat dakwaan baru yang diajukan tersebut, 
pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana yang 
didakwakan kepada diri terdakwa. Dengan demikian, 
sesungguhnya putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan 
batal atau batal demi hukum, secara yuridis tidak 
menghilangkan kewenangan jaksa penuntut umum untuk 
mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang 
pengadilan. 

[3.15] Menimbang bahwa KUHAP sebenarnya juga mengatur 
mengenai pengubahan surat dakwaan dan bukan perbaikan 
surat dakwaan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi 
hukum oleh hakim. Pengubahan surat dakwaan dimaksud 
diatur dalam Pasal 144 KUHAP yang berbunyi: (1) Penuntut 
Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan 
menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk 
menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan 
penuntutannya. (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat 
dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
sebelum sidang dimulai. (3) Dalam hal Penuntut Umum 
mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada 
tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.  

Berdasarkan ketentuan di atas dapatlah disimpulkan 
bahwa pengubahan surat dakwaan dilakukan oleh jaksa 
penuntut umum wajib pengubahan tersebut adalah … diulangi, 
waktu pengubahan tersebut adalah 7 (tujuh) hari sebelum 
sidang, pengubahan surat dakwaan hanya satu kali saja, dan 
turunan perubahan surat dakwaan haruslah diberikan kepada 
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tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Atau-nya diganti 
dan untuk penyidik. Ketentuan ini hanya mengatur mengenai 
prosedur perubahan surat dakwaan, sedangkan materi surat 
dakwaan tidak diatur apa yang diperbolehkan atau apa yang 
tidak boleh diubah, sehingga dapat diambil kesimpulan 
pengubahan dan/atau penyempurnaan terhadap surat dakwaan 
boleh dilakukan tanpa suatu pembatasan, bahkan sampai untuk 
tidak melanjutkan penuntutan asalkan tidak melewati tenggang 
waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 144 KUHAP. 
Hal demikian menunjukkan bahwa surat dakwaan adalah hal 
yang sangat mendasar sehingga jaksa penuntut umum diberi 
kesempatan untuk melakukan pengubahan sebelum perkara 
dilakukan pemeriksaan di persidangan dan perbaikan setelah 
dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dalam 
pemeriksaan di persidangan. 

[3.16] Menimbang bahwa persoalan selanjutnya yang harus 
dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah terhadap surat 
dakwaan dinyatakan batal atau batal demi hukum apabila tidak 
memenuhi syarat formil atau materiil dan surat dakwaan kabur 
(obscuur libel) berapa kali dapat diajukan terhadap terdakwa di 
persidangan. Sebab, terhadap surat dakwaan yang dinyatakan 
batal atau batal demi hukum, jaksa penuntut umum jika 
keberatan dapat mengajukan upaya hukum perlawanan kepada 
pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan 
[vide Pasal 156 ayat (3) KUHAP]. 

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, 
terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal atau batal demi 
hukum, di samping jaksa penuntut umum dapat mengajukan 
upaya hukum perlawanan juga berwenang mengajukan kembali 
perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan sidang 
pengadilan jika upaya hukum perlawanan ditolak oleh 
pengadilan tinggi, dengan jalan mengganti surat dakwaan yang 
lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah 
diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-
benar memenuhi syarat surat dakwaan sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Namun, yang menjadi 
persoalan krusial selanjutnya adalah tidak terdapatnya jangka 
waktu kapan surat dakwaan tersebut diperbaiki dan berapa kali 
surat dakwaan tersebut dapat diperbaiki serta berapa kali pula 
hakim dapat menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum 
batal atau batal demi hukum. Dengan demikian, tanpa 
kejelasan  status dan batasan waktu kapan perkaranya akan 
selesai hal tersebut menjadikan terdakwa dan/atau korban 
tindak pidana dapat kehilangan hak konstitusionalnya karena 
dalam ketidakpastian dan ketidakadilan hukum.  
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Bahwa secara normatif permasalahan yang menjadi 
penyebab dari persoalan tersebut di atas, bukan semata-mata 
masalah penerapan atau implementasi norma, sebab praktik 
hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang dapat 
mengajukan surat dakwaan berkali-kali atas suatu perkara yang 
sama dengan surat dakwaan yang sudah diperbaiki, setelah 
sebelumnya pernah dinyatakan batal atau batal demi hukum, 
dapat terjadi akibat KUHAP tidak memberikan kejelasan 
pemaknaan Pasal 143 ayat (3) yang diputus berdasarkan 
putusan sela. Demikian pula untuk hakim atau pengadilan 
negeri, juga dapat disebabkan karena tidak diaturnya atau 
ditegaskannya berapa kali surat dakwaan dapat dinyatakan 
batal/batal demi hukum oleh hakim melalui putusan sela. Selain 
dialami oleh Pemohon telah ternyata terhadap hal serupa juga 
dialami oleh saksi Pemohon dan beberapa terdakwa lainnya 
sebagaimana yang didalilkan dalam pokok permohonan. 
Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang 
dialami Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, menurut 
Mahkamah terdapat celah dalam pengaturan mengenai 
perbaikan surat dakwaan a quo yang berdampak pada 
timbulnya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, baik bagi 
terdakwa dan/atau korban tindak pidana. Terlebih, secara 
universal hal tersebut tidak sejalan dengan asas litis finiri 
oportet yang menegaskan bahwa setiap perkara harus ada 
akhirnya.  

[3.17] Menimbang bahwa ketidakjelasan mengenai berapa kali 
perbaikan surat dakwaan dapat dilakukan untuk mengajukan 
kembali terdakwa di persidangan dan batasan berapa kali 
hakim dapat menjatuhkan putusan sela, menjadikan status 
terdakwa dan perlindungan hak korban tindak pidana menjadi 
persoalan yang harus dijawab dan diantisipasi oleh Mahkamah 
agar diperoleh adanya kepastian dan keadilan hukum bagi 
terdakwa dan korban tindak pidana serta kepentingan umum. 
Dengan demikian, cukup beralasan apabila Mahkamah 
memberikan batasan mengenai berapa kali jaksa penuntut 
umum dapat mengajukan perbaikan surat dakwaan sehingga 
terdakwa dapat diajukan kembali pada sidang pengadilan dan 
berapa kali pula hakim dapat menjatuhkan putusan sela atas 
surat dakwaan yang diajukan keberatan oleh 
terdakwa/penasihat hukum. 

Bahwa sejalan dengan pentingnya pembatasan-
pembatasan dimaksud, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari 
kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 
pidana, di mana sesungguhnya juga melekat kewenangan 
untuk dapat mempertimbangkan keterpenuhan syarat suatu 
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surat dakwaan, baik secara formil maupun materiil serta 
dakwaan yang dinilai kabur secara ex-officio dapat 
dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara. 
Namun demikian hal tersebut dapat dikecualikan apabila 
terhadap perkara pidana yang bersangkutan diajukan 
keberatan (eksepsi) berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) 
KUHAP, baik adanya keberatan dari terdakwa/penasihat hukum 
karena pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang 
bersangkutan, dakwaan tidak dapat diterima atau surat 
dakwaan harus dibatalkan, maka hakim dapat menerima 
ataupun menjatuhkan putusan bersama-sama dengan putusan 
akhir setelah pemeriksaan materi pokok perkara selesai [vide 
Pasal 156 ayat (2) KUHAP]. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 
156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sebagai berikut: 

Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ayat (1) ,”Dalam 
hal terdakwa.” Dan seterusnya dianggap dibacakan. ayat 
(2) “Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima.” 
Dan seterusnya dianggap dibacakan. 
Bahwa berpijak dari ketentuan norma Pasal 156 ayat (1) 

dan ayat (2) KUHAP tersebut di atas, apabila dicermati secara 
saksama, sesungguhnya tidak ada keharusan bagi hakim untuk 
menjatuhkan putusan sela pada setiap adanya keberatan 
(eksepsi) dari terdakwa/penasihat hukum berkaitan dengan 
pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang  
bersangkutan, surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat 
dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana yang ditentukan 
dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, menurut 
Mahkamah, oleh karena ketentuan norma Pasal 156 ayat (1) 
dan ayat (2) KUHAP a quo tidak bersifat imperatif atau 
opsional, maka demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum 
bagi terdakwa dan korban pelaku tindak pidana dan juga 
kepentingan umum, eksistensi Pasal a quo menjadi alasan 
fundamental untuk dilakukannya pembatasan atas surat 
dakwaan yang dapat diperbaiki dan dapat diajukannya kembali 
terdakwa di persidangan secara berulang-ulang. Di samping itu, 
juga bagi hakim di dalam menjatuhkan putusan sela atas 
adanya keberatan dari terdakwa/penasihat hukum berkaitan 
dengan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang 
bersangkutan, dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan 
harus dibatalkan. 

[3.18]  Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum 
sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena 
sesungguhnya kesempatan untuk mengajukan keberatan atas 
surat dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah hak dan bukan 
kewajiban, maka sejatinya adanya pembatasan atas perbaikan 
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surat dakwaan yang disebabkan batal atau batal demi hukum 
dan pembatasan hakim dalam menjatuhkan putusan sela atas 
adanya keberatan dari terdakwa/penasihat hukum, tidak 
mengurangi hak-hak terdakwa maupun penuntut umum, 
bahkan hakim, di dalam keleluasaan memeriksa suatu perkara 
pidana. Sebab, hakim pengadilan pidana yang memeriksa dan 
mengadili perkara yang bersangkutan dapat melakukan 
pemeriksaan atas materi perkara besama-sama dengan syarat 
formil lainnya, yang kemudian atas perkara tersebut dapat 
dijatuhkan putusan pada putusan akhir secara bersamaan. Hal 
demikian sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan 
biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]. 

Lebih lanjut, pembatasan perbaikan surat dakwaan jaksa 
penuntut umum akibat surat dakwaan yang batal atau batal 
demi hukum dan putusan sela yang dapat dijatuhkan oleh 
hakim, di samping memberikan kepastian dan keadilan hukum 
bagi terdakwa dan korban tindak pidana serta kepentingan 
umum, juga untuk menghindari adanya perkara yang 
berpotensi melewati batas daluwarsa penuntutan sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP. Terlebih, 
dalam praktik peradilan, hakim secara ex officio dalam 
memeriksa dan mengadili perkara pidana tanpa ada keberatan 
(eksepsi) dari terdakwa/penasihat hukum berkaitan dengan 
kewenangan mengadili perkara yang bersangkutan, surat 
dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan batal demi 
hukum secara ex officio dapat menjatuhkan putusan sela 
ataupun tetap memeriksa materi pokok perkara dan kemudian 
menjatuhkan putusan akhir secara bersama-sama. Oleh karena, 
meskipun ditemukan adanya kekurangan syarat formil dan 
materiil terhadap surat dakwaan akan menjadi pertimbangan 
hukum tersendiri bagi hakim yang mengadili perkara dimaksud 
dengan mempertimbangkan secara komprehensif. Dalam kaitan 
inilah apakah hakim akan menitikberatkan putusannya pada 
aspek keadilan formil, keadilan materiil, atau memadukan 
antara keduanya di dalam menilai dan memutus perkara yang 
bersangkutan. Dengan demikian, dengan telah diputusnya pada 
putusan akhir yang mencakup juga materi pokok perkara, maka 
upaya hukum yang tersedia atas perkara dimaksud dapat 
ditempuh oleh pihak-pihak yang berkeberatan. Terlebih, 
terhadap perkara yang demikian apabila diajukan kembali 
dengan perbaikan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum 
maka akan terkendala dengan ketentuan tentang ne bis in 
idem, yang artinya perkara dengan terdakwa dan materi 
perbuatan tindak pidana yang sama telah diputus oleh 



50 

pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik yang 
terbukti maupun yang tidak terbukti, maka perkara tersebut 
tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya [vide Pasal 
76 KUHP].  

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum di atas, berkenaan dengan frasa “batal demi hukum” 
sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 
ayat (3) KUHAP, menurut Mahkamah dapat menciptakan 
kepastian dan keadilan hukum, apabila dimaknai pengajuan 
perbaikan surat dakwaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali 
setelah surat dakwaan dinyatakan batal atau batal demi hukum 
oleh hakim. Artinya, pada dakwaan kedua yang diajukan jaksa 
penuntut umum, apabila masih diajukan keberatan mengenai 
keterpenuhan syarat formil dan materiil surat dakwaan, maka 
hakim harus memeriksa surat dakwaan tersebut secara 
bersama-sama dengan materi pokok perkara yang kemudian 
diputus secara bersama-sama dalam putusan akhir. Dengan 
demikian, pemaknaan atas frasa “batal demi hukum” 
sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 
ayat (3) KUHAP dimaknai menjadi sesuai dengan yang 
dinyatakan dalam amar putusan a quo. 

[3.20] Menimbang bahwa dengan telah diberikan pemaknaan baru 
oleh Mahkamah terhadap frasa “batal demi hukum” 
sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 
ayat (3) KUHAP, maka terhadap perkara-perkara yang saat ini 
sudah pernah dinyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum 
batal atau batal demi hukum, baik sekali maupun lebih oleh 
hakim, maka dapat diajukan untuk 1 (satu) kali lagi dan 
kemudian hakim memeriksanya bersama-sama dengan materi 
pokok perkara. Sementara itu, terhadap perkara-perkara yang 
belum pernah sama sekali diajukan surat dakwaan oleh jaksa 
penuntut umum dalam persidangan, berlaku ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo.  

Namun demikian, melalui putusan a quo penting bagi 
Mahkamah untuk menegaskan, bahwa untuk menghindari 
terjadinya kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan agar 
jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan secara saksama 
dan berjenjang terhadap surat dakwaan sebelum diajukan 
dalam persidangan di pengadilan negeri. Sebab, jaksa penuntut 
umum adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas 
kebijakan penuntutan, yang pada satu sisi berhubungan 
dengan perlindungan hak asasi manusia, dan di sisi lain 
dakwaan dapat berakibat perampasan kemerdekaan seseorang. 
Oleh karena itu, dengan adanya kecermatan dalam penyusunan 
surat dakwaan maka dapat dihindari adanya surat dakwaan 
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yang batal atau batal demi hukum. Di samping itu, penting pula 
bagi Mahkamah untuk mengingatkan hakim dalam menangani 
perkara agar selalu menjaga integritas, dengan tetap 
mengedepankan kepastian dan keadilan hukum. Sehingga, 
kemungkinan adanya putusan sela yang menyatakan surat 
dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum 
secara berulang-ulang tidak lagi terjadi. Karena, sebagaimana 
dipertimbangkan di atas, sejatinya hakim dapat memberikan 
penilaian atas suatu perkara dari aspek keadilan formil, materiil 
ataupun memadukan keduanya dengan tetap berorientasi pada 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.  

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 
143 ayat (3) KUHAP menimbulkan ketidakpastian dan 
ketidakadilan hukum. Namun, oleh karena Mahkamah akan 
memberikan pemaknaan bersyarat terhadap norma Pasal a quo 
tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan 
demikian Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon 
beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

[3.22] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya frasa “batal 
demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan 
norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP inkonstitusional secara 
bersyarat maka terhadap pasal-pasal lain yang berkaitan, 
pemberlakuannya menyesuaikan dengan putusan a quo. 

[3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan 
Pemohon          a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut 
karena dipandang tidak ada relevansinya. 

 
10. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, 
Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan seterusnya.  

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
1.   Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
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2.    Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam ketentuan norma 
Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Tahun 1981, Nomor 3209), bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Terhadap surat dakwaan 
jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal 
demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali 
dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih 
diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim 
langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya 
bersama-sama dengan materi  pokok perkara dalam putusan 
akhir”; 

3.    Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan[sic!] Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap 
Anggota, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, 
Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, 
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan 
belas, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 
umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, 
tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.37 WIB, 
oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Anak Agung Dian 
Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau 
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau 
yang mewakili, Pihak Terkait Kejaksaaan Agung, dan Pihak Terkait 
Mahkamah Agung. 

 
PUTUSAN 

NOMOR 32/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 

KETUK PALU 1X 
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PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan 
Karimah Parahyangan (PT. BPRS HIK Parahyangan),  

 Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/ dan seterusnya, 
memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dan kawan-
kawan. 

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ Pemohon; 
 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
Mendengar keterangan Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan 
Rakyat; 
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; 
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Bank Indonesia. 
 

2. Duduk Perkara 
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 

 
11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

3.  PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
Dianggap dibacakan.  
Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo. 
 
Kedudukan Hukum Pemohon 
Dianggap dibacakan. 
 Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan a quo.  
[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang 

mengadili dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya 
mempertimbangkan pokok permohonan. 

 
Pokok Permohonan 
[3.7]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 

1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, serta Pasal 25 huruf b 
dan huruf e UU 21/2008, Pemohon mengemukakan dalil 
permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-
alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam Duduk 
Perkara):  
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  Angka 1 dianggap dibacakan, angka 2, angka 3, angka 4,  
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon 

pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar 
menyatakan: 

2. Kata “tidak” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 21/2008, 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 
“dapat”.  

3. Frasa “melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum 
Konvensional, dan UUS” dalam norma Pasal 21 huruf d 
UU 21/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

4. Frasa “dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran” 
dalam norma Pasal 25 huruf b UU 21/2008 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.  

5. Kata “umum” dalam norma Pasal 13 UU 21/2008 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.  

6. Frasa “lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi 
kesulitan likuiditas” dalam norma Pasal 25 huruf e UU 
21/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 
dimaknai “pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
berdasarkan Prinsip Syariah”.  

[3.8]  Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, 
Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda 
bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, serta 3 (tiga) orang ahli 
dan 1 (satu) orang saksi atas nama Faisal H. Basri, S.E., M.A., 
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Saifudien Hasan, dan Risdan 
Harly, yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam 
persidangan pada 6 Juli 2022 dan 27 Juli 2022 (selengkapnya 
dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu Pemohon juga 
menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 13 
September 2022. 

[3.9]  Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah 
menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam 
persidangan beserta keterangan tertulis yang diterima 
Mahkamah pada 23 Juli 2022 (selengkapnya dimuat dalam 
bagian Duduk Perkara); 

[3.10]  Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan 
tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 22 Juli 2022 dan 
didengar dalam persidangan pada 23 Juli 2022. Selain itu, 
Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr. 
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Zulkarnain Sitompul, S.H. yang didengar keterangannya dalam 
persidangan pada 10 Agustus 2022, yang menyampaikan 
keterangan tertulis dan diterima Mahkamah pada 8 Agustus 
2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 
Sementara itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang 
diterima Mahkamah pada 13 September 2022;   

[3.11]  Menimbang bahwa Bank Indonesia telah menyampaikan 
keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 9 Agustus 
2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 10 
Agustus 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk 
Perkara), serta menyerahkan kesimpulan yang diterima 
Mahkamah pada 13 September 2022;  

[3.12]  Menimbang bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah 
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah 
pada 2 September 2022 dan didengar keterangannya dalam 
persidangan pada 5 September 2022 serta keterangan tertulis 
tambahan yang diterima Mahkamah pada 13 September 2022 
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 

[3.13]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan 
membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan 
DPR, keterangan Presiden keterangan ahli dan saksi Pemohon, 
keterangan ahli Presiden, keterangan Bank Indonesia, 
keterangan Otoritas Jasa Keuangan, bukti-bukti surat/tulisan 
yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon, 
kesimpulan tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis Bank 
Indonesia sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian 
Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan 
dalil permohonan Pemohon. 

[3.14]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh 
dalil-dalil pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah 
untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai 
berikut: 
[3.14.1]  Bahwa perbankan syariah dibentuk dalam rangka 

pemenuhan atas permintaan sebagian warga negara 
akan tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan 
prinsip syariah untuk mewujudkan sistem perbankan 
yang terhindar dari praktik yang tidak sejalan 
dengan prinsip syariah. Prinsip perbankan syariah 
merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan 
dengan ekonomi. Dalam hal ini, prinsip syariah 
berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, 
keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 
‘alamin). Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam 
adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, 
dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi 
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hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat 
menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil 
karena semua pihak dapat saling berbagi baik 
keuntungan maupun risiko yang timbul sehingga 
akan menciptakan posisi yang berimbang antara 
bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal 
ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional 
karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh 
pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal 
[vide Penjelasan Umum UU 21/2008]. 

[3.14.2]  Bahwa dengan berlakunya UU 21/2008 tidak lagi 
menerapkan prinsip bagi hasil sebagaimana diatur 
dalam UU sebelumnya. Dalam hal ini, UU a quo 
mengakui keberadaan bank syariah serta 
membolehkan bank umum konvensional 
memberikan layanan syariah melalui mekanisme 
Islamic window dengan membuka unit usaha 
syariah. Berlakunya undang-undang yang 
mengakomodir kegiatan perbankan syariah tersebut 
maka perbankan Indonesia mulai menganut dual 
system banking di mana bank dapat melakukan dua 
kegiatan sekaligus yaitu kegiatan perbankan 
berbasis bunga dan kegiatan perbankan berbasis 
syariah secara berdampingan di mana 
pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan. Bagi bank yang 
mengkonversi dirinya menjadi perbankan syariah, 
seluruh mekanisme kerja mengikuti prinsip-prinsip 
perbankan syariah, sedangkan bagi yang melakukan 
keduanya, mekanisme kerja diatur sedemikian rupa 
terutama yang menyangkut interaksi kegiatan-
kegiatan berbasis bunga yang merupakan kekhasan 
dari perbankan konvensional dengan kegiatan yang 
bebas bunga yang merupakan kekhasan dari 
perbankan syariah sehingga antar keduanya dapat 
dipisahkan. Oleh karena bank dengan prinsip 
syariah memiliki tujuan, mekanisme serta ruang 
lingkup yang berbeda dengan bank konvensional, 
maka UU 21/2008 memberikan pengaturan secara 
lebih khusus mengenai kegiatan, produk dan jasa 
bank syariah. Selain itu, UU a quo juga memperjelas 
perbedaan antara bank yang menjalankan kegiatan 
usaha secara konvensional dengan bank yang 
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah. Dengan demikian, berlakunya UU 21/2008, 
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maka bank syariah dan bank konvensional yang 
membuka layanan syariah secara khusus tunduk 
pada pengaturan dalam UU 21/2008.  

[3.14.3]  Bahwa struktur perbankan syariah yang diatur 
dalam UU 21/2008 terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu: 
Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS) [vide Pasal 18 UU 21/2008]. 
Struktur tersebut sama dengan model atau struktur 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan (UU 7/1992), yaitu terdiri 
atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat [vide 
Pasal 5 ayat (1) UU 7/1992]. Oleh karena terdapat 
perbedaan prinsip perbankan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan UU 
21/2008, maka nomenklatur dalam UU 21/2008 
disesuaikan dengan prinsip syariah. Salah satu 
nomenklatur yang disesuaikan adalah istilah 
“perkreditan” pada Bank Perkreditan Rakyat menjadi 
istilah “pembiayaan” dalam UU 21/2008. 
Penyesuaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari 
karakteristik transaksi kredit bank dalam perbankan 
konvensional mengenakan bunga atas pinjaman, 
sedangkan dalam prinsip syariah bunga atas 
pinjaman tersebut termasuk dalam kategori riba dan 
merupakan sesuatu yang bertentangan dengan 
prinsip syariah. Oleh karena tidak dimungkinkannya 
penggunaan nomenklatur/istilah “perkreditan” 
tersebut, UU 21/2008 menggunakan 2 (dua) 
nomenklatur berbeda, yaitu: bank rakyat yang 
menjalankan kegiatan usaha secara konvensional 
disebut dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
sedangkan bank rakyat yang menjalankan kegiatan 
atau usaha berdasarkan prinsip syariah disebut 
dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 
Perihal nomenklatur BPR dan BPRS tidak hanya 
diatur dalam UU Perbankan tetapi juga diatur dalam 
UU 21/2008 sebagai berikut: 
Pasal 1 angka 4 UU 10/1998 

Bank Perkreditan Rakyat dan seterusnya 
dianggap dibacakan. 
Pasal 1 angka 6 UU 21/2008 
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Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank 
Konvensional dan seterusnya dianggap dibacakan.  
Pasal 1 angka 9 UU 21/2008 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan 
seterusnya juga dianggap dibacakan.  

Oleh karena ketiga norma tersebut mengatur 
perihal BPR maupun BPRS memiliki karakteristik 
yang sama, yaitu keduanya tidak dapat memberikan 
jasa dalam lalu lintas sistem pembayaran 
sebagaimana Bank Umum/Bank Umum Syariah. 
Berdasarkan karakteristik tersebut, UU Perbankan 
maupun UU 21/2008 mengatur mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan BPR dan BPRS yang meliputi 
kegiatan usaha maupun hal-hal yang dilarang bagi 
BPR dan BPRS sesuai dengan karakteristik dasarnya, 
yaitu merupakan bank yang tidak memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran. 

[3.15]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 
tersebut, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas 
kata “tidak” dalam norma Pasal 1 angka 9, frasa “Melalui 
Rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank 
Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS” dalam 
norma Pasal 21 huruf d, dan frasa “dan ikut serta dalam lalu 
lintas pembayaran” dalam norma Pasal 25 huruf b UU 21/2008 
yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat 
(2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat 
(4) UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan norma a 
quo tidak relevan lagi karena membatasi BPRS dalam 
memberikan pelayanan kepada nasabah, menimbulkan 
perlakuan berbeda terhadap BPRS yang berbentuk perseroan 
terbatas, dan menghambat BPRS untuk berkembang. Terhadap 
dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.15.1]  Bahwa  Perbankan Indonesia menjalankan fungsi 

utama dalam kegiatan intermediasi dengan 
mengutamakan prinsip kehati-hatian. Sebagai 
penghimpun dan penyalur dana masyarakat, secara 
umum eksistensi perbankan bertujuan untuk 
menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 
nasional dalam rangka peningkatan taraf hidup 
rakyat. Dalam fungsi demikian, perbankan memiliki 
peran strategis tidak hanya terkait dengan kegiatan 
intermediasi, tetapi sekaligus mendukung berbagai 
program Pemerintah dalam rangka mendukung 
ekonomi nasional, seperti skema kredit bagi usaha 
mikro, kecil dan menengah (UMKM), penyaluran 
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dana/bantuan Pemerintah kepada masyarakat, dan 
sebagainya. Karena itu, UU 7/1992 mengatur dan 
sekaligus menentukan struktur perbankan 
berdasarkan pada jenis dan kegiatan usahanya, yaitu 
meliputi Bank Umum dan BPR. 

Sebelum berlaku UU 7/1992 tidak dikenal 
istilah BPR. Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis 
kegiatan usaha bank, yaitu: bank desa, bank pasar, 
bank pegawai, badan kredit desa, dan sebagainya. 
Keberadaan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk 
melayani kebutuhan transaksi keuangan mendasar 
masyarakat di pelosok Indonesia, yaitu menghimpun 
dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat 
tersebut. Dengan diberlakukannya UU 7/1992, 
seluruh jenis lembaga keuangan yang diatur 
sebelumnya disatukan penamaannya menjadi BPR 
dengan tetap mempertahankan karakteristik, yaitu 
melayani kebutuhan transaksi keuangan mendasar 
masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan 
terkait kekhasan permodalan, jenis usaha, dan 
cakupan wilayah usaha. Oleh karena hal tersebut 
menjadi sesuatu yang tumbuh dan bertahan di 
tengah masyarakat, karakteristik tersebut kemudian 
diatur dalam UU 21/2008 dengan menyesuaikan 
pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah yang 
tidak hanya mengubah kegiatan tetapi juga 
penamaan atau nomenklaturnya menjadi BPRS. 

 
12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
Berdasarkan uraian tersebut, UU 21/2008 

menentukan bank berdasarkan jenis dan kegiatan 
usaha menjadi 2 (dua), yaitu BUS dan BPRS. Dalam hal 
ini, BUS sebagai bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran [vide Pasal 1 angka 3 UU Perbankan], 
sedangkan BPRS adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran [vide Pasal 1 angka 4 UU Perbankan]. 
Pembedaan pengertian dan kegiatan usaha antara BUS 
dan BPRS tersebut dilakukan sesuai dengan filosofi 
pembentukannya. Dalam hal ini, meskipun kedua jenis 
bank dimaksud memiliki fungsi intermediasi dengan 
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melakukan penghimpunan dana untuk kemudian 
menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit yang 
bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Namun 
demikian, pembentukan BPRS lebih ditujukan sebagai 
“community (rural) bank” yang memiliki segmentasi 
pasar, yaitu masyarakat di sekitar BPR/BPRS dan 
UMKM termasuk di daerah yang belum terjangkau oleh 
layanan bank umum. Pembedaan tersebut memiliki 
tujuan agar BPR dan BPRS fokus pada kegiatan 
sebagai community bank yang melayani pembiayaan 
bagi masyarakat hingga berbagai pelosok. Dengan 
perbedaan desain antara Bank Umum dengan BPR, hal 
tersebut tercermin dalam perbedaan cakupan kegiatan 
usaha termasuk jenis produk yang berbeda.  

Berkenaan dengan perbedaan tersebut, lebih 
lanjut, Penjelasan Pasal 14 UU Perbankan menyatakan 
larangan kegiatan usaha tertentu bagi BPR yang antara 
lain larangan untuk menerima simpanan berupa giro 
dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran yang 
dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan 
usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-
usaha kecil dan masyarakat di pedesaan. Karena 
filosofi pembentukannya ditujukan untuk kegiatan yang 
berbeda, pengaturan bagi BPR/BPRS dengan Bank 
Umum/Bank Umum Syariah tidak dapat disamakan. 
Dalam hal ini, pengaturan BPR/BPRS yang demikian 
tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi atau 
menghambat pengembangan BPR/BPRS. Dalam batas 
penalaran yang wajar, pembedaan pengaturan 
tersebut selain lebih dikarenakan proporsionalitas 
tujuan pembentukannya juga disesuaikan dengan 
desain, sifat, serta fungsi BPR/BPRS sebagai 
community bank.  

[3.15.2]  Bahwa larangan bagi BPR/BPRS untuk memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran tidak dapat 
dipisahkan dengan larangan bagi BPR/BPRS untuk 
menerima simpanan berupa giro sebagaimana diatur 
dalam Pasal 25 huruf b UU 21/2008 dan Pasal 14 huruf 
a UU Perbankan. Larangan tersebut berkenaan dengan 
karakteristik lain dari BPR/BPRS yang bukan 
merupakan Bank Pencipta Uang Giral (BPUG). Dengan 
penetapan BPR/BPRS bukan termasuk sebagai BPUG 
maka BPR/BPRS tidak dikenakan kewajiban 
pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dan tidak 
memiliki rekening giro pada bank sentral, in casu Bank 
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Indonesia (BI). Dalam hal ini, GWM merupakan 
instrumen kebijakan moneter tidak langsung karena 
sasaran kebijakannya adalah mempengaruhi kondisi 
pasar uang. Selain itu, GWM merupakan dana atau 
simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank 
dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di 
BI, dengan besarannya ditetapkan BI berdasarkan 
persentase dana dari pihak ketiga yang dihimpun 
perbankan. Pemenuhan GWM tersebut dilakukan agar 
likuiditas keuangan perbankan menjadi lebih terjaga 
terutama untuk terhindar dari krisis. Tanpa kepemilikan 
rekening giro di BI, BPR/BPRS sebagai non-BPUG, tidak 
dapat melakukan lalu lintas pembayaran secara 
langsung pada infrastruktur Sistem Pembayaran BI 
karena rekening giro di BI tersebut juga digunakan 
untuk aktivitas kliring dan settlement, sebagaimana 
yang dapat dilakukan oleh Bank Umum. Konsekuensi 
lanjutannya adalah BPR/BPRS tidak dapat menjadi 
peserta Operasi Moneter (OM) yaitu pelaksanaan 
kebijakan moneter oleh BI dalam rangka pengendalian 
moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Standing 
Facilities, termasuk tidak bisa melakukan aktivitas di 
pasar uang antarbank dan tidak berhak atas fasilitas 
OM, serta tidak dapat menjadi peserta Sistem Bank 
Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-
RTGS). Oleh karena itu, apabila BPR yang statusnya 
bukan sebagai BPUG diperbolehkan memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran hal tersebut potensial 
meningkatkan risiko liquidity mismatch dalam hal 
terdapat perbedaan perhitungan dalam proses 
penyelesaian transaksi (settlement process) 
sehubungan dengan dilakukannya transaksi nasabah 
yang dapat mengganggu stabilitas moneter dan sistem 
keuangan.   

[3.15.4]  Bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi 
(TI) menuntut BPR dan BPRS dapat mengikuti 
perubahan ekosistem perekonomian. Namun, menurut 
Pemohon, BPRS tidak dapat menggunakan TI 
sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Umum dan 
BUS. Keberlakuan Pasal 21 huruf d UU 21/2008, 
sebagaimana didalilkan Pemohon, membatasi BPRS 
untuk ikut serta dalam kegiatan transaksi keuangan.  

Berkenaan dengan hal tersebut, pembatasan 
dalam layanan lalu lintas pembayaran sebagaimana 
yang diatur dalam UU Perbankan dan UU 21/2008, 
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yang merupakan larangan bagi BPR/BPRS yang bukan 
merupakan BPUG untuk terlibat dalam proses giralisasi 
tidak dapat dilepaskan dari lalu lintas giral yang hanya 
dilakukan melalui kliring di BI untuk Cek dan Bilyet Giro 
sebagai instrumen pembayaran yang dapat melakukan 
overdraft di bank. Dalam perjalanannya, produk 
tabungan perbankan berkembang dan dapat dilakukan 
transfer dana antar-rekening tabungan tanpa melalui 
kliring BI, melainkan dengan cara switching. Dalam hal 
ini, BPR/BPRS diperkenankan untuk memindahkan 
dana antar bank melalui rekening BPRS di Bank Umum 
Konvensional, BUS dan UUS (indirect participant) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf d UU 
21/2008. Dengan demikian, sesungguhnya BPR dan 
BPRS dapat mengoptimalkan pelaksanaan transfer 
dana dengan memanfaatkan infrastruktur dan 
kerjasama dengan lembaga lain, seperti Bank 
Umum/BUS dan UUS. Bahkan, berdasarkan Peraturan 
Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia 
Jasa Pembayaran (PBI PJP), layanan jasa pembayaran 
yang dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Pembayaran 
lain selain bank juga dilakukan melalui Bank Umum 
(indirect) dengan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan termasuk manajemen risiko dan performa 
dalam penyelenggaraan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan [vide Keterangan BI, hlm 10]. 
Sehingga, dengan demikian BPR/BPRS juga dapat 
memberikan layanan dalam sistem pembayaran melalui 
kolaborasi dengan Bank Umum/BUS. Saat ini, 
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk 
Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (POJK Produk BPR-BPRS), yang memenuhi 
persyaratan diperkenankan untuk memiliki layanan 
perbankan elektronik, seperti mobile banking dan 
internet banking, maupun penyelenggaraan akses ke 
sumber dana untuk pembayaran berupa penerbitan 
instrumen pembayaran seperti penerbitan kartu 
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan kartu debit.  

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar 
Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan 
BPRS (POJK 75/2016) memungkinkan BPR dan BPRS 
dapat bekerja sama dengan lembaga penyelenggara TI 
untuk mendukung pelaksanaan transfer dana seperti 
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penyelenggara payment gateway, penyelenggara 
transfer dana, penerbit uang dan/atau dompet 
elektronik, atau Penyedia Jasa Teknologi Informasi 
(PJTI). Namun, dalam mengoptimalkan kegiatan 
transfer dana, BPRS perlu memerhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan serta tetap 
memastikan adanya langkah mitigasi risiko yang 
mungkin timbul terkait pelaksanaan kerja sama 
maupun risiko terkait sistem TI yang digunakan. 
Merujuk pada Roadmap Pengembangan Industri BPR 
dan BPRS 2021-2025, optimalisasi pemanfaatan TI 
oleh BPR dan BPRS dapat dilakukan melalui kolaborasi 
dengan lembaga atau institusi lain. Salah satu bentuk 
optimalisasi dimaksud, BPR/BPRS dalam kegiatan 
penyaluran dana dapat berkolaborasi dengan platform 
fintech lending atau penyelenggara layanan pinjam-
meminjam uang secara langsung antara pemberi 
pinjaman dan penerima pinjaman berbasis TI, seperti 
yang dilakukan PT BPR Lestari Bali dengan platform 
fintech lending Investree. Selain itu, pemanfaatan TI 
untuk optimalisasi layanan transaksi keuangan oleh 
BPR/BPRS dalam menghimpun dana pihak ketiga dapat 
dilakukan melalui aplikasi marketplace, seperti aplikasi 
DepositoBPR by Komunal. [vide Roadmap 
Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021-2025, 
hlm. 61 sampai dengan hlm. 69]  

[3.15.6]  Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas, 
khusus berkaitan dengan norma Pasal 1 angka 9 UU 
21/2008, karena berkaitan dengan ketentuan umum 
sebuah undang-undang, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

Secara normatif, Lampiran II, huruf C.1 angka 98 
dan 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(UU 12/2011), menjelaskan bahwa ketentuan umum 
berisi: (a) batasan pengertian atau definisi; (b) 
singkatan atau akronim yang dituangkan dalam 
batasan pengertian atau definisi; dan/atau (c) hal-hal 
lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau 
beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa 
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dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Dengan 
demikian, ketentuan tersebut merupakan landasan 
bagi pasal-pasal berikutnya dalam suatu undang-
undang, sehingga jika ketentuan umum diubah, baik 
langsung maupun tidak langsung, akan berakibat 
mengubah materi pasal-pasal yang diwadahi dengan 
ketentuan umum dimaksud. Apabila diikuti jalan 
pemikiran Pemohon untuk menghilangkan kata “tidak” 
dalam Pasal 1 angka 9 UU 21/2008, secara filosofi 
mengubah sifat karakteristik BPRS, sehingga dapat 
mengaburkan perbedaan antara BUS dan BPRS.  

[3.15.7]  Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, telah ternyata BPR/BPRS dapat ikut 
serta dalam lalu lintas pembayaran melalui kerjasama 
dengan bank umum. Tidak hanya itu, BPR/BPRS juga 
dapat melakukan optimalisasi tranksaksi lalu lintas 
pembayaran melalui lembaga jasa keuangan lain dan 
penyelenggara layanan keuangan lain yang berbasis TI 
dengan memperhatikan karakteristik BPR/BPRS. Dalam 
hal ini, apabila Pemohon ingin menyelenggarakan 
kegiatan usaha lalu lintas pembayaran secara 
langsung, BPRS dapat meningkatkan kelembagaannya 
menjadi BUS sehingga tingkat kesehatan bank tetap 
terjaga, risiko liquidity mismatch dan risiko lain dapat 
dimitigasi, serta memiliki teknologi informasi yang 
handal yang jika digunakan tetap dapat menjaga 
kepercayaan masyarakat. Artinya, norma dalam pasal-
pasal a quo tidak dimaksudkan untuk memperlakukan 
berbeda antara Bank Umum/BUS dengan BPR/BPRS 
tetapi lebih dimaksudkan sebagai pelaksanaan prinsip 
kehati-hatian dalam pengelolaan dana masyarakat. 
Dengan demikian, dalil yang menyatakan norma Pasal 
1 angka 9, Pasal 21 huruf d dan Pasal 25 huruf b UU 
21/2008 membatasi hak konstitusional Pemohon dalam 
memberikan pelayanan kepada nasabah, menimbulkan 
perlakuan berbeda terhadap BPRS yang berbentuk 
perseroan terbatas, dan menghambat BPRS untuk 
berkembang adalah tidak beralasan menurut hukum. 

 
13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
[3.16]  Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan 

konstitusionalitas kata “umum“ dalam norma Pasal 13 UU 
21/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H 
ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat 
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(4) UUD 1945. Pemohon mendalilkan norma Pasal 13 UU 
21/2008 a quo merupakan norma yang memberikan batasan 
bagi BPRS untuk melakukan penawaran umum efek dan oleh 
karenanya merugikan Pemohon karena sumber permodalan 
atau keuangan BPRS menjadi terbatas yang mengakibatkan 
BPRS kesulitan menjaga kesehatan keuangannya. Terhadap 
dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

Secara normatif, berdasarkan Pasal 13 UU 21/2008 
membolehkan BUS melakukan penawaran umum efek melalui 
pasar modal sepanjang memenuhi syarat tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, ketika akan melakukan penawaran umum, BUS 
terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat menjadi emiten 
atau perusahaan publik yang telah diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan, salah satunya memenuhi 
prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
Modal. Namun berbeda dengan BUS, UU 21/2008 melarang 
BPRS melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal. 
Oleh karena itu, menghapus kata “umum“ dalam Pasal 13 UU 
21/2008 sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak serta 
merta menjadikan BPRS sebagai perusahaan emiten yang dapat 
melepas saham di pasar modal. Hal demikian terjadi karena 
ketentuan norma Pasal 9 ayat (2) UU 21/2008 menentukan 
BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: (a) warga 
negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang 
seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; (b) pemerintah 
daerah; atau (c) dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b. Dengan demikian, ketentuan Pasal 
9 ayat (2) UU 21/2008 telah mengatur secara tegas bahwa 
BPRS hanya boleh dimiliki Warga Negara Indonesia. Sehingga, 
ketika BPRS menjadi emiten dan saham BPRS dilepas di pasar 
modal, maka terbuka kemungkinan untuk dimiliki pihak asing, 
baik oleh warga negara asing maupun badan hukum asing 
karena kegiatan jual beli saham di pasar modal tidak hanya 
melibatkan warga negara Indonesia dan badan hukum 
Indonesia melainkan juga melibatkan warga negara asing dan 
badan hukum asing. Apabila kata “umum“ dihapus 
sebagaimana didalilkan Pemohon, larangan kepemilikan oleh 
warga negara asing dan badan hukum asing sebagaimana 
ditentukan Pasal 9 ayat (2) UU 21/2008 tidak dapat dipenuhi. 
Padahal kehadiran dan tujuan pembentukan BPRS dalam 
melayani transaksi keuangan masyarakat dan UMKM serta 
ketentuan mengenai kepemilikan BPRS oleh WNI dan badan 
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hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh WNI. Karena 
itu, sumber permodalan BPRS sengaja dirancang berasal dari 
pemegang saham pendiri, investor lokal lain di luar pasar 
modal, dan penguatan konsolidasi melalui proses 
penggabungan dan peleburan. Jika dana hasil penawaran 
umum efek di pasar modal digunakan untuk memperkuat 
modal BPRS sebagaimana keinginan Pemohon, maka 
penerbitan efek yang bersifat utang dan/atau sukuk tersebut 
justru tidak diperbolehkan sebagaimana telah diatur dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 66/ dan seterusnya, 2016 tentang Kewajiban 
Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti 
Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  

Berkenaan dengan keterbatasan penyediaan modal BPRS 
tidaklah serta merta menyebabkan usaha BPRS perlahan 
menjadi hilang. Merujuk fakta empiris sebagaimana dijelaskan 
OJK, sampai dengan Mei 2022, aset industri BPR dan BPRS 
tumbuh sebesar 9.5% (sembilan koma lima persen) dengan 
rasio kecukupan modal (Capital Adequaty Ratio, CAR) BPR 
sebesar 32.47% (tiga puluh dua koma empat puluh tujuh 
persen) dan CAR BPRS sebesar 23.35% (dua puluh tiga koma 
tiga puluh lima persen). Selain itu, secara year-on-year, 
terdapat peningkatan jumlah dana pihak ketiga BPR dan BPRS 
sebesar 10.7% (sepuluh koma tujuh persen) dan penyaluran 
kredit/pembiayaan sebesar 8.6% (delapan koma enam persen).  
Begitu pula, sebagai community bank, penyaluran kredit dan 
pembiayaan oleh BPR dan BPRS kepada sektor UMKM mencapai 
50.6% (lima puluh koma enam persen) [vide Keterangan OJK, 
hlm. 14 sampai dengan hlm. 15]. Dari fakta tersebut, rasio 
permodalan BPR dan BPRS menunjukkan ketahanan yang 
cukup baik dan mampu menopang risiko kredit dan pembiayaan 
yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Sejalan dengan 
hal tersebut, rasio likuiditas dan profitabilitas BPR dan BPRS 
juga mencatatkan kinerja yang masih relatif terjaga. Lebih 
lanjut, sebagaimana keterangan OJK dalam persidangan, 
selama periode tahun 2016 hingga 2022, justru semakin 
banyak BPR/BPRS dengan modal yang lebih besar yang 
menunjukkan semakin kuatnya BPR/BPRS dalam 
mengembangkan bisnis dan memitigasi risiko kegiatan 
usahanya. Jikalaupun terdapat  BPR/BPRS yang dicabut izin 
usahanya, tidak satupun disebabkan oleh ketidakcukupan 
modal namun dikarenakan adanya permasalahan tata kelola 
internal (mismanagement) BPR/BPRS yang tidak dilakukan 
berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang 
sehat serta adanya fraud yang dilakukan oleh pejabat atau 



67 

pegawai BPR/BPRS [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 
32/PUU-XX/2022, tanggal 5 September 2022 dan Keterangan 
OJK hlm. 29]. 

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut 
Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan kata “umum” 
dalam norma Pasal 13 UU 21/2008 menyebabkan sumber 
permodalan atau keuangan BPRS menjadi terbatas yang 
mengakibatkan BPRS kesulitan menjaga kesehatan 
keuangannya adalah tidak beralasan menurut hukum.   

[3.17]  Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon ihwal frasa “pada 
lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan 
likuiditas” dalam norma Pasal 25 huruf e UU 21/2008 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), 
Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 
1945. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan frasa dalam norma a 
quo menyebabkan BPRS kesulitan memenuhi persyaratan 
permodalan dan hal tersebut memperlakukan secara berbeda 
antara BUS dengan BPRS yang berbentuk perseroan terbatas.  
Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.17.1] Bahwa berkenaan dengan kegiatan penyertaan 

modal, Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip 
Kehatian-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, 
menyatakan penyertaan modal adalah penanaman 
dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan 
yang bergerak di bidang keuangan, termasuk 
penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib 
(mandatory convertible bonds) atau surat investasi 
konversi wajib (mandatory convertible sukuk) atau 
jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki 
atau akan memiliki saham pada perusahaan yang 
bergerak di bidang keuangan. Berdasarkan 
pengertian tersebut, oleh karena itu, Pasal 25 huruf 
e UU 21/2008 melarang BPRS melakukan penyertaan 
modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk 
menanggulangi kesulitan likuiditas. Menurut 
Mahkamah, norma yang berisi larangan tersebut 
bukan dimaksudkan untuk membatasi BPRS 
sebagaimana didalikan Pemohon, melainkan suatu 
bentuk perlindungan agar BPRS terhindar dari 
berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap 
kelangsungan usaha sebagai akibat dari alokasi 
permodalan BPRS yang tidak sesuai dengan arah 
pengembangannya. Penyertaan Modal BPRS tersebut 



68 

merupakan upaya negara membentuk jaring 
pengaman bagi bank pada saat mengalami kesulitan 
likuiditas. Apabila dibuka larangan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 25 huruf e UU 21/2008, hal ini 
juga perlu diikuti penyesuaian atas beberapa 
peraturan perundang-undangan terkait dengan 
permodalan BPRS. 

Tidak hanya itu, norma Pasal 25 huruf e UU 
21/2008 adalah upaya untuk melindungi 
keberlanjutan BPRS serta perlindungan nasabah 
serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan 
hukum dengan BPRS. Dengan demikian, Pemohon 
telah salah dalam menyikapi maksud dari norma 
Pasal 25 huruf e UU 21/2008. Dalam batas penalaran 
yang wajar, terutama dalam posisi sebagai 
community bank, larangan dimaksud bukanlah usaha 
negara untuk menghalangi BPRS mendapatkan 
sumber modal dari BPRS lainnya, melainkan upaya 
antisipasi negara dalam melindungi BPRS dan 
masyarakat yang menjadi nasabah BPRS. Terlebih 
lagi, norma Pasal 25 huruf e UU 21/2008 tidaklah 
menutup kemungkinan bagi BPRS untuk 
mendapatkan modal dari pihak lain, termasuk dari 
BUS selama memenuhi persyaratan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut 
Mahkamah dalil Pemohon ihwal frasa “pada lembaga 
yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan 
likuiditas” dalam Pasal 25 huruf e UU 21/2008 
menyebabkan BPRS kesulitan memenuhi persyaratan 
permodalan dan diperlakukan secara berbeda BPRS 
yang berbentuk perseroan terbatas dengan BUS 
adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan. Sebab, 
norma a quo merupakan norma yang diatur dengan 
mengikuti sifat kekhasan BPRS yang justru bertujuan 
memberikan perlindungan kepada BPRS serta 
nasabahnya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo 
adalah tidak beralasan menurut hukum.  

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai 
konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 
huruf d, serta Pasal 25 huruf b dan huruf e UU 21/2008 telah 
ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak 
menghambat pengembangan diri, dan tidak membatasi untuk 
mendapatkan kesempatan yang sama sehingga tidak 
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menghalangi BPRS untuk mencapai tujuan perekonomian 
nasional. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan 
menurut hukum untuk seluruhnya. 

[3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain tidak 
dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat 
relevansinya. 

 
14. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo;                  
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk 

seluruhnya. 
 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya; 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap 
Anggota, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny 
Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, 
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, 
bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam 
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua 
puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.22 WIB, oleh sembilan Hakim 
Konstitusi, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera 
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, 
Bank Indonesia atau yang mewakili, dan Otoritas Jasa Keuangan atau 
yang mewakili. 

Berikut. 
 
 
 
 

KETUK PALU 1X 
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PUTUSAN 
NOMOR 51/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang diajukan oleh: Muhammad Hasan Basri. 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005 dan 
seterusnya, memberi kuasa kepada Ahmad Irawan, S.H., dan 
kawan-kawan; 
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- 
Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
 Mendengar keterangan Pemohon; 
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan 

Rakyat; 
 Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon;  
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; 

Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
Membaca kesimpulan Presiden. 

 
2. DUDUK PERKARA 

 
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 

 
15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 
Kewenangan Mahkamah 
Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo; 
Kedudukan Hukum Pemohon 
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a 
quo; 
[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang 

mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, 
selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok 
permohonan. 
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Pokok Permohonan 
[3.7]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 

norma Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014, Pemohon mengemukakan 
dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 
1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. 
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon 

memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai 
berikut: 
a. Menyatakan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” 

dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat; 

b. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pelaku usaha 
dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau 
barang penting pada saat terjadi kelangkaan barang, 
gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas 
perdagangan barang”; 

[3.8]  Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan 
dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan 
yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6. Selain itu, 
Pemohon juga mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Zainal 
Arifin Mochtar yang telah didengar keterangannya dalam 
persidangan pada 1 Agustus 2022 [selengkapnya telah dimuat 
dalam bagian Duduk Perkara];  

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan 
keterangan dalam persidangan pada 1 Agustus 2022 beserta 
keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 15 Agustus 
2022 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk 
Perkara]; 

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan 
dalam persidangan pada 28 Juni 2022 dan menyerahkan 
keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 28 Juni 
2022. Selain itu, Presiden juga mengajukan satu orang Ahli 
bernama Ditha Wiradiputra yang telah didengar keterangannya 
dalam persidangan pada 22 Agustus 2022 [selengkapnya telah 
dimuat dalam bagian Duduk Perkara] serta menyerahkan 
kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 29 Agustus 2022;  

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan 
Presiden, Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Presiden, bukti-
bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana 
dimuat dalam bagian Duduk Perkara, serta kesimpulan 
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Presiden, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil 
permohonan Pemohon; 

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan 
oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, 
maka permasalahan konstitusionalitas yang harus 
dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah frasa “dalam 
jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 
bertentangan dengan UUD 1945. Namun, sebelum 
mempertimbangkan permasalahan tersebut, Mahkamah perlu 
terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 
[3.12.1] Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan 

tujuan dan cita-cita pembentukan negara Indonesia 
yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. 
Cita-cita bangsa Indonesia ini, misalnya, dijabarkan 
ke dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur terkait 
penguasaan negara terhadap cabang-cabang 
produksi yang penting dan menguasai hajat hidup 
orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Selanjutnya, upaya mewujudkan cita-cita bangsa 
juga mendasarkan pada falsafah Pancasila yang 
dilakukan melalui sistem demokrasi, termasuk dalam 
hal perekonomian, yaitu melalui sistem demokrasi 
ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi Pancasila 
berdasarkan kekeluargaan dan dijiwai oleh semangat 
gotong royong yang dibangun dalam pilar 
pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan, 
pemenuhan hak sosial rakyat, kesempatan yang 
sama bagi seluruh masyarakat, pemerataan 
pembangunan, dan menciptakan persatuan bangsa; 
Sistem ekonomi Pancasila tidak bersifat mengejar 
keberhasilan material dan kesejahteraan individu 
semata, melainkan kemajuan dan kesejahteraan 
bersama. Basis material yang dimiliki dimanfaatkan 
untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan 
seluruh rakyat Indonesia melalui pengembangan 
kualitas hidup manusia serta memberikan akses yang 
adil terhadap upaya pencapaiannya. Oleh karena itu, 
mekanisme kerja demokrasi ekonomi Pancasila harus 
mendahulukan kepentingan rakyat di atas 
kepentingan individu/golongan atau pemilik modal 
demi terciptanya kondisi kehidupan yang layak bagi 
seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan 
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pemerataan pembangunan dengan tetap menjaga 
persatuan bangsa; 

[3.12.2] Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi dilakukan 
melalui kegiatan perdagangan yang merupakan 
penggerak utama dalam pembangunan 
perekonomian nasional serta dapat memberikan 
daya dukung dalam meningkatkan produksi dan 
memeratakan pendapatan serta memperkuat daya 
saing produk dalam negeri [vide Konsiderans 
Menimbang huruf b UU 7/2014]. Secara historis, 
perdagangan diatur dalam produk hukum masa 
kolonial Belanda yang selanjutnya dibentuk berbagai 
peraturan perundang-undangan di bidang 
perekonomian yang bersifat parsial. Oleh karena itu, 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
perdagangan memerlukan adanya harmonisasi dan 
sinkronisasi dalam kerangka kesatuan ekonomi 
nasional guna menyikapi perkembangan situasi 
perdagangan era globalisasi saat ini dan masa yang 
akan datang. Alasan-alasan tersebutlah yang 
menjadi … yang melandasi pembentukan UU 7/2014 
yang berdasarkan asas kepentingan nasional, 
kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan 
berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, 
kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, 
kebersamaan, dan berwawasan lingkungan [vide 
Penjelasan Umum UU 7/2014];  
Salah satu fokus dalam mewujudkan tujuan 
dibentuknya UU 7/2014 adalah pengendalian 
terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok 
dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang 
memadai, mutu yang baik, dan harga yang 
terjangkau oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
bahkan dalam kondisi tertentu Pemerintah 
menetapkan langkah pemenuhan ketersediaan, 
stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan 
pokok dan/atau barang penting [vide Pasal 25 dan 
Pasal 26 UU 7/2014]. Hal ini terkait erat dengan 
hakikat perlindungan konsumen bagi seluruh 
masyarakat Indonesia. Upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat memiliki posisi sejajar 
dengan upaya melindungi konsumen dari hal-hal 
yang menurunkan tingkat kesejahteraan konsumen 
itu sendiri;  
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16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 

[3.13] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut, 
selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah 
konstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 
sepanjang frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” yang 
menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum 
karena pada waktu dan situasi terjadi kelangkaan barang, 
gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan 
barang, frasa tersebut mengandung larangan untuk melakukan 
penyimpanan. Namun, di sisi lain Pasal a quo juga mengandung 
unsur kebolehan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok 
dan/atau barang penting. Terhadap permasalahan 
konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon 
tersebut, menurut Mahkamah dalam mempertimbangkan 
rumusan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 
29 ayat (1) UU 7/2014 maka ketentuan norma a quo harusnya 
dibaca secara menyeluruh dalam satu kesatuan meliputi Pasal 
29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2014 termasuk juga 
Penjelasan serta ketentuan pidana yang mengaturnya. 
Dibentuknya norma Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 ini telah 
ternyata dimaksudkan untuk menghindari adanya praktik 
penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok dan/atau 
barang penting yang akan menyulitkan konsumen dalam 
memperoleh barang-barang yang menguasai hajat hidup orang 
banyak tersebut. Dikarenakan penekanan dari Pasal 29 UU 
7/2014 adalah menghindari adanya praktik penimbunan, maka 
hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana dapat 
mengetahui bahwa pelaku usaha itu sedang melakukan 
penyimpanan dan bukan melakukan penimbunan. Dengan 
demikian, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan pengertian 
antara kata “menyimpan” yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat 
(1) UU 7/2014 dan pengertian kata “menimbun” yang menjadi 
dasar dinormakannya Pasal a quo; 

Berkenaan dengan kedua pengertian tersebut, 
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menyimpan” 
adalah berasal dari kata dasar simpan yang artinya menaruh di 
tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan 
sebagainya. Sedangkan kata “menimbun” berasal dari kata 
timbun yang artinya tumpukan sesuatu. Adapun arti kata 
penimbunan adalah (1) proses, cara, perbuatan menimbun; 
pengumpulan barang-barang; (2) tempat menimbun. 
Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut dapat dipahami 
bahwa kegiatan menyimpan barang lebih menekankan kepada 
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perlakuan terhadap barang dengan baik agar barang tersebut 
tetap dalam kondisi aman, baik dan tidak rusak atau hilang. 
Sedangkan kegiatan menimbun lebih bermakna kepada 
pengumpulan ataupun penyimpanan barang dalam jumlah 
besar; 

Dalam konteks perdagangan barang kebutuhan pokok 
dan/atau barang penting terdapat perbedaan mendasar antara 
tindakan penyimpanan dan tindakan penimbunan. 
Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan barang kebutuhan 
pokok dan/atau barang penting oleh pelaku usaha yang akan 
digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam 
proses produksi atau juga bahan persediaan untuk 
didistribusikan. Adapun Penimbunan adalah kegiatan 
menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting 
dengan maksud spekulasi untuk memperoleh keuntungan yang 
melebihi kewajaran terutama pada saat terjadi kelangkaan 
barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas 
perdagangan barang. Penimbunan dilakukan dengan melebihi 
stok atau persediaan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan rata-
rata kebutuhan atau penjualan dalam kondisi normal, dengan 
berbagai cara termasuk dengan melakukan manipulasi data 
dan/atau informasi mengenai barang kebutuhan pokok 
dan/atau barang penting (vide Risalah Sidang Perkara 51/PUU-
XX/2022, pada 28 Juni 2022 hlm. 5); 

Berdasarkan pemaknaan kata “menyimpan” dan kata 
“menimbun” sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami 
bahwa diperlukan adanya batasan kualifikasi terkait kapan 
pelaku usaha dapat dikatakan menyimpan barang dan kapan 
dikatakan menimbun barang. Menurut Mahkamah, kualifikasi 
yang tepat untuk membedakan dua kegiatan ini adalah melalui 
perbedaan dari segi jumlah barang serta pemberian batasan 
waktu. Ditinjau dari segi jumlah barang, diperlukan adanya 
pembatasan seberapa banyak jumlah barang kebutuhan pokok 
dan/atau barang penting yang dapat dikategorikan merupakan 
batasan yang wajar untuk dilakukan penyimpanan dengan 
tujuan untuk memperlancar kegiatan perdagangan sehari-hari 
maupun sebagai bahan penolong kelanjutan proses produksi, 
sehingga jika jumlah barang ini telah melebihi batas yang 
ditentukan maka dapat dikategorikan telah terjadi penimbunan. 
Sementara itu, ditinjau dari segi batasan waktu, diperlukan 
pembatasan berapa lama suatu barang kebutuhan pokok 
dan/atau barang penting dapat disimpan oleh para pelaku 
usaha sehingga batasan waktu tersebut tidak mengganggu 
jumlah peredaran barang kebutuhan pokok dan/atau barang 
penting tersebut di pasar dan tidak mengganggu 
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kesinambungan proses produksi. Selanjutnya, terkait dengan 
berapa banyak jumlah barang serta berapa lama suatu barang 
kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat disimpan 
sehingga tidak dikategorikan sebagai bentuk penimbunan yang 
merupakan tindakan kejahatan ekonomi dan terancam pidana, 
menurut Mahkamah, hal ini harus diserahkan pengaturannya 
secara teknis kepada lembaga terkait yang membidangi 
masing-masing komoditas yang termasuk dalam kriteria barang 
kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Hal ini dikarenakan 
daya tahan khususnya dari segi penyimpanan masing-masing 
komoditas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting 
adalah berbeda-beda, dan instansi terkaitlah yang paling 
memahami keadaan ini; 

Bahwa Mahkamah dapat memahami permasalahan yang 
dialami Pemohon, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa 
frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” telah menyebabkan 
para pelaku usaha dapat melakukan penimbunan, khususnya 
penimbunan minyak goreng dalam keadaan tidak normal yang 
berkaitan mengganggu usaha Pemohon. Dalam kaitan ini, perlu 
Mahkamah tegaskan bahwa UU 7/2014 dibentuk untuk 
mengakomodir cakupan yang luas, karena terdapat berbagai 
varian komoditas dalam perdagangan. Oleh karena itu, UU 
7/2014 tidak dapat mengatur segala sesuatunya dengan sangat 
rinci dan mendetail karena jika diatur secara detail hal tersebut 
justru akan mengurangi fleksibilitas varian komoditas yang 
diatur. Dengan maksud untuk dapat menjangkau banyak hal 
maka pengaturan norma dalam UU 7/2014 harus dibuat lebih 
umum sedangkan pelaksanaannya diatur dalam produk hukum 
di bawahnya. Demikian pula dengan ketentuan frasa “dalam 
jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) harus 
dipandang sebagai pengaturan secara umum … secara umum 
terhadap berbagai jenis barang yang ditetapkan sebagai barang 
kebutuhan pokok dan/atau barang penting, yang mana masing-
masing komoditas barang kebutuhan pokok dan/atau barang 
penting memiliki karakteristik berbeda satu dan lainnya. Oleh 
karena itu, pengertian “jumlah dan waktu tertentu” bagi 
penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang 
penting menjadi substansi yang harus diatur dalam peraturan 
pelaksana UU 7/2014;  

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut 
di atas, apabila Mahkamah mengakomodir permohonan 
Pemohon untuk menghilangkan frasa “dalam jumlah dan waktu 
tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 maka segala 
bentuk penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang 
penting dalam situasi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau 
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hambatan lalu lintas menjadi dilarang tanpa pengecualian 
apapun. Hal demikian justru akan menimbulkan kekacauan 
dalam masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian hukum 
karena tidak terdapatnya kriteria yang jelas kapan suatu 
penyimpanan itu dapat dikatakan sebagai suatu penimbunan 
dan hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana [vide Pasal 107 
UU 7/2014]; 
Namun … namun demikian, terhadap pelaksanaan norma 
tersebut berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan, oleh 
karena itu perlu Mahkamah tegaskan pentingnya pengawasan 
yang ketat terhadap penyimpanan dan pendistribusian 
khususnya terhadap barang kebutuhan pokok dan/atau barang 
penting dalam kondisi terjadi kelangkaan barang, gejolak harga 
dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. 
Pengawasan demikian diperlukan karena secara umum masih 
terdapat celah bagi pelaku usaha maupun oknum penegak 
hukum untuk menyalahgunakan ketentuan Pasal a quo. Oleh 
karena itu, diperlukan adanya pengawasan oleh penegak 
hukum yang berintegritas dengan melibatkan peran serta 
masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah satuan tugas 
sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU a quo; 

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
di atas, norma Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 telah ternyata 
memberikan jaminan atas pekerjaan yang layak dan tidak 
menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak 
beralasan menurut hukum; 

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan 
lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 

 
17. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya; 
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5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 

 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap 
Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, 
Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams, 
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal … tanggal 
sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 
untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan 
Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 
13.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh 
Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon 
dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan 
Presiden atau yang mewakili. 

Ya, untuk termin pertama, Pengucapan Putusan diskors sampai 
pada pukul 14.14 WIB. 

Kemudian, bagi Para Pihak yang perkaranya telah diucapkan, 
salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirim melalui email kepada Para 
Pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan selesai atau paling lambat 3 
hari kerja setelah sidang. 

Dengan demikian, sidang diskors. 
 
 

 
 
 

 

Bismillahirrahmaanirrahim. Skors dicabut, sidang dilanjutkan. 
 

 
  

Berikut. 
 
 
 
 
 
 
 

KETUK PALU 1X 

KETUK PALU 1X 

SIDANG DISKORS PUKUL 13.43 WIB 
.24 WIB 

 

KETUK PALU 1X 

SKORS DIBUKA PUKUL 14.55 WIB 
.24 WIB 
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PUTUSAN 
NOMOR 62/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang diajukan oleh: 

  1. Rini Wulandari, S.E., M.BA. 
  2, 3, 4 dianggap dibacakan.  
  Selanjutnya disebut sebagai ----------------- para Pemohon; 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 
10 Maret 2022 memberi kuasa kepada Dr. Auliya Khasanofa, 
S.H., M.H., dan kawan-kawan dan selanjutnya Pemohon I, 
II, III, IV disebut ------------------------------- para Pemohon; 
 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon; 
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan 
Rakyat; 
Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; 
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 

 
2. DUDUK PERKARA 

Dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Kewenangan Mahkamah 
  Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 
 

Kedudukan Hukum Pemohon 
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo; 
 

[3.7]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, 
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selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok 
permohonan. 

 
Pokok Permohonan 
[3.8]   Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 

norma Pasal 50 UU 20/2011, para Pemohon mengemukakan 
dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut 
(alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam 
bagian Duduk Perkara): 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.  
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon 

memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para 
Pemohon dengan menyatakan Pasal 50 UU 20/2011 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai termasuk “Bukan Hunian”. 

[3.9]  Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan 
dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 
surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti 
P.24 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). Selain 
itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis 
bertanggal 12 September 2022 yang diterima Mahkamah pada 
12 September 2022, namun telah melewati tenggat waktu 
penyampaian kesimpulan para pihak yaitu pada tanggal 9 
September 2022 [vide risalah sidang Perkara Nomor 62/PUU-
XX/2022 tanggal 1 September 2022], sehingga kesimpulan para 
Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah; 

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan pada 19 
Juli 2022 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang 
diterima Mahkamah pada 15 Agustus 2022 (selengkapnya 
dimuat pada bagian Duduk Perkara); 

[3.11]  Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan 
Presiden dalam persidangan pada 19 Juli 2022 dan telah 
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah 
pada 18 Juli 2022 dan pada 15 Agustus 2022 (selengkapnya 
dimuat pada bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden juga 
telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 8 September 
2022 yang diterima Mahkamah pada 9 September 2022; 

[3.12]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan 
membaca secara saksama permohonan para Pemohon, 
keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli 
Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para 
Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan 
tertulis Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat pada 
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bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon; 

[3.13]  Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama 
yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para 
Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.8] di 
atas adalah apakah norma Pasal 50 UU 20/2011 yang tidak 
mengakomodir fungsi “bukan hunian” bertentangan dengan 
konstitusi, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat 
(4) UUD 1945. Namun, sebelum menjawab permasalahan 
konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
[3.13.1] Bahwa norma Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 telah 

memberikan jaminan kepada setiap orang atas hak 
untuk hidup sejahtera lahir batin, “bertempat 
tinggal”, mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan. Pengakuan hak atas tempat tinggal 
sebagai bagian dari hak setiap orang yang diatur 
dalam Konstitusi dilandasi pada pemikiran rumah 
merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap insan, 
baik sebagai pribadi maupun sebagai suatu kesatuan 
dengan sesama dan lingkungan sekitar. Prinsip 
tempat tinggal sebagai bagian dari hak asasi 
manusia juga telah diakomodir dalam Agenda 21 
(Fact Sheet Number 21) dari United Nation Centre 
for Human Settlement (UNCHS Habitat) mengenai 
The Right to Adequate Housing yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa rumah merupakan kebutuhan 
dasar manusia dan menjadi hak bagi semua orang 
untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau 
(adequate and affordable shelter for all). Selanjutnya 
pengakuan hak untuk bertempat tinggal ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 
39/1999) yang menentukan setiap orang berhak 
untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang 
layak [vide Pasal 40 UU 39/1999]. Pengaturan hak 
untuk bertempat tinggal dalam berbagai instrumen 
hukum tersebut menunjukkan bahwa  rumah atau 
tempat tinggal, tidak dapat hanya dilihat sebagai 
sarana kebutuhan hidup semata, tetapi lebih dari itu 
merupakan proses bermukim manusia dalam 
menciptakan tatanan hidup dan sangat berkait erat 
dengan pembentukan watak serta kepribadian suatu 
bangsa. Oleh karena itu, negara wajib melindungi 
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hak setiap orang untuk bertempat tinggal serta 
berkehidupan yang layak dan menjamin 
penyelenggaraan perumahan yang layak bagi 
masyarakat, termasuk di dalamnya perlindungan 
atas hak milik serta perlakuan yang tidak 
diskriminatif terhadap akses setiap orang untuk 
memenuhi kebutuhan akan bertempat tinggal. 

[3.13.2] Bahwa mengacu kepada keberadaan rumah yang 
berkait erat dengan pembentukan watak serta 
kepribadian suatu bangsa, serta prinsip pemenuhan 
kebutuhan akan rumah adalah merupakan tanggung 
jawab setiap masyarakat, maka peran negara atau 
pemerintah adalah lebih sebagai fasilitator dan 
pendorong dalam upaya penyelenggaraan 
perumahan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat 
tinggal yang layak dan terjangkau sesuai dengan 
perkembangan sosial dan budaya yang semakin 
kompleks. Isu strategis yang saat ini dihadapi adalah 
semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi 
perumahan di wilayah perkotaan yang cenderung 
mahal, sehingga keberadaan, misalnya, rumah susun 
yang dibangun secara vertikal dan dihuni bersama 
dalam jumlah relatif besar di lokasi yang relatif 
sempit dapat menjadi pilihan baru sebagai salah satu 
instrumen untuk membentuk struktur tata ruang 
perkotaan dengan tingkat kepadatan yang tinggi 
sekaligus sebagai suatu cara untuk peremajaan 
penataan wilayah perkotaan yang selalu dihadapkan 
dengan masalah pemukiman kumuh (slum area). 
Berdasarkan amanat konstitusi dan instrumen hukum 
yang mengatur hak untuk bertempat tinggal 
sebagaimana telah dijelaskan di atas serta untuk 
menyelenggarakan pembangunan perumahan bagi 
masyarakat sesuai dengan tantangan sosial dan 
budaya yang semakin berkembang, khususnya di 
wilayah perkotaan, maka dibentuklah UU 20/2011 
sebagai perubahan atas UU 16/1985 yang dianggap 
sudah tidak dapat lagi mengakomodir 
penyelenggaraan rumah susun sesuai dengan 
perkembangan tatanan sosial, budaya dan ekonomi 
yang keadaannya telah jauh berbeda dengan pada 
saat UU 16/1985 diberlakukan. Terhadap perubahan 
undang-undang yang mengatur mengenai rumah 
susun tersebut, selain dalam rangka memenuhi 
kebutuhan hukum berdasarkan dinamika 
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masyarakat, lebih penting lagi menurut Mahkamah, 
adalah keberadaan undang-undang rumah susun 
untuk memberikan jaminan dan memprioritaskan 
pengadaan rumah atau tempat tinggal yang layak 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat 
berpotensi termajinalisasi oleh meluasnya 
penguasaan sektor pembangunan perumahan oleh 
pengembang besar. Oleh karena itu, 
penyelenggaraan rumah susun berdasarkan UU 
20/2011 diharapkan dapat mempercepat pemenuhan 
kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak 
dan terjangkau di kawasan perkotaan bagi seluruh 
lapisan masyarakat sehingga mendorong 
perkembangan perkotaan yang serasi, seimbang 
yang memperhatikan prinsip pembangunan yang 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga 
akan mengurangi terjadinya kesenjangan sosial di 
masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. 

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan apakah tidak diakomodirnya fungsi “bukan 
hunian” dalam norma Pasal 50 UU 20/2011 adalah 
bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap permasalahan 
tersebut, Mahkamah berpendapat, secara yuridis historis fungsi 
bukan hunian untuk rumah susun memang pernah diterapkan 
dalam UU 16/1985 sebagaimana diatur dalam beberapa 
ketentuan penjelasan, seperti dalam Penjelasan Umum, 
Penjelasan Pasal 1 angka 1, Penjelasan Pasal 3 ayat (2), serta 
Penjelasan Pasal 24 UU 16/1985. Desain pengaturan mengenai 
fungsi bukan hunian dalam UU 16/1985 a quo, menurut 
Mahkamah, merupakan fungsi pelengkap atau komplementer 
yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi utama rumah susun, 
yaitu sebagai fungsi hunian. Artinya, pembangunan rumah 
susun dengan fungsi bukan hunian yang dibangun secara 
terpisah adalah dimaksudkan untuk melengkapi secara 
fungsional sarana rumah susun utama (hunian) guna 
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam satu 
pemukiman. Namun demikian, masih terbuka ruang bagi rumah 
susun yang dipergunakan untuk keperluan lain dalam rezim UU 
16/1985 karena berdasarkan Bab Ketentuan-Ketentuan Lain, 
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU 16/1985 pada pokoknya 
menentukan ketentuan-ketentuan dalam UU 16/1985 berlaku 
dengan penyesuaian menurut kepentingannya terhadap rumah 
susun yang dipergunakan untuk keperluan lain yang 
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 24 ayat 
(1) UU 16/1985 yang menyatakan: dianggap dibacakan. 
 Selanjutnya, pengakuan atas fungsi bukan hunian bagi 
rumah susun dalam UU 16/1985 semakin jelas pasca 
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 
tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut PP 4/1988) yang di 
dalamnya secara tegas mengatur rumah susun untuk hunian 
dan bukan hunian secara terpisah, sehingga dimungkinkan 
pembangunan rumah susun dalam suatu lingkungan yang 
digunakan sebagai bukan hunian saja. Dengan demikian, 
terlepas dari politik hukum serta kondisi dan situasi masyarakat 
pada saat UU 16/1985 dibentuk, rumah susun dengan fungsi 
bukan hunian seperti tempat usaha, tempat perbelanjaan, 
pertokoan, perkantoran, perindustrian, termasuk kondotel 
sebagaimana yang dimiliki oleh para Pemohon memiliki alas 
hukum berdasarkan UU 16/1985 dan PP 4/1988. 

[3.15] Menimbang bahwa seiring dengan dinamika masyarakat, 
khususnya di wilayah perkotaan, ternyata semakin 
menunjukkan adanya peningkatan laju urbanisasi dan 
industrialisasi sehingga menyebabkan kepadatan penduduk 
karena ketersediaan tanah untuk permukiman semakin 
terbatas. Rumah susun yang dalam UU 16/1985 didesain untuk 
mengatasi hal tersebut ternyata belum efektif dan malah salah 
sasaran. Penerima manfaat (beneficiary) dari keberlakuan UU 
16/1985 ternyata lebih didominasi oleh kalangan masyarakat 
berpenghasilan menengah-atas. Oleh karena itu, dibutuhkan 
perubahan UU 16/1985 karena sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang dalam 
penghunian, kepemilikan, dan pemanfaatan rumah susun. Di 
samping itu, pengaruh globalisasi, budaya, dan dinamika 
kehidupan masyarakat menjadikan undang-undang tersebut 
tidak memadai lagi sebagai pedoman dalam pengaturan 
penyelenggaraan rumah susun [vide Penjelasan Umum UU 
20/2011].  
 Salah satu perubahan dalam UU 20/2011 adalah berkaitan 
dengan fungsi rumah susun yang tidak lagi terbagi dalam 
hunian atau bukan hunian, melainkan hunian atau campuran 
sebagaimana norma Pasal 50 UU 20/2011 yang dimohonkan 
pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Fungsi 
bukan hunian dalam UU 20/2011 sebenarnya bukan tidak 
diakomodir, tetapi diletakkan sebagai fungsi pendukung 
(supporting) dari fungsi rumah susun yang utama yaitu sebagai 
hunian. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 50 huruf b menyatakan, 
“Yang dimaksud dengan “fungsi campuran” adalah campuran 
antara fungsi hunian dan bukan hunian.” Bagi rumah susun 
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dengan fungsi campuran maka ia merupakan hunian (fungsi 
utama) dan sekaligus memiliki fungsi lain (mix used) dalam 
rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di rumah 
susun. Pemanfaatan fungsi rumah susun yang hanya terbagi 
atas hunian atau campuran tersebut bersandar pada pengertian 
rumah susun sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 angka 1 
UU 20/2011 yang utamanya difungsikan sebagai hunian. Oleh 
karena itu, telah jelas bahwa fungsi bukan hunian bagi rumah 
susun yang dikonstruksikan dalam UU 20/2011 tidak berdiri 
sendiri sebagaimana dikotomi pemanfaatan rumah susun yang 
dianut dalam rezim pengaturan UU 16/1985 dan PP 4/1988. 
Perubahan pemanfaatan rumah susun menjadi fungsi campuran 
dalam UU 20/2011 adalah untuk mengatasi kurangnya 
ketersediaan rumah susun umum bagi masyarakat 
berpenghasilan menengah-rendah serta untuk menghilangkan 
“rumah tidak berpenghuni” (“ghost-building”) di mana banyak 
ditemui bangunan gedung atau rumah susun yang tidak 
terdapat aktivitas pada malam hari dikarenakan tidak memiliki 
fungsi sebagai hunian. Dalam kaitan ini, penting Mahkamah 
tegaskan, rumah susun dengan fungsi bukan hunian tidak 
menghilangkan fungsi utama rumah susun sebagai fungsi 
hunian dan tidak boleh menghilangkan sifat komplementer dari 
rumah susun tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, 
tidak diakomodirnya fungsi “bukan hunian” dalam norma Pasal 
50 UU 20/2011 adalah tidak bertentangan dengan norma Pasal 
28H ayat (1) UUD 1945. 

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai desain 
pemanfaatan rumah susun dalam UU 20/2011 di atas, 
pertanyaan selanjutnya adalah apakah kondotel dapat 
dimasukkan dalam rezim pengaturan rumah susun berdasarkan 
UU 20/2011. Menurut Mahkamah, pengertian rumah susun 
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 20/2011 
harus diartikan secara keseluruhan, mulai dari struktur 
bangunan, kepemilikan hingga pemanfaatannya yaitu terutama 
sebagai fungsi hunian. Berdasarkan Lampiran Keterangan DPR, 
Mahkamah menemukan pembahasan mengenai pemanfaatan 
rumah susun dengan fungsi bukan hunian telah dilakukan pada 
saat proses pembentukan UU 20/2011, yaitu sebagaimana 
pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja Tim Perumus RUU 
tentang Rumah Susun yang pada pokoknya memberikan contoh 
misalnya terdapat suatu bangunan Gedung yang memiliki 
struktur dan kepemilikan sebagaimana pengertian rumah 
susun, namun dari 10 lantai, hanya 2 atau 3 lantai yang 
difungsikan sebagai hunian, maka bangunan gedung tersebut 
tidak termasuk dalam pengertian rumah susun [vide Risalah 
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Rapat Panitia Kerja Tim Perumus RUU tentang Rumah Susun 
Komisi V DPR RI, tanggal 28 Juni 2011, hlm. 23 –31].  
 Berdasarkan risalah rapat pembahasan tersebut, maka UU 
20/2011 memang mengkonstruksikan pengertian rumah susun 
yang mensyaratkan dominasi fungsi hunian, sedangkan fungsi 
lainnya adalah sebagai pendukung. Pemahaman demikian juga 
telah sesuai dengan pengertian bangunan Gedung 
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
sebagaimana sebagiannya telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada 
pokoknya menentukan bangunan gedung memiliki fungsi yaitu 
sebagai hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan 
khusus. Dalam kaitan ini, keberadaan kondotel sebagai 
bangunan Gedung yang memiliki fungsi usaha ditegaskan 
dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 
16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (tanpa 
Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP dimaksud) yang 
menyatakan, “Yang dimaksud fungsi usaha meliputi: e. 
Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, 
motel, rumah kos, hotel, dan kondotel.” Oleh karena itu, 
kondotel yang lebih memiliki fungsi kegiatan usaha memang 
tidak sesuai dengan pengertian rumah susun berdasarkan UU 
20/2011 dan apabila dengan menambahkan fungsi bukan 
hunian dalam norma Pasal 50 UU 20/2011 sebagaimana 
permohonan para Pemohon, hal demikian justru akan 
menyebabkan ketidakharmonisan ketentuan dalam UU 20/2011 
serta dengan peraturan perundang-undangan lain yang dapat 
berujung pada ketidakpastian hukum karena desain UU 
20/2011 menempatkan fungsi utama rumah susun adalah 
sebagai tempat tinggal. Dengan demikian, menurut Mahkamah, 
dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan 
menurut hukum. 

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah memahami keberadaan kondotel 
sebagai jenis usaha atau bentuk investasi baru yang terus akan 
berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan akan 
layanan jasa perhotelan di Indonesia menjadikan kondotel 
harus memiliki payung hukum tersendiri sesuai dengan 
karakteristiknya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah 
diuraikan di atas, telah nampak bahwa kondotel memiliki 
struktur bangunan dan model kepemilikan yang sama dengan 
rumah susun. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada fungsi 
kondotel yaitu sebagai salah satu kegiatan usaha. Keberadaan 
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karakteristik yang demikian ternyata secara spesifik tidak 
terakomodir dalam hukum positif sehingga terdapat 
kekosongan hukum dalam pengaturannya. Oleh karena itu, 
Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk dapat 
segera menyusun undang-undang maupun peraturan pelaksana 
yang dapat dijadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan 
rumah susun yang memiliki fungsi bukan hunian di Indonesia. 

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 50 UU 20/2011 tidak 
menyebabkan hilangnya hak atas perlindungan harta benda 
yang berada di bawah penguasaan, termasuk dalam hal ini hak 
kepemilikan, secara sewenang-wenang sebagaimana ditentukan 
dalam norma Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 
1945. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon tidak 
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

 
19. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut 

hukum. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan seterusnya. 
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 
 
 

 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap 
Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny 
Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan 
Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 
sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 
untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan 
Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 
15.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh 

KETUK PALU 1X 



88 

Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri 
oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau 
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Selanjutnya. 
PUTUSAN 

NOMOR 68/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang diajukan oleh:  

 
Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) 

 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juni 2022, 
diwakili oleh M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-
kawan,  
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------- Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
Mendengar keterangan Pemohon; 
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan 
Rakyat; 
Mendengar dan membaca keterangan Presiden atau 
Pemerintah; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 

  
2. DUDUK PERKARA 

 
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 

 
20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 

 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 

 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.  
 
Kedudukan Hukum Pemohon 
[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. [3.5] angka 1 sampai angka … 
dianggap di … sampai angka 6 dianggap dibacakan.  
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[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok 
permohonan Pemohon. 

 
Pokok Permohonan 
[3.7]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 

bersyarat norma Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 
ayat (1) UU 7/2017, Pemohon mengemukakan argumentasi 
sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk 
Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, 2, 3, 4, 
5 dianggap dibacakan.  
6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon 

kepada Mahkamah agar Mahkamah menjatuhkan putusan 
dengan amar sebagai berikut: 
1. Menyatakan bahwa frasa “pejabat negara” dalam Pasal 

170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat 
Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta 
Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon 
Presiden atau calon Wakil Presiden harus 
mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, 
Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan 
dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, menteri 
dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil 
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil 
Walikota”. 

2. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 
7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 
sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan 
“pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: 
a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung 

pada Mahkamah Agung;  
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan 

peradilan, kecuali Hakim ad hoc; 
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah 

Konstitusi; 
d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan; 
e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; 
f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan 

Korupsi; 
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g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 
yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa 
dan Berkuasa penuh; dan 

h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh 
undang-undang.” 

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil 
permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat 
atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-
19 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk 
Perkara]; 

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan 
keterangan di persidangan pada 14 September 2022 beserta 
keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 27 
September 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk 
Perkara]; 

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan di 
persidangan pada 14 September 2022 dan keterangan tersebut 
secara tertulis diterima Mahkamah pada 14 September 2022. 
Sementara itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan 
yang diterima Mahkamah pada 20 September 2022 
[selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; 

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan 
Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, 
serta kesimpulan Pemohon dan Presiden, sebagaimana dimuat 
pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya 
mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. 

[3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang 
dipersoalkan oleh Pemohon pada esensinya adalah 
mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) 
dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 secara bersyarat 
sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan 
Pemohon. Terhadap hal tersebut Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai 

norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang pada 
pokoknya menjelaskan Pemohon sebagai partai 
politik memiliki hak konstitusional sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), dan 
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan 
calon Presiden atau Wakil Presiden, termasuk calon 
dari kalangan “pejabat negara” yang telah 
ditentukan dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 
7/2017 yaitu: 

“Pejabat Negara,” dan seterusnya dianggap 
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dibacakan.  
Menurut Pemohon, Pasal 170 ayat (1) UU 

7/2017 merupakan ketentuan yang memuat syarat 
tambahan bagi Pemohon sebagai partai politik atau 
gabungan partai politik terkait dengan pencalonan 
Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilu 
karena surat pengunduran diri pejabat negara 
tersebut didaftarkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 ayat (2) 
UU 7/2017. Menurut Pemohon, syarat calon Presiden 
dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 6 
UUD 1945 dan Pasal 169 UU 7/2017 serta syarat 
tambahan yang mengharuskan pejabat negara, in 
casu menteri, untuk mengundurkan diri dari 
jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden 
atau calon Wakil Presiden merupakan perlakuan 
yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan 
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 

 
21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
[3.12.2] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebelum 

mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon, 
penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu 
menegaskan bahwa berkaitan dengan persoalan 
seseorang yang akan menjabat sebagai kepala 
daerah dalam pemilihan kepala daerah, yaitu 
Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai 
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 
Daerah, dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan 
DPRD), Mahkamah dalam putusan-putusannya, 
antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
41/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum pada 8 Juli 2015, Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum pada 8 Juli 2015, 
dan kemudian terakhir dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 yang diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 November 
2017, yang dalam pertimbangan hukumnya juga 
telah menguatkan pendirian putusan-putusan 
sebelumnya, berkenaan dengan Pegawai Negeri 
Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha 
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota 
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legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) harus 
mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi 
Pemilihan Umum. 

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam 
Putusan-Putusan Mahkamah tersebut di atas dan 
setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon 
dalam Permohonan a quo, Mahkamah menemukan 
adanya persamaan substansi keberlakuan norma 
berkaitan dengan frasa “pejabat negara” yang 
dicalonkan dalam Putusan-Putusan Mahkamah 
tersebut di atas berkaitan dengan mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh 
karena itu, dalam Permohonan a quo Mahkamah 
dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap 
konstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) UU 
7/2017 tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan 
hukum putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas. 
Bahwa persoalan esensial yang harus dijelaskan oleh 
Mahkamah adalah berkaitan dengan substansi yang 
terdapat dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 
yang memberikan pengecualian terhadap Presiden, 
Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, 
Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota 
DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak 
diperlukan syarat pengunduran diri pada saat 
dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh 
partai politik atau gabungan partai politik. Sementara 
itu, terhadap pejabat negara lainnya, termasuk 
menteri atau pejabat setingkat menteri, 
dipersyaratkan harus mengundurkan diri apabila 
dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh 
partai politik atau gabungan partai politik. Dengan 
demikian, terdapat perbedaan perlakuan 
konstitusional terhadap kedua rumpun jabatan 
dimaksud. 

Selanjutnya terhadap hal tersebut, menurut 
Mahkamah, dalam perspektif seseorang warga 
negara yang mengemban jabatan tertentu sejatinya 
pada diri yang bersangkutan melekat hak 
konstitusional sebagai warga negara untuk dipilih 
dan memilih sepanjang hak tersebut tidak dicabut 
oleh undang-undang atau putusan pengadilan. Oleh 
karena itu, terlepas pejabat negara menduduki 
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jabatan dikarenakan sifat jabatannya atas dasar 
pemilihan ataupun atas dasar pengangkatan, 
seharusnya hak konstitusionalnya dalam 
mendapatkan kesempatan untuk dipilih maupun 
memilih tidak boleh dikurangi. 

[3.12.3] Bahwa persoalan selanjutnya adalah bagaimana 
dengan pendirian Mahkamah melalui Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-
XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
45/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa Pegawai 
Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan 
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan 
anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) harus 
mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi 
Pemilihan Umum. Terhadap hal demikian, oleh 
karena sesungguhnya baik jabatan publik/pejabat 
negara yang diangkat maupun yang dipilih 
merupakan jabatan yang erat hubungannya dengan 
persoalan netralitas yang di dalamnya terdapat 
potensi penyalahgunaan kewenangan, antara lain 
berupa penggunaan pengaruh atau pemakaian 
fasilitas milik negara dalam kontestasi pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden yang tidak berbeda 
dengan kontestasi pemilihan kepala daerah. Terlebih, 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum pada 29 September 2022 [vide Paragraf 
[3.19] hlm. 40], Mahkamah tidak lagi membedakan 
antara rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah, 
maka membedakan syarat pengunduran diri pejabat 
publik/pejabat negara, baik yang diangkat maupun 
dipilih, adalah tidak relevan lagi untuk diberlakukan 
pada konteks saat ini, karena untuk mengisi jabatan-
jabatan politik dimaksud memerlukan calon-calon 
yang berkualitas dari berbagai unsur dan potensi 
sumber daya manusia Indonesia. Terlebih lagi, untuk 
dapat dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil 
Presiden memiliki sifat dan syarat khusus 
sebagaimana telah ditentukan dalam tatacara 
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh 
karena itu, untuk memberikan perlindungan hak 
konstitusional warga negara, in casu untuk dapat 
dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden, 
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Mahkamah memiliki pertimbangan lain berkaitan 
dengan permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 
170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya.  

Bahwa dalam perspektif adanya kekhawatiran 
melekatnya jabatan pada pejabat yang dicalonkan 
sebagai Presiden atau Wakil Presiden akan 
memengaruhi netralitas yang bersangkutan sehingga 
diwajibkannya untuk mengundurkan diri, menurut 
Mahkamah, hal tersebut tidak berbanding lurus 
dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki 
oleh pejabat yang bersangkutan. Terlebih di dalam 
mendapatkan jabatannya tersebut, pejabat yang 
bersangkutan memerlukan perjalanan karir yang 
panjang, bisa jadi di saat itulah sesungguhnya 
puncak karir dari pejabat yang bersangkutan. 
Dengan demikian, tanpa harus mengundurkan diri, 
kematangan profesionalitas pejabat yang dimaksud 
masih dapat dipergunakan di dalam memberikan 
kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, 
sekalipun pejabat yang bersangkutan kalah dalam 
kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di 
samping itu, adanya perlakuan yang berbeda 
terhadap menteri atau pejabat setingkat menteri 
sebagai pejabat negara yang diharuskan 
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam 
norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 apabila 
dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden 
menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak 
konstitusional. Menurut Mahkamah, pembatasan dan 
pembedaan tersebut termasuk pula bentuk 
diskriminasi terhadap partai politik ketika 
mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon 
Presiden atau Wakil Presiden. Apalagi, hal tersebut 
dapat mencederai hak konstitusional partai politik 
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28I 
ayat (2) UUD 1945. 

[3.12.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan 
memberikan penilaian berkenaan dengan isu 
konstitusionalitas norma undang-undang yang 
dimohonkan pengujian, in casu Pasal 170 ayat (1) 
UU 7/2017, yang berkaitan dengan frasa “pejabat 
negara” yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil 
Presiden. Berkenaan dengan hal tersebut oleh 
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karena satu-satunya hal yang membedakan 
argumentasi Permohonan a quo dengan 
permohonan-permohonan sebagaimana tersebut 
pada Sub-paragraf [3.12.2] dan Sub-paragraf 
[3.12.3] adalah argumentasi yang mengecualikan 
bagi pejabat negara, in casu menteri dan pejabat 
setingkat menteri, yang hendak dicalonkan sebagai 
Presiden atau Wakil Presiden, sebagaimana 
dinyatakan dalam dalil Permohonan Pemohon dan 
ditegaskan dalam Petitum Permohonan Pemohon 
agar dikecualikan untuk tidak perlu mengundurkan 
diri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridis 
sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah 
tersebut di atas, maka terhadap syarat pengunduran 
diri pejabat publik/pejabat negara, termasuk dalam 
hal ini menteri dan pejabat setingkat menteri untuk 
dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh 
partai politik atau gabungan partai politik, tidak 
relevan lagi untuk dipertahankan dan oleh karenanya 
harus tidak lagi diberlakukan ketentuan pengecualian 
syarat pengunduran diri dalam norma Pasal 170 ayat 
(1) UU 7/2017. Dengan demikian, ketentuan norma 
Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 harus dimaknai secara 
bersyarat yang selengkapnya sebagaimana akan 
dinyatakan dalam amar putusan a quo; 

Bahwa selanjutnya, meskipun Mahkamah dalam 
pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.12.2] 
dan Sub-paragraf [3.12.3] telah berpendirian 
menteri atau pejabat setingkat menteri dapat 
dikecualikan untuk tidak mengundurkan diri apabila 
dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai 
politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, 
namun demikian penting bagi Mahkamah untuk 
menegaskan bahwa jabatan menteri atau pejabat 
setingkat menteri termasuk dalam rumpun 
kekuasaan eksekutif yang menjadi bagian dari 
kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil 
Presiden. Oleh karena itu, demi kepastian hukum 
dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, 
menteri atau pejabat setingkat menteri merupakan 
pejabat negara yang dikecualikan apabila dicalonkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik 
sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden 
harus mendapat persetujuan dan izin cuti dari 
Presiden.  
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[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 
yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagai akibat 
adanya perubahan berupa pemaknaan baru terhadap norma 
Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. Berkenaan dengan hal tersebut, 
oleh karena ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 
esensinya adalah menegaskan tentang frasa “pejabat negara” 
yang dikecualikan mengundurkan diri apabila dicalonkan 
sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau 
gabungan partai politik, in casu untuk menteri atau pejabat 
setingkat menteri, sebagaimana termuat dalam Penjelasan 
Pasal 170 ayat (1) huruf g UU 7/2017, maka dengan telah 
dinyatakannya menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk 
yang dikecualikan untuk tidak dipersyaratkan mengundurkan 
diri, sebagai konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “menteri 
dan/atau … saya ulangi, sepanjang frasa “menteri dan pejabat 
setingkat menteri” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 170 
ayat (1) huruf g UU 7/2017 harus dinyatakan tidak ada 
relevansi untuk dipertahankan lagi, sehingga harus dinyatakan 
inkonstitusional. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 170 ayat 
(1) UU 7/2017 selengkapnya sebagaimana yang akan 
dinyatakan dalam amar putusan a quo; 

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas, ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 
7/2017 dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU 7/2017 
telah ternyata menimbulkan diskriminasi sebagaimana yang 
dimaksud dalam norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh 
karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan 
menurut hukum untuk sebagian. 

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a 
quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dipandang tidak 
ada relevansinya. 

 
22. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

  
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, 

Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan           a quo; 
[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk 

sebagian. 
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Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan seterusnya,  

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat 
negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau 
Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil 
Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali 
Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan 
dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil 
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, 
termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang 
menteri dan pejabat setingkat menteri … dan pejabat setingkat 
menteri … sepanjang … kami ulangi, sepanjang menteri dan 
pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti 
dari Presiden”; 

3. Menyatakan frasa “menteri atau pejabat setingkat menteri” dalam 
Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 
sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat 
negara” dalam ketentuan ini adalah: 
a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada 

Mahkamah Agung;  
b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, 

kecuali hakim ad hoc; 
c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; 
d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 
e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial; 
f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 
g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh; dan 
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h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang; 
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 
 
 

Alasan berbeda. Terhadap Putusan Mahkamah a quo, Hakim 
Konstitusi Prof. Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring 
opinion). Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Saldi. 
 

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
Terima kasih, Pak Ketua.  
 

6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) 
 

Terhadap putusan Mahkamah a quo, saya, Hakim Konstitusi Saldi 
Isra memiliki alasan berbeda (concurring opinion). Karena perbedaan 
tersebut, saya memiliki konstruksi berbeda perihal mengabulkan 
sebagian permohonan Pemohon secara bersyarat. 
[6.1]   Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap dibacakan.  
[6.2]   Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 170 ayat 

(1) UU 7/2017 dan Penjelasannya, saya tidak hanya akan 
mempertimbangan keberadaan norma dimaksud dikaitkan 
dengan beberapa putusan Mahkamah sebelumnya, terutama 
terkait dengan hak konstitusional warga untuk dipilih (right to 
be candidate) sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, 
undang-undang maupun konvensi internasional. Dalam hal ini, 
sebagai sebuah negara yang memilih model atau sistem 
pemerintahan presidensial, saya terlebih dulu akan 
mempertimbangkan keberadaan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 
dan Penjelasannya dengan meletakkannya dalam desain dan 
praktik sistem pemerintahan presidensial. Pilihan demikian tidak 
terlepas dari kesepakatan para pengubah UUD 1945 untuk 
mempertahankan sistem pemerintahan presidensial.  
[6.2.1] Bahwa secara umum, dalam sistem pemerintahan 

presidensial, salah satu karakter utama yang 
membedakan dengan sistem pemerintahan 
parlementer adalah berkaitan dengan pengangkatan 
dan pemberhentian menteri/pimpinan departemen. 
Dalam sistem pemerintahan presidensial, sekalipun 
terdapat beberapa varian/model, pengangkatan dan 
pemberhentian menteri/kepala departemen 
merupakan otoritas atau wewenang konstitusional 

KETUK PALU 1X 



99 

presiden. Karena itu, dalam sistem pemerintahan 
presidensial dikenal “pakem” umum: presiden 
memilih menteri-menteri dan menteri-menteri 
bertanggung jawab kepada presiden. Bahkan, 
pandangan sejumlah pakar hukum tata negara dan 
ilmu politik, yang kemudian menjadi doktrin, 
mengemukakan presiden mengangkat para menteri 
sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang 
bertanggung jawab kepadanya (the president 
appoints head of departments who are his/her 
subordinate).  

Apabila doktrin tersebut diletakkan dalam 
sistem pemerintahan presidensial Indonesia, secara 
konstitusional, wewenang atau otoritas Presiden 
Indonesia dalam mengisi anggota kabinet atau 
menteri sangat besar. Dalam hal ini, secara tekstual, 
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
memosisikan Menteri sebagai pembantu Presiden, 
yang dalam mengangkat dan memberhentikannya, 
Presiden tidak memerlukan persetujuan dari lembaga 
perwakilan. Karena itu, seluruh menteri bertanggung 
jawab kepada presiden. Hal demikian menyebabkan 
Kementerian yang dipimpin seorang Menteri, 
ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.  

Sebagai pembantu Presiden, dalam praktik 
sistem pemerintahan presidensial tidak banyak kajian 
yang menjelaskan jikalau terjadi keadaan seorang 
menteri maju menjadi calon presiden atau calon 
wakil presiden. Kajian hukum tata negara dan ilmu 
politik, baik sistem pemerintahan presidensial 
maupun sistem pemerintahan parlementer, 
berkenaan dengan menteri lebih banyak fokus pada 
pengangkatan dan pemberhentian seorang menteri. 
Misalnya, Cecilia Martínez-Gallardo dalam tulisan 
bertajuk “Designing Cabinets: Presidential Politics 
and Ministerial Instability” (2014) menyatakan, “The 
power to appoint and fire government ministers is 
one of the most important…”. Lebih jauh Cecilia 
Martínez-Gallardo menyatakan, “The presidential 
literature has traditionally described government 
formation as a unilateral process dominated by the 
president”.  
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Apabila diletakkan dalam praktik sistem 
pemerintahan presidensial Indonesia, masalah terkait 
dengan kondisi jikalau seorang menteri mengajukan 
atau dicalonkan sebagai calon presiden atau calon 
wakil presiden, larangan untuk mengajukan atau 
diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil 
presiden baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden (UU 42/2008). Dalam hal ini, 
Pasal 6 ayat (1) UU 42/2008 menyatakan, “Pejabat 
negara yang dicalonkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik sebagai calon presiden atau 
calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari 
jabatannya”. Yang dimaksud dengan “pejabat 
negara” dalam Pasal 6 ayat (1) UU 42/2008 adalah 
Menteri dan seterusnya. Selanjutnya, Pasal 7 (1) UU 
42/2008 menyatakan, “Gubernur, wakil gubernur, 
bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota 
yang akan dicalonkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik sebagai calon presiden atau 
calon wakil presiden harus meminta izin kepada 
Presiden”. Surat permintaan izin dimaksud 
disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik sebagai dokumen 
persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden 
[vide Pasal 7 ayat (2) UU 42/2008]. Permintaan izin 
kepada presiden dalam rangka menegakkan etika 
penyelenggaraan pemerintahan [vide Penjelasan 
Pasal 7 ayat (1) UU 42/2008]. Kemudian, larangan 
tersebut diatur lebih detail dalam norma Pasal 170 
ayat (1) UU 7/2017 dan Penjelasannya. 

Bagaimana menjelaskan “larangan” atau 
“pembatasan” demikian? Salah satu rujukan untuk 
mengetahui latar belakang pemikiran dapat dilacak 
dalam Penjelasan Umum UU 42/2008. Setidaknya 
terdapat alasan berkenaan dengan larangan, 
pembatasan, atau persyaratan tersebut. Secara lebih 
umum, pemilu presiden dan wakil presiden adalah 
upaya untuk menghasilkan presiden dan wakil 
presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung 
tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan 
kapabilitas yang baik. Lebih spesifik, dalam konteks 
penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial, 
menteri yang akan dicalonkan menjadi presiden atau 
wakil presiden harus mengundurkan diri pada saat 
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didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal 
ini, pengunduran diri para pejabat negara tersebut 
dimaksudkan, termasuk di dalamnya menteri, untuk 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 
terwujudnya etika politik ketatanegaraan.  

Setelah merujuk dasar pemikiran tersebut, 
persyaratan mengundurkan diri tidak dapat 
dilepaskan dari posisi konstitusional menteri, yaitu 
sebagai pembantu presiden yang dalam menjalankan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, 
tanpa dilakukan pembatasan terhadap menteri yang 
akan maju atau diajukan sebagai calon presiden, 
akan menimbulkan kondisi dilematis dan sekaligus 
potensial merusak bangunan sistem pemerintahan 
presidensial.  

Secara praktis, jika seorang presiden yang 
sedang menjalankan pemerintahan (incumbent) 
masih berada dalam periode pertama jelas 
mempunyai peluang menjadi calon … dicalonkan 
kembali untuk periode kedua. Tolong diperbaiki, 
“dicalonkan kembali untuk periode kedua.” Dengan 
tidak adanya pembatasan berupa larangan, terutama 
bagi menteri yang sedang menjabat, sangat mungkin 
terjadi kondisi yang memperhadapkan presiden 
incumbent dengan menteri yang notabene 
merupakan bawahan presiden di jajaran kabinet. 
Merujuk pengalaman pemilu presiden dan wakil 
presiden secara langsung, pada tahun 2024[sic!] kita 
nyaris memiliki pengalaman tersebut, yaitu ketika 
Susilo Bambang Yudhyono, Jusuf Kalla, dan Agum 
Gumelar maju atau diajukan sebagai calon presiden 
atau calon wakil presiden. Sebagaimana diketahui, 
ketiganya merupakan menteri dalam kabinet di 
bawah Presiden Megawati Soekarnoputri. Bentangan 
empirik ketika itu, sebagai incumbent, Presiden 
Megawati juga maju sebagai calon presiden periode 
2004-2009 dan berpasangan dengan Hasyim Muzadi. 
Beruntungnya, Susilo Bambang Yudhyono, Jusuf 
Kalla, dan Agum Gumelar menyatakan mundur 
sebagai anggota kabinet. Padahal ketika itu, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mengatur 
perihal menteri harus mengundurkan diri bilamana 
maju atau diajukan sebagai calon presiden atau 
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calon wakil presiden. Sekiranya mereka tidak 
mengundurkan diri, kita akan melihat pertarungan 
antara presiden dengan anggota kabinet yang 
notabene adalah bawahan dan pembantu presiden. 
Artinya, anomali sedang menghinggapi praktik 
sistem presidensial Indonesia. Kondisi anomali 
tersebut akan semakin sulit dipahami jika anggota 
kabinet mengalahkan presiden incumbent. Lalu, apa 
yang akan terjadi dalam masa lame duck, yaitu 
ketika calon presiden yang merupakan anggota 
kabinet berhasil memenangkan kontestasi pemilihan 
presiden, sementara presiden incumbent masih 
melanjutkan sisa masa jabatan hingga akhir masa 
jabatan. Jikalau dikaitkan dengan tahapan Pemilu 
Presiden 2024, masa lame duck tersebut bisa 
mencapai enam sampai delapan bulan.  

Dalam konteks menghindari anomali tersebut, 
misalnya pengalaman Amerika Serikat sebagai 
negara yang juga mempraktikkan sistem 
pemerintahan presidensial, jika seorang Presiden 
masih berada dalam periode pertama, jangankan 
menteri atau anggota kabinet akan ikut menjadi 
calon presiden, anggota Senat atau DPR (House of 
Representatives) atau politisi dari partai politik yang 
sama tidak akan pernah maju sebagai calon 
presiden. Biasanya, presiden incumbent yang masih 
periode pertama akan diberikan kesempatan untuk 
bertarung lagi pada periode kedua. Hal tersebut 
menjadi semacam fatsun politik yang dipelihara 
dalam praktik sistem presidensial Amerika Serikat. 
Pemilihan contoh itu tidak terlepas dari penilaian, 
misalnya ahli hukum tata negara Indonesia Sri 
Soemantri (1976), menyatakan model Amerika 
Serikat sebagai “the mother” sistem pemerintahan 
persidensial. Bahkan, Douglas V. Verney (1992) 
mengingatkan apabila melakukan kajian terhadap 
sistem presidensial sebaiknya dimulai dengan 
menelaah sistem politik Amerika Serikat. Pelajaran 
yang dapat ditarik dari pengalaman Amerika Serikat, 
menjaga fatsun politik dalam proses pencalonan 
presiden dan wakil presiden.  

Berbeda dengan Amerika Serikat, di Nigeria, 
Article 84 (12) Electoral Act 2022 menyatakan, “No 
political appointee at any level shall be a voting 
delegate or be voted for at the Convention or 
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Congress of any political party for the purpose of the 
nomination of candidates for any election”. 
Ketentuan tersebut diajukan pengujiannya ke the 
Court of Appeal Nigeria, sesuai dengan 
kewenangannya, the Court of Appeal menolak 
permohoan membatalkan Article 84 (12) Electoral 
Act 2022 tersebut. Akibatnya, sepuluh menteri atau 
anggota kabinet yang berminat mengikuti untuk 
kontestasi pemilu dalam segala bentuknya, 
menyatakan mengundurkan diri sebagai Menteri 
(vide Premium Time, 14 Mei 2022). Pengalaman 
Nigeria menarik dipelajari karena model pemilihan 
presiden secara langsung di Indonesia juga 
terinspirasi dari model Nigeria terutama dalam 
mengonstruksi persentase persebaran jumlah suara 
di setiap provinsi dalam penentuan pemenang 
pemilihan presiden dan wakil presiden. 

Lalu, bagaimana jika Presiden incumbent telah 
berada di periode kedua dan menurut Pasal 7 UUD 
NRI Tahun 1945 tidak terbuka lagi kesempatan maju 
sebagai calon presiden. Berkenaan dengan hal ini, 
pembatasan bagi seorang menteri tidak lagi harus 
dibaca sebagai rivalitas antara presiden incumbent 
dengan Menteri kabinet. Tetapi harus dipandang 
sebagai rivalitas di antara sesama anggota kabinet. 
Dalam praktik, jika tidak ada pembatasan, sangat 
mungkin terdapat dua orang menteri atau lebih maju 
atau diajukan sebagai calon presiden atau calon 
wakil presiden. Bilamana tidak ada pembatasan, 
sangat mungkin terjadi rivalitas di antara 
kementerian karena dapat terjebak dalam 
memberikan dukungan terhadap menteri yang 
memimpin kementerian. Dalam batas penalaran 
yang wajar, dalam hal terdapat dua atau lebih 
anggota kabinet menjadi calon presiden atau calon 
wakil presiden hubungan di antara pembantu 
presiden dan di antara kementerian akan terjebak 
dalam penyakit anomali baru, yaitu pembelahan 
jajaran eksekutif (divided executive). 

[6.2.2] Bahwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana 
dikemukakan pada Sub-paragraf [6.2.1] tersebut, 
apakah saya harus menolak permohonan yang 
diajukan Pemohon. Berkenaan dengan persoalan 
tersebut, saya menyadari bahwa terdapat sejumlah 
putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dan 
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menegaskan perihal hak konstitusional warga negara 
untuk dipilih (to be candidate) adalah hak yang 
dijamin oleh konstitusi, undang-undang, ataupun 
konvensi internasional. Oleh karena itu, perlu 
dicarikan titik keseimbangan antara normalitas 
penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial 
agar tidak terjebak dengan sejumlah anomali dengan 
hak konstitusional warga negara untuk dipilih, 
termasuk untuk dipilih sebagai presiden dan wakil 
presiden. Keseimbangan baru tersebut, memberikan 
kesempatan kepada menteri atau pejabat setingkat 
menteri untuk mengajukan diri sebagai calon atau 
dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai 
politik peserta pemilu sepanjang pengusulan menteri 
yang bersangkutan mendapat persetujuan dari 
presiden dan non-aktif atau cuti sebagai menteri 
terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai 
selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil 
presiden.  

Khusus berkenaan dengan persetujuan dari 
presiden, perlu lebih ditegaskan persetujuan tersebut 
tidak menghilangkan posisi presiden sebagaimana 
diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945. Dalam posisi demikian, presiden dapat 
menjawab persetujuan dengan mengganti menteri 
yang mengajukan langkah persetujuan. Karena 
sejauh ini, menteri yang mengajukan diri atau 
dicalonkan berasal dari partai politik yang berbeda 
dengan partai politik presiden incumbent. Karena 
pemerintahan dibentuk dengan pola koalisi, 
pengganti menteri yang diberhentikan dapat berasal 
dari partai politik yang sama yang tergabung dalam 
koalisi. Upaya memberhentikan demikian tidak 
terlepas dari hak prerogatif Presiden untuk 
mengangkat dan memberhentikan menteri.   

[6.3]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, saya 
mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, sehingga norma 
Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara 
yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau 
Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil 
Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali 
Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan 
dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil 
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gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, 
termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang 
menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan 
persetujuan presiden dan cuti/non aktif sebagai menteri dalam 
… sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung 
sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan 
pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara itu, berkenaan 
dengan Penjelasan 170 ayat (1) UU 7/2017 menyesuaikan 
dengan pemaknaan bersyarat atau pemaknaan baru Pasal 170 
ayat (1) UU 7/2017 dimaksud.  

 Terima kasih, Pak Ketua. 
 
 
 
 

24. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan  Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua 
merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. 
Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan 
Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 
tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh 
dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 
untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan 
Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 
16.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Achmad Edi 
Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon 
dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan 
Presiden atau yang mewakili. 

 
PUTUSAN 

NOMOR 69/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang diajukan oleh: 
1. Partai Buruh sebagai ------------------------------- 

Pemohon I; 
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2. Dianggap dibacakan. 
3. Dianggap dibacakan. 
4. Dianggap dibacakan. 
5. Dianggap dibacakan. 
6. Dianggap dibacakan. 
7. Dianggap dibacakan. 
8. Dianggap dibacakan. 
9. Hendrik Hutagalung sebagai -------------------- Pemohon 

IX; 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2022 dan 
28 Juli 2022, memberi kuasa kepada Said Salahudin dan 
kawan-kawan.  

  Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ para 
Pemohon; 

 
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 

Mendengar keterangan para Pemohon; 
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan 
Rakyat; 
Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 
Membaca keterangan tambahan Presiden; 
Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon dan 
Presiden; 
Mendengar keterangan Saksi Presiden; 
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti Presiden Republik Indonesia; 
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 
 

2.  DUDUK PERKARA 
 

  Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 
25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH 

 
3.  PERTIMBANGAN HUKUM 

 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1] Dianggap telah dibacakan.      
[3.2] Dianggap telah dibacakan, Mahkamah berwenang menguji 

permohonan a quo. 
 

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil 
[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan 

permohonan pengujian formil, Mahkamah akan 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
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[3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan 
permohonan pengujian formil undang-undang, 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, Paragraf 
[3.34] telah menyatakan bahwa: 
“[3.34]  Menimbang dan seterusnya dianggap telah 

dibacakan.“   
[3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa 

putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan 
dengan tenggang waktu pengajuan permohonan 
pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum pada 31 Mei 2022, pada Sub-
paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang 
waktu pengajuan permohonan pengujian formil 
undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan 
dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak 
diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia; 

[3.3.3] Bahwa oleh karena UU 13/2022 diundangkan pada 16 
Juni 2022 sehingga batas waktu paling lambat 
pengajuan permohonan, yaitu 30 Juli 2022. Adapun 
permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah 
pada 27 Juni 2022 berdasarkan Akta Pengajuan 
Permohonan Pemohon Nomor 
63/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022. Dengan demikian 
permohonan para Pemohon diajukan masih dalam 
tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian 
formil suatu undang-undang.    

 
Kedudukan Hukum para Pemohon 
[3.4] Dianggap telah dibacakan. 
[3.5] Dianggap telah dibacakan.  
[3.6] Dianggap telah dibacakan.  
[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian 

para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak 
konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] 
di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam 
pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada 
Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai 
berikut: 
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[3.7.1] Dianggap telah dibacakan.  
[3.7.2] Dianggap telah dibacakan.  
[3.7.3] Dianggap telah dibacakan.  
[3.7.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di 

atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon IX 
telah dapat menguraikan alasan kerugian hak 
konstitusionalnya sebagai partai politik dan 
perseorangan warga negara Indonesia dan telah 
tampak pula hubungan sebab-akibat (causal verband) 
antara anggapan kerugian hak konstitusional dalam 
pengujian formil UU a quo. Dengan demikian, menurut 
Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya 
dalil mengenai inkonstitusionalitas proses pembentukan 
UU 13/2022, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX 
(selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a 
quo.       

[3.8]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo, dan permohonan pengujian 
formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, 
serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian 
formil, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok 
permohonan para Pemohon. 

 
26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 

Pokok Permohonan 
[3.9]  Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses 

penyusunan UU 13/2022 tidak sesuai dengan asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf e, huruf f, 
dan huruf g UU 13/2022, yaitu asas kedayagunaan dan 
kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan, 
dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil 
atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada 
bagian Duduk Perkara): 
1. Bahwa menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 

13/2022 cacat formil/cacat prosedur karena proses 
pembentukannya tidak memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 serta terdapat 
pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan 
secara nyata, sebagai berikut: 
a. proses pembentukan UU 13/2022 telah melanggar asas 

kedayagunaan dan kehasilgunaan karena substansi 
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perubahan UU a quo hanya terbatas untuk memberikan 
legitimasi terhadap UU 11/2020; 

b. proses pembentukan UU 13/2022 juga telah melanggar 
asas kejelasan rumusan karena dalam Penjelasan Pasal 72 
ayat (1a) yang dimaksud dengan “kesalahan teknis 
penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, 
rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, 
dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, 
pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat 
tidak substansial; 

c. proses pembentukan UU 13/2022 juga telah melanggar 
asas keterbukaan, karena tidak menerapkan partisipasi 
dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) 
sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan pembahasan yang cepat, yaitu selama 
6 (enam) hari; 

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon 
memohon agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU 
13/2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-
undang menurut UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat.   

[3.10]  Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para 
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi 
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 1 (satu) orang 
ahli, yaitu Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., yang telah 
didengarkan keterangannya dalam persidangan pada 15 
September 2022. Selain itu, para Pemohon juga telah 
menyerahkan kesimpulan bertanggal 27 September 2022 yang 
diterima Mahkamah pada 27 September 2022 (selengkapnya 
dimuat pada bagian Duduk Perkara). 

[3.11]  Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan 
Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan pada 8 
September 2022 dan telah menyampaikan keterangan tertulis 
dan Lampiran yang diterima Mahkamah pada 27 September 
2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 

[3.12]  Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan 
tertulis Presiden pada 22 Agustus dan 23 Agustus 2022 dan 
telah didengar dalam persidangan pada 24 Agustus 2022 dan 
Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada 5 
September dan 19 September 2022. Untuk mendukung dan 
membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti 
surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti 
PK-19, dan mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Bayu 
Dwi Anggono, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., serta 
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2 (dua) orang saksi, yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., 
M.Hum. dan Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H., yang telah 
didengarkan keterangannya dalam persidangan pada 22 
September 2022. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan 
kesimpulan bertanggal 27 September 2022 yang diterima 
Mahkamah pada                          27 September 2022 
(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 

[3.13]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan 
membaca secara saksama permohonan para Pemohon, 
keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para 
Pemohon dan Presiden, keterangan saksi Presiden, bukti-bukti 
surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, 
kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden, selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para 
Pemohon.      

[3.14]  Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses 
pembentukan UU 13/2022 telah melanggar “asas 
kedayagunaan dan kehasilgunaan” karena materi perubahan 
UU 13/2022 sangat terbatas untuk memberikan legitimasi 
terhadap UU 11/2020. Terhadap dalil para Pemohon a quo, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.14.1] Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 13/2022 

memberi pengertian yang dimaksud dengan “asas 
kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap 
peraturan perundang-undangan dibuat karena 
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat 
dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara; 

[3.14.2] Bahwa menurut Mahkamah, untuk melihat secara 
saksama tentang sejauhmana UU 13/2022 dibutuhkan 
dan juga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan 
bernegara, maka hal pertama yang harus dilakukan 
adalah dengan membaca secara komprehensif seluruh 
dokumen yang terkait dengan proses pembentukan 
UU 13/2022, serta keseluruhan bagian dari UU a quo 
mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai 
dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis serta bagian 
penjelasan umum yang mendeskripsikan latar 
belakang pembentukan suatu UU, apakah benar 
memang mengabaikan asas tersebut; 

[3.14.3] Bahwa dalam Konsiderans Menimbang UU 13/2022 
ditentukan pembentukan peraturan perundang-
undangan dilaksanakan secara terencana, terpadu, 
dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian 
hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat 
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sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dalam 
mendukung tercapainya arah dan tujuan 
pembangunan hukum nasional [vide Konsiderans 
Menimbang huruf a UU 13/2022]. Kemudian, 
ditentukan pula UU a quo dibentuk untuk mewujudkan 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
terencana, terpadu, dan berkelanjutan sehingga 
dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme 
pembentukan peraturan perundang-undangan sejak 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, 
atau penetapan hingga pengundangan dengan 
menambahkan antara lain pengaturan mengenai 
metode omnibus dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan 
dan partisipasi masyarakat yang bermakna. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan 
adanya perubahan atas UU 12/2011 jo. UU 15/2019 
[vide Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c UU 
13/2022]; 

[3.14.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Sub-
paragraf [3.14.3], Mahkamah berpendapat substansi 
Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 13/2022 bukanlah 
substansi yang baru karena sejak diberlakukan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 
10/2004), kemudian diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) telah 
ditentukan adanya asas-asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah 
asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Berkenaan 
dengan asas tersebut setidaknya terdapat 2 (dua) 
kriteria untuk menilai apakah pembentukan suatu UU 
memenuhi asas dimaksud, yakni benar-benar 
dibutuhkan dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan 
bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;  

Berkenaan dengan kriteria “benar-benar 
dibutuhkan”, kebutuhan dalam pembentukan undang-
undang yaitu sebagai: pengaturan lebih lanjut dari 
perintah UUD 1945; perintah undang-undang untuk 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang;  
pengesahan perjanjian internasional tertentu; tindak 
lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 
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pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat 
[vide Pasal 10 UU 12/2011). Khusus berkenaan 
dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, 
pembentukan UU 13/2022 adalah perintah dari 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020. Dalam hal ini, Sub-paragraf [3.20.3] 
Putusan Mahkamah Konstitusi a quo pada pokoknya 
menyatakan agar segera dibentuk landasan hukum 
yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam 
pembentukan undang-undang dengan menggunakan 
metode omnibus law yang mempunyai sifat 
kekhususan tersebut;  

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di 
atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa 
proses pembentukan UU 13/2022 telah melanggar 
“asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 13/2022 adalah tidak 
beralasan menurut hukum. 

 
27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

[3.15]  Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses 
pembentukan UU 13/2022 telah melanggar “asas kejelasan 
rumusan” karena dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) yang 
dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain 
adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang 
tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, 
bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang 
bersifat tidak substansial. Berkenaan dengan dalil para 
Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut: 
[3.15.1] Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf f UU 13/2022 

memberi pengertian yang dimaksud dengan “asas 
kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan 
perundang-undangan harus memenuhi persyaratan 
teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, 
sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa 
hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga 
tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi 
dalam pelaksanaannya; 

[3.15.2] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo 
penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih 
dahulu norma Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 yang 
menyatakan, “Dalam hal Rancangan Undang-Undang 
yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat 
kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh 
pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas 
Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah 
yang diwakili oleh kementerian yang membahas 
Rancangan Undang-Undang tersebut”. Selanjutnya 
dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa:  

“yang dimaksud dengan “kesalahan teknis 
penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak 
lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, 
salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, 
bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang 
tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.”  
Penormaan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 

dibentuk karena perintah Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang secara 
substansi memerlukan adanya pengaturan jikalau 
dalam proses perumusan norma dalam undang-
undang terdapat kesalahan teknis penulisan maka 
diperlukan adanya batas toleransi kesalahan teknis 
penulisan tersebut. Hal demikian, karena Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya tahun 
2020 telah menegaskan dalam Sub-paragraf [3.17.6] 
hlm. 391, sebagai berikut, “… jikapun terpaksa 
dilakukan perubahan, hanyalah bersifat format atau 
penulisan karena adanya kesalahan pengetikan (typo) 
dan perubahan tersebut tidak boleh mengubah makna 
norma pasal atau substansi rancangan undang-
undang yang telah disetujui bersama”. Pertimbangan 
hukum tersebut telah diakomodir dalam Pasal 72 ayat 
(1a) dan Penjelasan UU 13/2022.  

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di 
atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa 
pembentukan UU 13/2022 telah melanggar “asas 
kejelasan rumusan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 
huruf f UU 13/2022 adalah tidak beralasan menurut 
hukum. 

[3.16]  Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses 
pembentukan UU 13/2022 telah melanggar “asas keterbukaan”, 
karena proses perubahan UU 13/2022 tidak menerapkan 
partisipasi masyarakat dalam arti sesungguhnya (meaningful 
participation) sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya tahun 2020. Hal ini 
didalilkan oleh para Pemohon dengan pembahasan perubahan 
undang-undang yang terbilang cepat hanya dibahas selama 6 
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(enam) hari di Badan Legislasi DPR RI. Terhadap dalil para 
Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut: 
[3.16.1] Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 

13/2022, yang dimaksud dengan asas keterbukaan 
adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-
undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 
pengundangan, termasuk pemantauan dan 
peninjauan memberikan akses kepada publik yang 
mempunyai kepentingan dan terdampak langsung 
untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan 
masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara 
lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam 
jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Secara 
substansial, materi asas keterbukaan telah diatur 
sejak berlakunya UU 10/2004. Kemudian, materi 
dimaksud diatur kembali dalam UU 12/2011 yang 
menyatakan, “asas keterbukaan adalah bahwa dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai 
dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan 
bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, 
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan 
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” 
[vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011]. 
Menurut Mahkamah, substansi Penjelasan berkenaan 
dengan asas keterbukaan dalam UU 13/2022 jauh 
lebih luas dibandingkan dengan UU 12/2011. 
Penjelasan lebih luas demikian tidak dapat dilepaskan 
dari makna partisipasi masyarakat dalam proses 
pembentukan undang-undang sebagaimana Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya tahun 
2020;  

[3.16.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama Keterangan DPR yang telah disampaikan 
dalam persidangan pada 8 September 2022 
berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam 
proses pembentukan UU 13/2022, Mahkamah 
menemukan fakta sebagai berikut: 
1. Dianggap dibacakan. 
2. Dianggap dibacakan. 
3. Dianggap dibacakan. 
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4. Dianggap dibacakan. 
5. Dianggap dibacakan. 

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, 
keterangan disertai dengan bukti-bukti yang diajukan 
DPR telah menunjukkan bahwa selama proses 
pembentukan UU 13/2022 telah dilakukan secara 
terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 
Terlebih lagi, bukti-bukti yang diajukan oleh para 
Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa 
proses pembentukan UU 13/2022 telah melanggar 
asas keterbukaan. Keraguan Mahkamah makin 
bertambah karena para Pemohon mendalilkan bahwa 
proses pembentukan UU 13/2022 dilakukan hanya 
selama 6 (enam) hari di Badan Legislasi DPR. Padahal, 
Badan Legislasi DPR sesuai dengan tugas dan 
fungsinya adalah salah satunya memberikan 
pertimbangan terhadap rancangan undang-undang 
yang diajukan oleh anggota DPR [vide Pasal 105 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 66 Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib]. Artinya, dalil para Pemohon yang 
menyatakan rancangan UU 13/2022 dibahas di Badan 
Legislasi DPR adalah tidak sesuai dengan proses 
pembentukan undang-undang sebagaimana diatur 
dalam Pasal 22A UUD 1945 dan peraturan 
pelaksananya. Di samping itu, penting bagi Mahkamah 
menegaskan bahwa pembentukan UU 13/2022 adalah 
merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya tahun 2020. 

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, 
menurut Mahkamah, pembentuk UU 13/2022 telah 
melakukan partisipasi publik sesuai dengan asas 
keterbukaan. Dengan demikian, dalil para Pemohon 
berkenaan dengan pembentukan UU 13/2022 tidak 
sesuai dengan Pasal 5 huruf g UU 13/2022 adalah 
tidak beralasan menurut hukum.      

[3.18]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon 
berkenaan dengan UU 13/2022 telah ternyata proses 
pembentukannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh 
karena itu, UU 13/2022 tetap mempunyai kekuatan hukum 
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mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah 
tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

[3.19]  Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan 
lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.   

 
28. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan         di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil 

diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan 
permohonan pengujian formil; 

[4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo; 

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut 
hukum; 

[4.5] Hal-hal lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih 
lanjut. 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan seterusnya. 
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 
 
 

 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap 
Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. 
Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 
dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 
umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, 
tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 16.28 WIB, 
oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi 
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau 
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden 
atau yang mewakili.   

 
 
 

KETUK PALU 1X 
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PUTUSAN 
NOMOR 88/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang diajukan oleh: Sulistya 
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 
Agustus 2022, memberi kuasa kepada Dr. I Wayan Suka Wirawan, 
S.H., M.H.: 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Pemohon; 
 

 [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 

2. DUDUK PERKARA 
 
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 

 
29. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 

 
Kewenangan Mahkamah 
Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. 
 
Kedudukan Hukum Pemohon 
Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan a quo; 
 
[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah 
akan mempertimbangkan pokok permohonan.  

 
Pokok Permohonan 
[3.7]  Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 

ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 
20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), 
serta Pasal 52 UU 14/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat 
(1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)  UUD 
1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah 
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dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
1. Dianggap dibacakan; 
2. Dianggap dibacakan; 
3. Dianggap dibacakan; 
4. Dianggap dibacakan; 
5. Dianggap dibacakan; 
6. Dianggap dibacakan. 
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, 

Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan 
putusan dengan amar yang bersifat alternatif sebagai berikut: 
a. Menyatakan frasa "hak-hak pribadi" dalam Pasal 6 ayat (3) 

huruf c UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 
serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi 
publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah 
tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang 
berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran 
tanah; 

b. Menyatakan frasa "isi akta otentik yang bersifat pribadi" 
dalam Pasal 17 huruf g UU 14/2008 bertentangan dengan 
UUD1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap 
informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau 
warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik 
yang berwenang menyelenggarakan kegiatan 
pendaftaran tanah; 

c. Menyatakan frasa "rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, 
aset, pendapatan" dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU 
14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang 
tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang 
dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang 
menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; 

d. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 bertentangan 
dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan 
setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat 
dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan 
publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan 
pendaftaran tanah; 

e. Atau setidak-tidaknya, menyatakan frasa "hak-hak pribadi" 
dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, frasa "isi akta otentik 
yang bersifat pribadi" dalam Pasal 17 huruf g, frasa 
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"rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, 
pendapatan" dalam Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 
20 ayat (1) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 
serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai mengecualikan/tidak berlaku 
bagi setiap subyek hukum yang berhak atas tanah 
termasuk berdasarkan titel harta bersama; 

f. Menyatakan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 bertentangan 
dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan 
setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat 
dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan 
publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan 
pendaftaran tanah; 

g. Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 
14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

h. Menyatakan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 
bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 
mengatribusikan kewenangan kepada Komisi Informasi 
untuk memerintahkan badan publik melakukan uji 
konsekuensi berlaku surut pada tahap penyelesaian 
sengketa informasi; 

i. Menyatakan frasa "pidana denda paling banyak Rp 
5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dalam Pasal 52 UU 
14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

[3.8]  Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah 
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 
sampai dengan bukti P-17. 

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas 
maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 UU MK tidak terdapat 
kebutuhan bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. 

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 
permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan permohonan Pemohon terkait dengan 
adanya permohonan pengujian norma yang sama yaitu Pasal 2 
ayat (4) dan Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 pada perkara 
pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah 
berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 UU MK dan 
Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
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(selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang masing-masing 
menyatakan: 
Pasal 60 UU MK dianggap dibacakan. 

  Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap dibacakan. 
[3.10.1] Bahwa terhadap Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 sudah 

pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 3/PUU-XIV/2016 yang telah diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum pada 11 Januari 2017. 
Demikian pula Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 sudah 
pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 45/PUU-XVII/2019 yang telah diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum pada 23 Oktober 2019. 
Dalam permohonan Perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016, 
Pemohon mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (4) UU 
14/2008 dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) 
dan Pasal 28F UUD 1945. Selanjutnya, dalam 
permohonan Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019, 
Pemohon mengajukan pengujian kata “setelah” dalam 
Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam 
Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dengan dasar 
pengujiannya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 
1945. Sedangkan untuk permohonan Pemohon a quo 
yang dilakukan pengujian adalah Pasal 2 ayat (4), 
Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 
huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), 
Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 52 UU 
14/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 
28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.  

[3.10.2] Bahwa terhadap permohonan pengujian di atas, 
setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan 
Pemohon dan pasal yang diujikan terdapat perbedaan 
karena Pemohon memohon pengujian terhadap Pasal 
6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h 
angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan ayat 
(2), serta Pasal 52 UU 14/2008, dan permohonan a 
quo juga menggunakan dasar pengujian Pasal 28G 
ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)  UUD 1945 yang tidak 
digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara 
Nomor 3/PUU-XIV/2016 dan Nomor 45/PUU-
XVII/2019. Terhadap ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU 
14/2008, Mahkamah belum menilai dalil pokok 
permohonan. Dengan demikian, terlepas secara 
substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, 
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secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 
60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 
beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh 
karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan 
pokok permohonan lebih lanjut. 

[3.11] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan 
Pemohon apabila dicermati lebih lanjut terdapat permasalahan 
hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang esensinya sebagai 
berikut: 
1. Dianggap dibacakan. 
2. Dianggap dibacakan. 
3. Dianggap dibacakan. 
4. Dianggap dibacakan.  

 
30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 
permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, 
dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, sebagaimana 
selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.12.1]  Bahwa Pemohon mendalilkan frasa "hak-hak pribadi" 

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, frasa "isi akta otentik 
yang bersifat pribadi" dalam Pasal 17 huruf g, frasa 
"rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, 
pendapatan" dalam Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 
20 ayat (1) UU 14/2008 inkonstitusional sepanjang 
dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang 
tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang 
dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang 
menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, atau 
setidak-tidaknya tidak dimaknai mengecualikan bagi 
setiap subjek hukum yang berhak atas tanah termasuk 
berdasarkan titel harta bersama. Dalam mendalilkan 
inkonstitusionalitas tersebut Pemohon mengaitkannya 
dengan Pasal 2  ayat (4) UU 14/2008. Berkenaan 
dengan dalil-dalil Pemohon a quo penting bagi 
Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa norma 
Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 telah pernah diputus oleh 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
3/PUU-XIV/2016 yang dalam pertimbangan hukum Sub-
paragraf [3.7.2] menyatakan bahwa: 
[3.7.2] Bahwa selanjutnya dan seterusnya dianggap 

dibacakan sampai halaman 77.  
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Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas, 
sekalipun Pemohon dalam permohonannya memberikan alasan 
yang berbeda dengan Perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016, namun 
pada intinya memiliki kesamaan esensi yang menghendaki tidak 
adanya pengecualian terhadap informasi publik sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 huruf h 
angka 3 UU 14/2008. Dalam kaitan ini, penting ditegaskan bahwa 
Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah 
dipertimbangkan dalam kutipan pertimbangan hukum di atas 
bahwa pengecualian dalam norma Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 
merupakan hal yang dapat dibenarkan dalam rangka memberikan 
perlindungan yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 
Dengan demikian, meskipun setiap Badan Publik mempunyai 
kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang 
berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas, namun 
terdapat pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas terhadap 
informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 17 UU 14/2008. 
Salah satu informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik 
adalah “informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi”. 
Menurut Mahkamah, apabila Informasi Publik dimaksud dibuka hal 
ini justru dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, 
dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 2 ayat 
(4) UU 14/2008 adalah tidak beralasan menurut hukum.  

Bahwa dengan telah dinyatakan oleh Mahkamah norma Pasal 
2 ayat (4) UU 14/2008 konstitusional, maka dalil Pemohon 
berkenaan dengan frasa "hak-hak pribadi" dalam Pasal 6 ayat (3) 
huruf c, frasa "isi akta otentik yang bersifat pribadi" dalam Pasal 
17 huruf g, frasa "rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, 
pendapatan" dalam Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat 
(1) UU 14/2008 yang dimohonkan Pemohon agar diberi 
pemaknaan oleh Mahkamah untuk mengecualikan informasi publik 
yang telah dikecualikan dalam UU 14/2008, sesuai dengan kasus 
konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah tidak relevan 
lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih lagi, bukan 
merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikan 
kasus konkret yang dialami Pemohon. Dengan demikian, menurut 
Mahkamah permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 6 ayat 
(3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h     angka 3, dan 
Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 adalah tidak beralasan menurut 
hukum.   
[3.12.2]  Bahwa Pemohon juga mendalilkan kata "dapat" dalam 

Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 inkonstitusional karena 
menyebabkan berlarut-larutnya proses penyelesaian 
sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon. 
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Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada 
Mahkamah agar kata ”dapat” dinyatakan 
inkonstitusional. Berkenaan dengan dalil Pemohon a 
quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
1. Norma Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 pada pokoknya 

menyatakan proses penyelesaian sengketa informasi 
publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 
100 (seratus) hari kerja. Menurut Pemohon frasa 
"paling lambat dapat" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 
14/2008 mengandung pertentangan dalam dirinya 
sendiri, karena frasa "paling lambat" jelas bermakna 
"harus", sedangkan kata "dapat" jelas bermakna 
"tidak harus". Menurut Mahkamah meskipun Pasal 38 
ayat (2) UU 14/2008 dirumuskan dengan kata 
“dapat” telah direalisasikan melalui berbagai prosedur 
beracara dalam rangka memberikan jaminan 
penyelesaian sengketa paling lambat dalam waktu 
100 (seratus) hari kerja. Terlebih lagi, secara 
doktriner penggunaan kata “dapat” dalam 
penormaan undang-undang merupakan hal yang 
lazim dilakukan karena “operator norma” tidak selalu 
dirumuskan dengan kata wajib atau harus, di mana 
norma wajib atau harus berkaitan dengan kewajiban 
yang telah ditetapkan dan apabila tidak dipenuhi 
kewajiban tersebut dikenakan sanksi. Sementara itu, 
secara normatif kata “dapat” mengandung sifat 
diskresioner (vide angka 267 dan angka 268 
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, selanjutnya 
disebut UU 12/2011). Karena, sifat diskresioner 
tersebut maka norma “dapat” dalam pelaksanaannya 
dapat menjadi wajib untuk direalisasikan karena ada 
faktor-faktor yang mengharuskannya (vide Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVIII/2020, 
hlm. 121-122, yang diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum pada 25 November 2020).  

2. Sementara, berkaitan dengan sengketa informasi 
publik yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi 
Informasi, merupakan informasi publik yang telah 
dikecualikan oleh UU 14/2008 sebagaimana telah 
dipertimbangkan di atas. Namun demikian, perlu 
dijelaskan, proses pengajuan sengketa informasi 
publik ke Komisi Informasi dilakukan melalui 
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tahapan-tahapan sebagaimana telah ditentukan 
dalam Bab VIII tentang Keberatan dan Penyelesaian 
Sengketa Melalui Komisi Informasi UU 14/2008. 
Artinya, tahapan keberatan harus dilalui terlebih 
dahulu, di mana setiap pemohon informasi Publik 
pada pokoknya dapat mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi berdasarkan alasan yang salah 
satunya adalah karena adanya penolakan atas 
permintaan informasi berdasarkan alasan 
pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam 
Pasal 17 UU 14/2008 [vide Pasal 35 UU 14/2008]. 
Keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon Informasi   
Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan yang 
telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) UU 
14/2008. Selanjutnya, atasan pejabat memberikan 
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 
Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
diterimanya keberatan secara tertulis [vide Pasal 36 
UU 14/2008]. Berkenaan dengan keberatan tersebut, 
UU a quo memberikan ruang untuk diadakannya 
penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu 
oleh pihak pemohon dan pejabat pengelola informasi 
publik atas keberatan yang diajukan karena alasan: 
(1) tidak disediakannya informasi berkala 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU 14/2008; 
(2) tidak ditanggapinya permintaan informasi; (3) 
permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana 
yang diminta; (4) tidak dipenuhinya permintaan 
informasi; pengenaan biaya yang tidak wajar; (5) 
dan/atau penyampaian  informasi  yang  melebihi  
waktu  yang  diatur dalam UU 14/2008. Sedangkan, 
terhadap penolakan atas permintaan informasi 
karena alasan dikecualikan oleh UU tidak dibuka 
ruang musyawarah antar para pihak [vide Pasal 35 
ayat (2) UU 14/2008]. Dalam hal permintaan 
informasi publik telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan maka atasan pejabat tersebut 
menyampaikan alasan tertulis disertakan dengan 
tanggapan yang menguatkan putusan yang telah 
ditetapkan oleh bawahannya [vide Pasal 36 ayat (3) 
UU 14/2008].  
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3. Tahapan selanjutnya, pengajuan penyelesaian 
sengketa melalui Komisi Informasi baru dilakukan 
apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan 
tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik [vide 
Pasal 37 ayat (1) UU 14/2008]. Dalam kaitan ini 
ditentukan, upaya penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya 
tanggapan tertulis dari atasan pejabat tersebut. 
Dalam konteks inilah, UU a quo merealisasikan asas 
penyelenggaraan informasi publik, salah satunya 
menghendaki setiap Informasi Publik harus dapat 
diperoleh oleh setiap Pemohon Informasi Publik 
dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan 
cara sederhana [vide Pasal 2 ayat (3) UU 14/2008]. 
Oleh karenanya, berkaitan dengan penyelesaian 
sengketa informasi publik Pasal 38 ayat (1) UU 
14/2008 menegaskan bahwa “Komisi Informasi Pusat 
dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi 
Informasi kabupaten/kota harus mulai 
mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 
menerima permohonan penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik”. Dalam kaitan ini, jika dikorelasikan 
dengan tidak dibukanya ruang untuk mediasi 
terhadap keberatan pemohon informasi atas 
permintaan informasi yang dinyatakan sebagai 
informasi yang dikecualikan maka dalam konteks ini 
pula mediasi dan ajudikasi pun tidak dilakukan untuk 
sengketa informasi publik yang diajukan karena 
informasi tersebut telah dikecualikan sebagaimana 
telah ditegaskan secara expressis verbis dalam Pasal 
6 dan Pasal 17 UU 14/2008. Dengan demikian, norma 
Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 yang menurut 
Pemohon dilaksanakan secara berlarut-larut melebihi 
waktu 100 (seratus) hari merupakan dalil yang tidak 
beralasan karena proses penyelesaian sengketa 
informasi publik dilakukan sesuai dengan tahapan 
yang telah ditentukan sepanjang hal tersebut bukan 
merupakan informasi publik yang memang 
dikecualikan. Namun demikian, sesuai dengan asas 
pelayanan yang cepat dan tepat, Komisi Informasi 
seharusnya memberikan pelayanan berupa 



126 

tanggapan yang memadai terhadap setiap 
permohonan yang diajukan, termasuk terhadap 
informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, dalil 
Pemohon berkenaan dengan Pasal 38 ayat (2) UU 
14/2008 adalah tidak beralasan menurut hukum. 

[3.12.3]  Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat 
(2) UU 14/2008 hanya memberikan kewenangan 
kepada badan publik untuk melakukan uji konsekuensi 
sebelum mengambil keputusan terhadap setiap 
permohonan dan menjadi tidak berwenang melakukan 
uji konsekuensi setelah badan publik menolak 
permohonan informasi. Berkenaan dengan dalil a quo, 
ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 
pada intinya telah menentukan Badan Publik harus 
membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya 
apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi 
dengan alasan informasi tersebut termasuk dalam 
kriteria informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai 
dengan huruf g UU 14/2008. Dalam hal ini, tanpa 
Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan 
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Pengklasifikasian Informasi Publik (selanjutnya disebut 
Perki Nomor 1 Tahun 2017) dan Peraturan Komisi 
Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Standar layanan Informasi Publik (selanjutnya 
disebut Perki Nomor 1 Tahun 2021) sebagai peraturan 
pelaksana UU 14/2008 menentukan dalam Pasal 4 ayat 
(1) Perki Nomor 1 Tahun 2017 bahwa dalam hal Badan 
publik menyatakan informasi publik tertentu yang 
dikecualikan maka pengecualian informasi publik 
tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi. 
Jika dilihat dari pengertiannya yang dimaksud pengujian 
konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi 
yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada 
masyarakat dengan mempertimbangkan secara 
saksama bahwa menutup informasi publik dapat 
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada 
membukanya atau sebaliknya [vide Bab I Ketentuan 
Umum, Pasal 1 angka 6 Perki Nomor 1 Tahun 2017]. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Perki Nomor 1 
Tahun 2021, pengujian Konsekuensi dapat dilakukan: a. 
sebelum adanya permohonan Informasi Publik; b. pada 
saat adanya permohonan Informasi Publik; atau c. pada 
saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas 
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perintah Majelis Komisioner. Pejabat yang 
melaksanakan pengujian konsekuensi adalah Pejabat 
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (selanjutnya 
disingkat PPID) atas persetujuan pimpinan badan publik 
[vide Pasal 4 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2017 dan 
Pasal 10 ayat (1)       huruf g Perki Nomor 1 Tahun 
2021].  

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta agar Komisi 
Informasi memerintahkan badan publik yang telah menolak 
memberikan informasi untuk melakukan uji konsekuensi berlaku 
surut, maka dalam kaitan ini telah diatur tugas dan wewenang 
Komisi Informasi dalam ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 UU 
14/2008, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan 
ayat (2) UU 14/2008 telah ditentukan pula Putusan Komisi 
Informasi berupa: 
(1) Dianggap dibacakan.  
(2) Dianggap dibacakan.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah 
ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008, adalah 
merupakan bentuk prinsip kehati-hatian, agar badan publik tidak 
dengan serta-merta dapat menyatakan tidak dapat memberikan 
informasi dengan alasan informasi tersebut dikategorikan sebagai 
informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g UU 
14/2008. Dalam hal ini, sebuah badan publik harus menyertakan 
alasannya mengenai tidak dapat diberikannya informasi publik 
yang dimohonkan. Begitu juga dengan putusan Komisi Informasi, 
telah diatur putusan apa yang dapat dijatuhkan oleh Komisi 
Informasi, baik bagi badan publik ataupun PPID, termasuk jika di 
dalam putusan yang bersangkutan mengandung perintah 
sebagaimana yang dimintakan oleh pemohon informasi publik.  

Jika dikaitkan dengan dalil Pemohon, yang menginginkan 
agar uji konsekuensi dapat juga dilakukan setelah sebuah badan 
publik menolak permohonan informasi yang diajukan seseorang 
dan meminta agar Komisi Informasi memerintahkan badan publik 
yang telah menolak memberikan informasi untuk melakukan uji 
konsekuensi berlaku surut, menurut Mahkamah dalil-dalil a quo 
adalah dalil yang berdasarkan pada kasus konkret Pemohon, 
sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut 
karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk 
menyelesaikan kasus konkret yang dialami Pemohon. Dengan 
demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 45 
ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 adalah tidak beralasan menurut 
hukum. 
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[3.12.4]  Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan frasa "pidana 
denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" 
dalam Pasal 52 UU 14/2008 inkonstitusional karena nilai 
denda tersebut lebih kecil jumlahnya daripada kerugian 
yang ditimbulkan oleh badan publik, hal ini akan 
mengakibatkan badan publik menghindari hukum 
secara tanpa hak dan hal ini bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenaan 
dengan dalil a quo, Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana pada buku kesatu dalam BAB I Pasal 1 ayat (1) 
menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat 
dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-
undangan pidana yang telah ada. Sementara, 
berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011 ditentukan 
materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat 
dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. 
Berdasarkan kedua ketentuan a quo dimungkinkan 
untuk adanya ketentuan pidana dalam sebuah undang-
undang, in casu UU 14/2008. Menurut Mahkamah, 
dengan adanya ketentuan pidana dalam Pasal 52 UU 
14/2008 memberikan perlindungan kepada setiap orang 
yang dirugikan oleh perbuatan badan publik yang telah 
dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, 
dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa 
Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang 
wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik 
yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi 
Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan 
sesuai dengan UU 14/2008, ada batasan dan sanksi 
yang jelas ketika perbuatan-perbuatan tersebut 
dilanggar. 

Menurut Mahkamah, jika dikaitkan dengan dalil Pemohon 
bahwa  frasa "pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima 
juta rupiah)" dalam Pasal 52 UU 14/2008 inkonstitusional karena 
nilai denda tersebut lebih kecil jumlahnya daripada kerugian yang 
ditimbulkan oleh badan publik, ketentuan ini justru melindungi 
pihak-pihak yang membutuhkan informasi publik dari perbuatan 
badan publik yang dilakukan secara sengaja tidak menyediakan 
data informasi publik, dan hal ini tidak melanggar hak 
konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang dilindungi dalam Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya telah jelas apabila 
permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka 
justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi, 
selama ini Mahkamah selalu berpendirian, antara lain dalam 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XVIII/2020, yang 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 November 
2020, Sub-paragraf [3.13.2], bahwa terhadap norma yang 
mengatur sanksi pidana dalam sebuah undang-undang 
merupakan bagian kebijakan pemidanaan (criminal policy) yang 
menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang 
menentukannya. Sebab, hal yang berkaitan dengan perampasan 
kemerdekaan atau pembatasan hak asasi warga negara 
diperlukan representasi dari kehendak rakyat melalui lembaga 
perwakilan rakyat untuk menentukannya. Dengan demikian, dalil 
Pemohon berkenaan dengan Pasal 52 UU 14/2008 adalah tidak 
beralasan menurut hukum. 

[3.13]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum 
sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 
ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, 
Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat 
(2), serta Pasal 52 UU 14/2008 telah ternyata tidak menimbulkan 
ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan tidak terlindunginya 
hak pribadi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana 
didalilkan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 

[3.14]  Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam 
permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada 
relevansinya. 

 
31. KETUA: ANWAR USMAN 

4. KONKLUSI 
 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Pemohon  memiliki  kedudukan  hukum  untuk  mengajukan  

permohonan a quo; 
[4.3]  Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076). 
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5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, 
Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, 
dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 
tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 
umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, 
tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 17.02 WIB, 
oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Ria Indriyani 
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau 
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden 
atau yang mewakili. 

Terakhir.  
PUTUSAN 

NOMOR 91/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang diajukan oleh:  

 
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. 

 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 1 

September 2022 memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza 
Pasha, S.H., dkk.; 

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- 
Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 

2.  DUDUK PERKARA 
 

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

KETUK PALU 1X 



131 

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1]  Dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili perkara 

ini. 
  
Kedudukan Hukum Pemohon 

Juga dianggap dibacakan, Mahkamah berpendapat Pemohon 
memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. 
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang 

mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok 
permohonan. 

 
Pokok Permohonan 
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (3) UU 

18/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat 
(1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 
dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat 
dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai 
berikut: angka 1 sampai angka 5 dianggap dibacakan. 

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon 
meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 28 ayat 
(3) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan 
paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan 
sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 
sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai 
politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”. 

[3.8]  Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, 
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi 
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5. 

[3.9]  Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, 
maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah 
berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk 
mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam 
Pasal 54 UU MK dimaksud. 

[3.10]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 
dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu 
akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan 
dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
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Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 
2/2021). Pertimbangan demikian diperlukan untuk menentukan 
apakah norma a quo dapat dimohonkan kembali karena norma 
a quo telah pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam 
beberapa putusan Mahkamah sebelumnya. Berkenaan dengan 
fakta tersebut: 
 Pasal 60 UU MK menyatakan: ayat (1) ayat (2) dianggap 
dibacakan. 
 Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: ayat (1) ayat (2) 
dianggap dibacakan juga. 

Terhadap persoalan tersebut, ketentuan norma Pasal 28 
ayat (3) UU 18/2003 pernah diajukan sebelumnya dan telah 
diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-
IV/2006 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
pada 30 November 2006, dengan amar “Menyatakan 
permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya”; dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 yang 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 
November 2019, dengan amar putusan “Menolak permohonan 
para Pemohon untuk seluruhnya”. Setelah Mahkamah 
mempelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 
014/PUU-IV/2006 menggunakan dasar pengujian, yaitu: Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J 
ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta Perkara Nomor 
35/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar pengujian, yaitu: Pasal 
28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 
Sementara itu, berkenaan dengan alasan konstitusional yang 
digunakan dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, pada 
intinya adalah larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi 
advokat sebagai pengurus partai politik, sedangkan Perkara 
Nomor 35/PUU-XVI/2018 menggunakan alasan pada intinya 
berkenaan dengan pembentukan organisasi advokat. 

Berdasarkan uraian di atas, setelah membandingkan 
Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dan Perkara Nomor 35/PUU-
XVI/2018 dengan permohonan a quo, telah terdapat perbedaan 
dasar pengujian dalam mengajukan permohonan 
inkonstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003. Dalam 
hal ini, Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat 
(3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat 
(3) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian 
dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dan Perkara Nomor 
35/PUU-XVI/2018. Selain dasar pengujian, sebagaimana 
diuraikan dalam Paragraf [3.7] angka 1 sampai dengan angka 
5, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam 
permohonan Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006  dan Perkara 
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Nomor 35/PUU-XVI/2018 dengan alasan konstitusional 
permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial 
permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, 
berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 
ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan 
kembali. 

[3.11]  Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon 
berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) 
PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. 

[3.12]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama permohonan Pemohon, sebagaimana selengkapnya 
dimuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusional 
yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah ketiadaan 
pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam 
norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 
1945. Persoalan tersebut menjadi sangat relevan karena selama 
ini pengaturan berkenaan dengan masa jabatan pimpinan suatu 
organisasi advokat hanya diatur atau didasarkan AD/ART 
organisasi advokat. Sebagaimana didalilkan Pemohon, sebagai 
organisasi penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara 
dengan penegak hukum lainnya dalam desain besar penegakan 
hukum di Indonesia, pembatasan masa jabatan pimpinan 
menjadi sesuatu yang mendasar dalam menjaga eksistensi 
organisasi advokat.   

 
33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
[3.13]  Menimbang bahwa pada prinsipnya, advokat bertatus sebagai 

penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum 
dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003. Secara doktrinal penegak 
hukum merupakan aparat yang berhubungan, salah satunya 
dengan masalah peradilan (litigasi). Dalam menciptakan sistem 
peradilan yang mengedepankan supremasi hukum dan hak 
asasi manusia, selain unsur penegak hukum lainnya, diperlukan 
campur tangan dan pengaruh dari luar yaitu profesi advokat 
yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk 
terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki 
kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam 
menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi 
manusia (vide konsiderans Menimbang UU 18/2003). Artinya, 
usaha mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, advokat 
memiliki peran dan fungsi yang sama dengan lembaga 
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peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti 
kepolisian dan kejaksaan. Sehubungan dengan posisi itu, 
Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dan memutus 
bagaimana sejatinya posisi advokat sebagai salah satu unsur 
penegak hukum. Dalam hal ini, paling tidak, ihwal kelindan 
advokat dengan penegak hukum lainnya dapat ditelusuri dari 
pertimbangan hukum yang termaktub dalam halaman 57 angka 
4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 yang 
menyatakan, “Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang 
memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum 
yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum 
lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan...”. 
Selanjutnya, pertimbangan hukum putusan Mahkamah a quo 
menegaskan, “advokat mempunyai kedudukan setara dengan 
penegak hukum lainnya”, tetap terkait erat dengan penegak 
hukum lainnya, antara lain seperti hakim, polisi dan jaksa, 
dalam rangka menjaga dan menjamin terciptanya kepastian 
hukum bagi semua pencari keadilan untuk mewujudkan 
supremasi hukum dan keadilan”.  

[3.14]  Menimbang bahwa sebagai sebuah organisasi yang berkaitan 
dengan penegakan hukum, adovat merupakan profesi mulia 
(officium nobile). Sebagai sebuah organisasi profesi, Louis 
Dembitz Brandeis, advokat terkemuka dan pernah menjadi 
Hakim Agung Amerika Serikat (1916-1939) mengemukakan 
bahwa sebuah perkerjaan dapat dikatakan sebagai profesi 
apabila memiliki ciri-ciri pengetahuan; diabadikan untuk 
kepentingan orang lain; keberhasilan bukan didasarkan pada 
keuntungan finansial; didukung oleh adanya organisasi profesi; 
dan adanya standar kualifikasi profesi. Dari kesemua ciri yang 
harus dimiliki tersebut, organisasi profesi merupakan salah satu 
pilar penopang keberadaan sebuah profesi. Keberadaan 
organisasi profesi bagi sebuah profesi sangat dibutuhkan 
karena organisasi profesi akan melaksanakan sejumlah fungsi 
seperti fungsi menetapkan kode etik profesi. Fungsi 
menetapkan kode etik profesi merupakan sebuah fungsi 
membentuk norma etika yang akan berlaku bagi seluruh 
anggota organisasi profesi. Selain fungsi menetapkan kode etik, 
umumnya organisasi juga melaksanakan fungsi penegakan 
kode etik bagi anggota-anggotanya.  

Tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, ciri-ciri 
yang sama juga berlaku bagi organisasi advokat sebagai 
sebuah organisasi profesi. Sebagai sebuah profesi, para 
advokat juga tergabung dalam organisasi advokat yang 
melaksanakan fungsi membentuk kode etik, menegakkan kode 
etik dan fungsi lain seperti menyelesaikan masalah-masalah 
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profesi, membela hak-hak anggota dan juga sebagai sarana 
saling berbagi informasi yang diperlukan dalam melaksanakan 
tugas profesi. Jika dikaitkan dengan substansi yang diatur 
dalam UU 18/2003, dapat dipahami organisasi advokat sebagai 
sebuah organisasi profesi juga merujuk pada kerangka 
organisasi profesi dimaksud. Dalam hal ini, organisasi advokat 
diberi tugas dan fungsi untuk menyusun kode etik dan pada 
saat yang sama, organisasi profesi juga melaksanakan fungsi 
pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi. Fungsi 
organisasi profesi dimaksud harus dilaksanakan secara 
profesional. Sebab, sebuah organisasi profesi menuntut segala 
aspek yang berkenaan dengan profesi, termasuk pengelolaan 
organisasi secara profesional. Sejalan dengan itu, organisasi 
profesi harus dijauhkan dari segala praktik pengelolaan yang 
dapat meruntuhkan kewibawaan organisasi di mata para 
anggota penyandang profesi. Bagaimana pun, wibawa 
organisasi profesi menjadi sangat penting agar organisasi 
profesi tetap solid dan memiliki semangat yang sama dalam 
mematuhi dan melaksanakan etika profesi yang telah disepakati 
bersama. 

Berkenaan dengan pertimbangan di atas, bagaimana agar 
organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga 
soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah 
keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi 
yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud 
adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi 
memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi 
untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi 
profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi 
mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah 
sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota 
tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi 
untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan 
organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak 
hukum sudah seharusnyalah memiliki tata kelola organisasi 
yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat 
berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak 
dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt 
absolutely. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota 
yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. 
Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi 
penyalahgunaan yang dapat merusak  kewibawaan organisasi 
profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat.  

[3.15]  Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat 
(3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, 
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yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan 
antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai 
politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma 
Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai 
pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena 
ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat 
dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang 
diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan 
konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan 
periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari 
pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena 
pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan 
advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, 
masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas 
mengaturnya sedemikian rupa, sehingga memungkinkan 
seseorang menjabat sebagai pimpinan orgasisasi advokat 
secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal 
batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. 
Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang 
demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi 
para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan 
regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal 
demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil 
dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; 

Secara normatif, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 
hanya menentukan pembatasan bahwa pimpinan organisasi 
advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, 
baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan batasan 
tersebut, apabila seorang pimpinan organisasi advokat 
melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik 
akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Namun demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU 
18/2003 sama sekali tidak memuat pembatasan masa jabatan 
dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Padahal, 
dalam batas penalaran yang wajar, apabila dikaitkan dengan 
advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan 
setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan masa 
jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara 
jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak 
hukum lainnya, atau setidak-tidaknya dilakukan rotasi secara 
periodik (tour of duty) untuk menghindari penyalahgunaan 
kewenangan. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya dapat 
memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa 
jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. 
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Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi 
jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara 
untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan 
kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality 
before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang 
memenuhi persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan 
untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi 
jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.  

[3.16]  Menimbang bahwa pengaturan masa jabatan dan periodisasi 
jabatan pimpinan organisasi advokat tidak secara eksplisit 
diatur dalam UU 18/2003. Dalam hal ini Pasal 28 ayat (2) UU 
18/2003 hanya menyatakan, “Ketentuan mengenai susunan 
Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Dalam praktik, 
ketentuan tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk 
mengatur perihal susunan organisasi advokat, yang di 
dalamnya juga diatur mengenai masa jabatan pimpinan 
organisasi advokat. Apabila dibandingkan dengan organisasi 
penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan 
lembaga penegak hukum dimaksud dibatasi secara jelas oleh 
norma di tingkat undang-undang atau dilakukan rotasi secara 
periodik. Dalam konteks itu, sebagai sebuah organisasi yang 
diposisikan sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, 
menjadi kebutuhan pula untuk mengatur secara jelas 
pembatasan masa jabatan termasuk pembatasan periodisasi 
jabatan pimpinan organisasi advokat. Oleh sebab itu, dengan 
adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan 
pimpinan organisasi advokat dapat memberikan jaminan 
terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di 
hadapan hukum bagi setiap anggota yang tergabung dalam 
organisasi advokat. Pembatasan demikian sesuai dengan 
semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan 
negara. 

Berkenaan dengan pembatasan masa jabatan dan 
periodesasi jabatan tersebut, menurut Mahkamah, masa 
jabatan pimpinan organisasi advokat adalah 5 (lima) tahun dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan 
kepada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum 
digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada 
umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan 2 
(dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-
turut atau secara tidak berturut-turut. Dengan diletakkan dalam 
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cara berfikir demikian, akan menghilangkan atau mencegah 
potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi 
advokat. 

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut 
di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya 
membatasi pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap 
dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun 
tingkat daerah, namun dikarenakan norma a quo merupakan 
norma yang memberikan pembatasan terhadap pimpinan 
organisasi advokat, maka Mahkamah menjadi memiliki dasar 
yang kuat untuk menambahkan pembatasan lain demi 
memenuhi tata kelola organisasi advokat yang baik dan 
sekaligus memenuhi hak-hak anggota advokat. Oleh karena itu, 
norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, 
“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan 
pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat mupun di tingkat 
daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan 
organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) 
tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam 
jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak 
berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan 
partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, 
sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo.  

[3.18] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya Pasal 28 ayat 
(3) UU 18/2003 inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana 
dipertimbangkan pada Paragraf [3.17], di mana secara faktual 
sangat mungkin terdapat pimpinan organisasi advokat yang 
sedang memegang jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) 
periode sebelum putusan a quo, maka untuk alasan kepastian 
hukum dan tidak menimbulkan persoalan dalam organisasi 
advokat, pimpinan organisasi advokat yang bersangkutan tetap 
menjalankan tugasnya hingga berakhir masa jabatannya dan 
selanjutnya pengisian masa jabatan pimpinan organisasi 
advokat disesuaikan dengan pemaknaan baru terhadap norma 
Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana putusan a quo. 

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon 
beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan 
oleh Mahkamah karena tidak ada relevansinya. 
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34. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan       di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan      a quo; 
[4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk 

sebagian. 
 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya; 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4288) yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak 
dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat 
Pusat mupun di tingkat daerah” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 
(lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam 
jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-
turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, 
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

 
 
 

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) 
 

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 
pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Anwar 
Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.  

Silakan, Yang Mulia. 
 
 

KETUK PALU 1X 
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35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH 
 

Baik, terima kasih, Yang Mulia. 
Alasan berbeda Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim 

Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh sebagai berikut. 
1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok 

permohonan Pemohon, kami perlu menegaskan beberapa hal 
sebagai berikut: 
a. Secara doktriner, sistem politik sebuah negara dapat 

dibedakan antara suprastruktur politik dan infrastruktur 
politik. Suprastruktur politik adalah suasana kehidupan 
yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara, yang 
diperlukan guna menunjang jalannya pemerintahan, yang 
mencakup susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang, 
serta hubungan diantara alat kelengkapan negara secara 
formal. Sementara, infrastruktur politik adalah suasana 
kehidupan di luar alat kelengkapan negara, namun 
memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang diambil 
oleh suprastruktur politik. Dengan kata lain, suprastruktur 
politik terkait dengan fenomena kehidupan politik di tingkat 
pemerintahan, sedangkan infrastuktur politik terkait dengan 
fenomena kehidupan politik di tingkat kemasyarakatan. 
Terkait dengan hal tersebut, bisa dijelaskan sebagai berikut:  
1) Dalam konteks Indonesia sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945), suprastruktur politik pada saat ini meliputi 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK), 
Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), dan Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan UUD 1945 
kewenangan membentuk undang-undang (positive 
legislature) berada di DPR bersama Presiden, 
sementara Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan 
menguji undang-undang (yang dibentuk oleh DPR dan 
Presiden) terhadap Undang-Undang Dasar, sebagai 
negative legislature. 

2) Sedangkan infrastruktur politik secara umum meliputi 
partai politik (political parties), kelompok kepentingan 
(interest group), kelompok penekan (pressure group), 
media komunikasi politik dan tokoh politik. Dilihat dari 
infrastruktur politik Organisasi Advokat merupakan 
bagian dari kelompok kepentingan. Gabriel A. 
Almond dan G. Bingham Powell dalam 
Comparative Politics: A Developmental Approach (1966), 
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membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, 
yakni: (1) Anomic Interest Groups; (2) Non-
Associational Interest Groups.; (3) Institutional 
Interest groups; dan (4) Associational Interest 
Groups. Dari pembagian empat jenis kelompok 
kepentingan (interest group) tersebut, Organisasi 
Advokat dapat dikategorikan ke dalam kelompok 
Associational Interest Groups, di mana kelompok 
asosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal 
dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik 
untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-
bidang tertentu yang menjadi fokusnya. 

b. Dalam sistem politik, infrastruktur politik berperan dalam 
memberikan masukan (input) kepada suprastruktur politik, 
agar kebijakan yang akan diambil oleh suprastruktur politik 
menjadi demokratis dan berkualitas. Oleh karena itu 
penting untuk ditegaskan sikap Mahkamah yang tidak 
menggelar persidangan (pleno) untuk mendengar 
keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat 
meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang 
berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dan Pasal 3 huruf c 
dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang. Meskipun bukan merupakan 
keharusan untuk mendengar keterangan pihak-pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK karena 
norma tersebut menggunakan kata “dapat”, namun 
Mahkamah semestinya menggelar persidangan lanjutan 
dengan agenda mendengar keterangan DPR, Presiden, 
dan/atau pihak terkait agar Mahkamah mendapatkan 
pengayaan yang lebih komprehensif, misalnya untuk 
mengetahui alasan filosofis dan sosiologis, serta mengapa 
UU 18/2003 tidak mengatur tentang pembatasan masa 
jabatan ketua umum Organisasi Advokat. Terlebih norma 
yang diajukan pengujian tidak mengatur mengenai 
pembatasan masa jabatan, sehingga menjerumuskan 
Mahkamah menjadi positive legislature. Dalam kapasitasnya 
sebagai suprastruktur politik, seharusnya Mahkamah 
membuka sidang mendengar/meminta masukan (input) 
dari Organisasi Advokat (sebagai infrastruktur politik). Lagi 
pula karakteristik putusan Mahkamah yang bersifat final 
dan mengikat serta erga omnes akan berdampak pada 
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Organisasi Advokat dan anggota yang jumlahnya 
cenderung bertambah seiring kebutuhan dan ragam 
persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.  

c. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003, dinyatakan bahwa 
Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan 
mandiri. Dalam menjalankan profesinya advokat tidak 
dibiayai oleh negara. Advokat menerima honorarium atas 
jasa hukum yang diberikan kepada kliennya [vide Pasal 21 
ayat (1) UU 18/2003]. Selain itu, profesi advokat tidak 
dibatasi usia pensiun. Karakteristik inilah yang 
membedakan advokat dengan penegak hukum lain seperti 
polisi, jaksa, dan hakim. Dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya polisi, jaksa, dan hakim digaji dengan 
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). Selain itu, masa kerja ketiga jenis penegak hukum 
tersebut dibatasi oleh usia pensiun. Dari perbedaan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi polisi, jaksa, dan 
hakim termasuk dalam penegak hukum bersifat formal dan 
bagian dari suprastruktur politik. Sedangkan advokat 
berstatus sebagai penegak hukum yang bersifat informal 
dan bagian dari infrastruktur politik. Oleh karena itu, 
kekhawatiran Pemohon akan terjadinya abuse of power 
dalam suatu organisasi advokat dibandingkan dengan polisi, 
jaksa, dan hakim, adalah tidak tepat. Perbandingan 
tersebut tidak bisa dilakukan secara apple to apple karena 
advokat bersifat informal dan bagian dari infrastruktur 
politik, sedangkan polisi, jaksa, dan hakim merupakan 
penegak hukum yang bersifat formal dan bagian dari 
suprastruktur politik.  

2. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan 
bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum Organisasi 
Advokat harus diatur dengan undang-undang, bukan melalui 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hal 
tersebut tersebut sebagai perwujudan checks and balances 
dan juga sebagai mekanisme kontrol di tubuh aparat penegak 
hukum. Menurut Pemohon, ketiadaan pembatasan masa 
jabatan mengakibatkan kekuasaan yang terpusat pada orang 
tertentu dan menghilangkan kesempatan yang sama bagi 
anggota untuk menjadi pimpinan atau pengurus organisasi 
advokat. Selain itu, ketiadaan pembatasan masa jabatan 
pimpinan organisasi advokat menyebabkan kerusakan sistem 
demokrasi internal dan penyalahgunaan kekuasaan, serta 
menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota organisasi 
advokat dalam pengambilan kebijakan/keputusan. Pemohon 
meminta agar Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 dinyatakan 
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bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama 
hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak 
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak 
dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat 
pusat maupun di tingkat daerah.” 

3. Menimbang bahwa selanjutnya, persoalan pokok dalam 
permohonan tersebut adalah apakah pemilihan ketua umum 
Organisasi Advokat, in casu PERADI, harus diatur di dalam UU 
18/2003 dengan membatasi masa jabatan paling lama 2 (dua) 
kali masa jabatan, ataukah hal demikian sebaiknya cukup 
diatur di dalam AD/ART Organisasi Advokat? Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut, kami akan mempertimbangkan beberapa 
hal sebagai berikut. 
a. Pendanaan Organisasi Advokat. Sebagaimana sudah 

diuraikan di atas bahwa advokat tidak dibiayai oleh negara. 
Sumber utama pendanaan/keuangan organisasi advokat 
berasal dari iuran wajib dan/atau sukarela dari anggota, 
sehingga negara tidak terlibat dalam pendanaan/keuangan 
Organisasi Advokat. Sebagai organisasi profesi yang bebas 
dan mandiri, hal ini penting demi menghindari dominasi 
dan/atau intervensi pihak eksternal yang akan merusak 
organisasi, yang pada gilirannya akan berdampak pula bagi 
masyarakat pencari keadilan (klien). Keinginan Pemohon 
agar UU 18/2003 mengatur batasan masa jabatan ketua 
umum Organisasi Advokat hanya 2 (dua) kali masa jabatan, 
adalah sangat berlebihan. Pemohon tidak menyadari bahwa 
niat baiknya untuk membatasi 2 (dua) kali masa jabatan 
tersebut justru menjerumuskan Mahkamah ke luar batas 
demarkasi, dengan menerobos kedaulatan anggota dari 
Organisasi Advokat. Selama ini, persoalan masa jabatan 
ketua umum dipilih dari dan oleh anggota secara mandiri 
selaku pemegang kedaulatan. Hal ini sejalan dengan 
semangat demokrasi Vox Populi, Vox Dei (the voice of the 
people is the voice of God), yang dalam konteks Organisasi 
Advokat, maka rakyat yang dimaksud adalah anggota dari 
Organisasi Advokat tersebut. Sehingga wajar apabila 
anggota dari Organisasi Advokat diberikan keleluasaan dan 
kebebasan secara mandiri dan independen untuk mengatur 
sendiri dalam hal ihwal organisasinya dalam AD/ART 
ataupun peraturan internal lainnya. Misalnya, mengatur 
antara lain, persyaratan menjadi pengurus, baik di tingkat 
cabang ataupun di tingkat pusat, termasuk berapa lama 
seseorang boleh menduduki jabatan sebagai ketua umum 
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dan sebagainya. Sekalipun Mahkamah telah memutuskan 
sejumlah permohonan yang terkait dengan pengujian UU 
18/2003, sebagaimana juga didalilkan oleh Pemohon [vide 
Perbaikan Permohonan hlm. 13-14], namun apabila 
dicermati secara saksama, norma Pasal 28 ayat (3) UU 
18/2003 yang dimohonkan Pemohon, tidak mengatur 
pembatasan masa jabatan. Substansi norma Pasal 28 ayat 
(3) UU 18/2003 mengatur larangan rangkap jabatan bagi 
pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, 
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, bukan 
pembatasan masa jabatan ketua umum. Hal inilah yang 
semestinya menjadi perhatian utama Mahkamah. Dengan 
tidak diaturnya pembatasan masa jabatan bagi ketua 
umum, untuk mengetahui aspek filosofis, sosiologis, dan 
yuridis sudah seharusnya Mahkamah membuka sidang 
lanjutan mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 UU MK termasuk pihak yang 
berkepentingan in casu Organisasi Advokat.  

b. Pembatasan Peran Negara. Apabila dicermati sejumlah 
ketentuan dalam UU 18/2003 telah membatasi peran 
negara untuk mencampuri urusan advokat sekaligus 
Organisasi Advokat. Berdasarkan UU 18/2003, kehadiran 
dan peran negara hanya bersifat terbatas, antara lain, 
menerima salinan surat keputusan pengangkatan advokat 
[vide Pasal 2 ayat (3)], melaksanakan pengambilan 
sumpah/janji sebelum menjalankan profesi advokat [vide 
Pasal 4], menerima putusan penindakan berupa 
pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap 
advokat [vide Pasal 8 ayat (2)], menyampaikan salinan 
putusan terhadap advokat yang dijatuhi pidana yang telah 
berkekuatan hukum tetap kepada organisasi advokat [vide 
Pasal 11], memberikan izin kerja bagi advokat asing atas 
permintaan kantor advokat [Pasal 23 ayat (2)], menerima 
salinan buku daftar anggota [vide Pasal 29 ayat (3) dan 
ayat (4)], dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat 
dipahami mengapa pembentuk undang-undang (DPR dan 
Presiden) tidak ingin intervensi lebih jauh untuk mengatur 
susunan Organisasi Advokat yang ditetapkan oleh para 
advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga [vide Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003]. Lebih dari itu, 
norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang dimohonkan 
pengujian oleh Pemohon tidak bisa dibaca secara parsial, 
namun harus dibaca satu kesatuan secara utuh dengan 
norma Pasal 28 UU 18/2003. Dari sini bisa difahami bahwa 
secara implisit harus dibaca bahwa terkait dengan susunan 
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Organisasi Advokat, khususnya mengenai pembatasan 
masa jabatan dari pengurus organisasi tersebut diserahkan 
kepada anggota yang memiliki kedaulatan penuh. Hal ini 
sesuai dengan semangat demokrasi bahwa pemegang 
kedaulatan dipegang oleh anggota Organisasi Advokat itu 
sendiri, sehingga sudah tepat pembatasan masa jabatan 
diserahkan kepada anggota untuk diatur dalam AD/ART.  

c. Kemandirian Organisasi Advokat. Kemandirian 
Organisasi Advokat juga tertuang dalam International Bar 
Association (IBA). Hal ini tertuang dalam Pasal 17 IBA 
Standards for the Independence of the Legal Profession 
(1990) yang menyatakan, “there shall be established in 
each jurisdiction one or more independent self-governing 
associations of lawyers recognised in law, whose council or 
other executive body shall be freely elected by all the 
members without interference of any kind by any other 
body or person. This shall be without prejudice to their 
right to form or join in addition other professional 
associations of lawyers and jurists. Dari ketentuan ini, 
terlihat jelas bahwa adanya organisasi advokat yang 
mandiri dan diakui secara hukum, yang mana pengurusnya 
dipilih secara bebas oleh semua anggota tanpa campur 
tangan dalam bentuk apa pun oleh lembaga lain adalah 
suatu keharusan. Selain itu, menurut Pasal 18 IBA 
Standards for the Independence of the Legal Profession 
(1990), fungsi asosiasi (organisasi) advokat yang tepat 
dalam memastikan independensi profesi hukum antara lain: 
a) untuk mempromosikan dan menegakkan keadilan tanpa 
rasa takut; b) dan seterusnya sampai dengan j dianggap 
telah dibacakan; k) untuk berafiliasi dengan dan 
berpartisipasi dalam kegiatan organisasi internasional 
advokat. Dengan demikian, untuk menjaga independensi 
profesi advokat dan fungsi-fungsinya tersebut bisa 
terlaksana dengan baik, maka pemilihan pimpinan 
Organisasi Advokat, termasuk masa jabatan, dan berapa 
kali bisa menduduki jabatan pimpinan organisasi tersebut, 
semuanya ditentukan dari dan oleh anggota. Sebab 
anggota organisasilah yang lebih tahu dengan 
kebutuhannya, bukan orang dari luar organisasi dan bukan 
juga oleh negara. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya 
tidak terperangkap menjadi positive legislature. 

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas, sekalipun mayoritas hakim mengabulkan 
permohonan a quo, Mahkamah seharusnya mendengar 
terlebih dahulu keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan 
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Presiden serta keterangan pihak terkait secara langsung 
maupun tidak langsung. 

Terima kasih. 
 

36. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua 
merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny 
Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan 
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 
tanggal tujuh belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh 
dua, dan pada hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan 
Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam 
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua 
puluh dua, selesai diucapkan pukul 17.45 WIB, oleh sembilan Hakim 
Konstitusi dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa 
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat 
atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri 
oleh Pemohon atau kuasanya. 

Pengucapan Ketetapan dan Putusan telah selesai. Kemudian untuk 
salinan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak 
setelah selesai pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari 
kerja setelah sidang ditutup. 

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 
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